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Abstrak 

Kekuatan alat bukti sangat membantu para penyidik dalam menyelidiki suatu 

perkara pidana. Karena tanpa adanya alat bukti, suatu perkara tidak bisa 

diselesaikan secara singkat. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui 

bagaimana kekuatan alat bukti lain seperti informasi elektronik dan dokumen 

elektronik dalam pembuktian di pengadilan dalam kasus tindak pidana kejahatan 

tekhnologi informasi dan bagaimana praktik penyelesainnya di pengadilan 

khususnya pada putusan 819/Pid.Sus/2016/PN Jambi. Metode yang digunakan 

dalam penulisan ini ialah penulisan adalah studi kepustakaan yakni dengan 

melakukan pengkajian dan analisis terhadap peraturan perundang – undangan 

yang berlaku dan literatur dalam penulisan ini bersifat normatif. Teori dalam 

penulisan ini berdasarkan pada teori pembuktian alat bukti dan penegekkan 

hukum pidana. Adapun hasil yang diperoleh ialah kekuatan alat bukti lain seperti 

informasi elektronik dan dokumen elektronik berdasarakan UU ITE No 11 Tahun 

2008 Pasal 44 dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar 

sehingga tersangka dinyatakan bersalah. Hanya saja tidak tertuang dalam pasal 

184 Hukum Acara Pidana. Dan pada praktiknya di pengadilan telah sesuai dengan 

syarat – syarat yang diatur dalam pasal 197 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana untuk membuktikan fakta – fakta hukum dipersidangan. 

 

Kata kunci : Alat bukti , Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik dan Tindak 

Pidana Kejahatan Tekhnologi Informasi. 
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Abstract  

The power of evidence is very helpful for investigators in investigating a criminal 

case. Because without evidence, a case cannot be resolved briefly. The purpose of 

this paper is to find out how the strength of other evidence such as electronic 

information and electronic documents in evidence in court in criminal cases of 

information technology and how to solve it in court, especially in the decision 819 

/ Pid.Sus / 2016 / PN Jambi. The method used in this writing is writing is the 

study of literature that is by conducting an assessment and analysis of the laws 

and regulations that apply and the literature in this writing is normative. The 

theory in this writing is based on the theory of proof of evidence and enforcement 

of criminal law. The results obtained are the strength of other evidence such as 

electronic and electronic information based on the ITE Law No. 11 of 2008 

Article 44 can prove the court's decision that the verdict was correct so that the 

suspect was found guilty. It's just not contained in article 184 of the Criminal 

Procedure Code. And in practice, in court, it is in accordance with the conditions 

stipulated in Article 197 of Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure 

Law to prove legal facts in court. 

 

Keywords  : Evidence, Electronic Information,ElectronicDocuments and 

Cybercrime. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Peradaban dunia pada saat ini ditandai dengan fenomena kemajuan 

teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua sektor 

kehidupan. Perkembangan teknologi dan globalisasi tidak saja terjadi di 

negara maju, tetapi juga di negara berkembang. Saat ini teknologi informasi 

memegang peranan yang penting dalam perdagangan dan ekonomi antar 

negara-negara di dunia termasuk memperlancar arus informasi. 

 Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan yang besar bagi 

negara-negara di dunia.1 Setidaknya ada dua keuntungan yang dibawa dengan 

keberadaan teknologi informasi. Pertama, teknologi informasi mendorong 

permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri. Kedua, 

memudahkan transaksi bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya. 

 Kedua keuntungan tersebut di atas menegaskan telah terjadi perubahan 

pola transaksi dan pola bersosialisasi masyarakat.Kemajuan teknologi juga 

mempermudah dan mempercepat komunikasi secara elektronik di dalam satu 

negara, bahkan juga antar negara. Pembayaran untuk pemesanan barang atau 

program komputer dapat dilakukan dengan menggunakan kartu kredit dan 

ATM (Automatic Teller Machine). Artinya kemajuan teknologi menyebabkan 

                                                           
 

1 Budi Suharyanto, 2010, Tindak Pidana Teknologi Informasi ( 
Cybercrime ) urgensi Pengaturan dan celah hukumnya, Depok, 
PT.Rajagrapindo Persada, Hlm 115 
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dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial berlangsung 

secara cepat.2 

Perubahan sosial akibat kemajuanteknologi tidak saja membawa 

dampak positif, tetapi juga nampak negatif berupa lahirnya bentuk-bentuk 

kejahatan baru menggunakan sarana teknologi informasi. Banyaknya jenis 

tindak pidana baru yang muncul akibat kemajuanteknologi menimbulkan 

kerugian yang sangat besar, baik secara materil maupun in materil. Kejahatan 

ini dapat dilakukan oleh seseorang dari suatu tempat yang sangat pribadi tapi 

menimbulkan kerugian pada seseorang atau institusi di tempat lain, yang 

terpisahkan oleh jarak ribuan kilometer. Bahkan seringkali bersifat lintas 

batas teritorial.  

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) telah 

mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama sekali setelah di 

ketemukannya teknologi yang menghubungkan alat komputer dan Internet. 

Namun demikian, berbagai kemajuan tersebut ternyata diikuti pula dengan 

berkembangnya sisi lain dari teknologi yang mengarah pada penggunaan 

komputer sebagai alat untuk melakukan berbagai modus kejahatan. Istilah 

inikemudian dikenal dengan tindak pidana kejahatan tekhnologi informasi  

(cybercrime).  

Permasalahan yang diakibatkan oleh penggunaan komputer untuk 

kepentingan diatas telah mulai menimbulkan berbagai dampak negatife,baik 

secara mikro yang dampaknya hanya pada tingkatan personal / perseorangan 

                                                           
2Ibid Hal 46 



 
 

10 
 

maupun secara makro yang berdampak pada wilayah komunal. Serta 

memiliki efek domino yang luas. Untuk menangani permasalahan ini, maka 

di beberapa Negara telah di bentuk unit khusus kepolisian yang berpungsi 

sebagai penindak kejahatan yang spesifik terkait dengan permasalahan  tindak 

pidana kejahatan tekhnologi informasi.3 

Berbagai permasalahan yang muncul terkait dengan tindak pidana 

kejahatan tekhnologi informasitelah menyedot perhatian berbagai kalangan 

yang berhubungan dengan bidangTeknologi Informasi dan Komputer (TIK). 

Hal ini dipicu oleh semakin luasnya dimensi kejahatan dibidang 

tekhnologi informasiini. Potensi kejahatan demikian telah terjadi di Indonesia 

seperti kasus-kasus besar yang dilakukan oleh Steven Haryanto, seorang 

hecker dan jurnalis pada majalah Master Web. Lelaki asal Bandung ini 

dengan sengaja membuat situs asli tapi palsu layanan internet banking Bank 

Central Asia (BCA).Steven membeli domain-domain dengan nama mirip 

wwwklik-bca.com. (situs asli banking BCA), yaitu domain wwwklik-bca.com, 

klikbca.com, klikkca.com dan klikbac.com. ini situs-situs plesetan itu inipun 

nyaris sama, kecuali tidak adanya security untuk berinteraksi dan adanya 

formulir akses (loginform palsu). Jika nasabah BCA salah mengetik situs 

BCA asli maka nasabah tersebut masuk perangkap situs plesetan yang dibuat 

oleh Steven Haryanto sehingga identitas pengguna (user id) dan nomor 

identitas (PIN) dapat diketahuinya. 4 

                                                           
3 Yudi Prayudi, Dedy Setyo Afrianto, 16 Juni 2009, tentang 
Teknologi Informasi, jakarta : hal  97 
4https://keamananjaringandankomputer.wordpress.com/2013/
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Teknologi informasi di Negara Indonesia sangat memprihatinkan, yakni 

data menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam Lima besar Negara asal 

serangan kejahatan tindak pidana kejahatan tekhnologi informasi, hal ini 

berdasarkan laporan State of The Internet pada tahun 2013. Menurut Rudy 

Surmadi, heal of small and medium bussines market Microsoft Indonesia 

mengatakan bahwa pada  tahun 2015 jumlah khusus kejahatan tindak pidana 

kejahatan tekhnologi informasi di Indonesia meningkat signifikan hingga 

389% dari tahun 2014.5 

Jika melihat kualitas kasus yang dilakukan melalui jaraingan system 

computer dan system komunikasi, baik dalam lingkup lokal maupun global 

(internet). Dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasiskomputer 

yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilintas secara firtual, 

permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan 

penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi secara oline 

ataumelalui media sosial khususnya dalam hal pembuktian. 

Probing dan port scanning,6salah satu langkah yang dilakukan cracker 

sebelum masuk ke server yang ditargetkan adalah melakukan pengintaian, 

cara yang dilakukan adalah dengan melakukan “port scanning” atau 

“probing” untuk melihat servis-servis apa saja yang tersedia di server target. 

                                                                                                                                                               
03/22/website-palsu-klik-bca/ 
5http//:national kompas.com tcal/2015/05/12/06551741/ 
Indonesia Urutan Kedua terbesar Negara Asal, Cyber Crime 
di Dunia.(11.29). 
6http://thesesihefi.blogspot.com/2013/04/probing-dan-port-
scanning.html 
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Sebagai contoh, hasil scanning dapat menunjukkan bahwa server target 

menjalankan program web server Apache, mail server Sendmail, dan 

seterusnya.  

Analogi hal ini dengan dunia nyata adalah dengan melihat-lihat apakah 

pintu rumah anda terkunci, merek kunci yang digunakan, jendela mana yang 

terbuka, apakah pagar terkunci dan seterusnya. Yang bersangkutan memang 

belum melakukan kegiatan pencurian atau penyerangan, akan tetapi kegiatan 

yang dilakukan sudah mencurigakan. Apakah hal ini dapat ditolerir ataukah 

sudah dalam batas yang tidak dapat dibenarkan sehingga dapat dianggap 

sebagai kejahatan. 

Contoh kasus padaRabu, 10 Agustus 2016di kota jambi yang di lakukan 

oleh warga Kp. Kelapa RT.00/03 Kel. Rawa Panjang Kec.Bojong Gede Kab. 

Bogor Prop. Jawa Barat atas nama terdakwa JAMIL REZA Als LUKMAN 

ARIFIN Als BUDI STYO NUGROHO Als GEMILAN Als MARYOTO Als 

HENDRA  Bin SYAMSUDIN dengan kasus penipuan mengatas namakan PT. 

JAMBI BETON dengan Nomor Perkara 819/Pid.Sus/2016/PN Jmb, dan sudah di 

limpahkan dengan Nomor Surat Pelimpahan B-4902 

?n.5.10/Euh.2/08/2016,berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP 

Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara 

diatas, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang 

atau dari Pihak Perusahaan PT JAMBI BETON  untuk  

membuat/menciptakan Iklan melalui jaringan internet tersebut, sebagaimana 

diatur dan diancam pidana melanggar Pasal  35 UU-RI No. 11 tahun 2008 
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tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 51 ayat (1)UU-RI No. 11 

tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik 

Maraknya kasus kejahatan teknologi informasi yang terjadi di kalangan 

masyarakat seperti contoh kasus diatas membuktikan bahwa tidak hanya di 

Negara – Negara besar saja akan tetapi di Negara kita Indonesia ini menjadi 

tanggung jawab kita bersama dan penegak hukum juga berperan penting 

dalam membuat suatu program – program guna meminimalisir kasus 

kejahatan teknologi informasi yang sekarang ini sangat meresahkan 

masyarakat Indonesia terutama di kalangan muda mudi sekarang ini yang 

sering menggunakan dunia maya dalam pergaulan sehari - hari 

Adapun program yang digunakan oleh pihak yang bertanggungajawab 

dengan kasus kejahtan teknologi informasi yaitu Kementerian Komunikasi 

dan Informatika (Kemenkominfo) dan aparat penegak hukum membuat suatu 

programprobing atau portscanning, seperti penjelasan di atas. Dan ini dapat 

diperoleh secara gratis di Internet. Salah satu program yang paling populer 

adalah “nmap” (untuk sistem yang berbasis UNIX, Linux) dan “Superscan” 

(untuk sistem yang berbasis Microsoft Windows). Selain mengidentifikasi 

port, nmap juga bahkan dapat mengidentifikasi jenis operating system yang 

digunakan. 

Berdasarkan kenyataan diatas maka elemen penting dalam penyelesaian 

masalah keamanan dan kejahatan dunia komputer adalah penggunaan sains 

dan teknologi itu sendiri. Dalam hal ini sains dan teknologi dapat digunakan 

oleh pihak berwenang seperti penyidik, kepolisian, dan kejaksaan untuk 
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mengidentifikasi tersangka pelaku tindak kriminal. Disinilah letak pentingnya 

instrumen untuk menggali proses pembuktian kejahatan diatas yang lazim 

dikenal dengan sebutan komputer forensik. 

 

Kejahatan yang sedang marak terjadi ini sangat berdampak pada dunia 

usaha. Banyak yang menganggap bahwa keberadaan KUHP tidak mampu 

menjangkau kejahatan baru tersebut, sehingga pemerintah menginisiasati 

lahirnya aturan tentang tindak pidana kejahatan tekhnologi informasi. Dengan 

itu untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan 

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 

pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang 

demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud 

keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum.  

Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 

No 11 Tahun 2008 yakni ada beberapa pasal yang diamandemen yang dimuat 

dalam  UU ITE terbaru yaitu UU ITE Tahun No 19 tahun yang  2016 dan 

resmi berlaku usai melewati 30 hari sejak disahkan menjadi UU pada 27 

Oktober 2016. Dan mulai berlaku pada bulan november 2016 Berdasar UU 

no 12 tahun 2011 Pasal 73. Yang Mana suatu RUU disahkan melalui tanda 

tangan Presiden paling lambat 30 hari setelah disetujui DPR dan Presiden7. 

                                                           
7 
https://nasional.kompas.com/read/2016/11/28/08042611/uu.ite. 
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Ada beberapa perubahan di UU ITE yang baru yaitu sebagai berikut8: 

1. Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan 

mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 

Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama 

baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan 

sebagai berikut: 

a. Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik”. 

– Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan 
dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Eletronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem 
Elektronik. 

– Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang ditujukan 
kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. 

– Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua 
perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan 
melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau 
publik. 

b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan 
delik umum. 

c. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu 
pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur 
dalam KUHP. 

 
 

2.  Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan pada pasal 29 

sebagai berikut: 

a. Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik 
diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi 
paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 
miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta. 

b. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman 
                                                           
8http://www.kopertis12.or.id/2016/12/26/undang-undang-
nomor-19-tahun-2016-tentang-perubahan-uu-ite.html 



 
 

16 
 

kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 
(dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau 
denda dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi paling banyak Rp 
750 juta. 

 
3. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula 
mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan 
dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang. 

b. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat 
(2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. 

 
4.  Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pidana pada Pasal 43 UU 

ITE No 11 Tahun 2008 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum 

acara pada KUHAP, sebagai berikut: 

a. Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan 
izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali 
dengan ketentuan KUHAP. 

b. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan 
Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1×24 jam, 
disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP. 

 
5.  Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU 

ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5): 

a. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan 
tindak pidana teknologi informasi; 

b. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem 
Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi. 

6.  Menambahkan ketentuan mengenai “right to be forgotten” atau “hak 

untuk dilupakan” pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut: 

a. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus 
Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah 
kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan 
penetapan pengadilan. 

b. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan 
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mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak 
relevan.(Menambahkan ketentuan atau kewajiban menghapus 
konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik 
sebagai jaminan pemenuhan atas perlindungan data pribadi. 
Pelaksanaan ketentuan ini dilakukan atas permintaan orang yang 
bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.) 

 
7.  Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari 

segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi 

elektronik (Memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah untuk 

mencegah penyebarluasan konten negatif di internet) dengan 

menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40: 

a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi 
Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang; 

b. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau 
memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk 
melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang 
memiliki muatan yang melanggar hukum. 

 
Kehadiran undang-undang terkait dengan pengaturan tindak pidana 

kejahatan tekhnologi informasiini tentu saja sangat dibutuhkan dalam 

penegakan hukum pidana, terutama kejahatan-kejahatan yang memang lahir 

dari kehadiran teknologi tersebut.  

Pentingnya keberadaan undang-undang ini didukung dengan kenyataan 

bahwa kejahatan di dunia maya menempatkan Indonesia sebagai negara 

peringkat pertama dengan tindak pidana dunia maya terbanyak, mengalahkan 

Ukraina yang sebelumnya menduduki posisi pertama.. Indikasinya dapat 

dilihat dari banyaknya kasus pemalsuan kartu kredit dan pembobolan 

bank.9Namun dalam tataran praktek, penegakan hukum pidana dengan UU 

                                                           
9https://helkuchiki.wordpress.com/cybercrime/penanganan-
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ITE ini ternyata menimbulkan masalah hukum bagi orang-orang yang 

menggunakan sarana teknologi informasi untuk menyampaikan kritik 

terhadap pemerintah berupa jeratan hukum pidana maupun jeratan sanksi 

lainnya.10 

Pembuktian dalam dunia maya memiliki karakteristik tersendiri dalam 

hal ini sifat alami dari teknologi komputer memungkinkan pelaku kejahatan 

untuk menyembunyikan jejaknya. Karena itulah salah satu upaya untuk 

mengungkap kejahatan komputer adalah lewat pengujian sistem yang 

berperan sebagai seorang detektif dan bukannya sebagai sorang user. 

Kejahatan komputer (tindak pidana kejahatan tekhnologi informasi) 

tidak mengenal batas geografis, aktivitas ini bisa dilakukan dari jarak dekat, 

ataupun dari jarak ribuan kilometer dengan hasil yang serupa. Penjahat 

biasanya selangkah lebih maju dari penegak hukum, dalam melindungi diri 

dan menghancurkan barang bukti. Untuk itu tugas ahli komputer forensik 

untuk menegakkan hukum dengan mengamankan barang bukti, rekonstruksi 

kejahatan, dan menjamin jika bukti yang dikumpulkan itu akan berguna 

dipersidangan. 

Seperti umumnya ilmu forensik lain, komputer forensik juga melibatkan 

penggunaan teknologi yang rumit, perkakas dan prosedur yang harus diikuti 

untuk menjamin ketelitian dari pemeliharaan bukti dan ketelitian hasil. 

                                                                                                                                                               
cybercrime-di-indonesia/ 
6 Wahyudi Djafar , 2014, Studi Kasus Mengenai Praktik 
Pemblokiran/Penyaringan Konten Internet Dan Kriminalitas 
Pengguna Internet Di Indonesia, Jakarta, Hlm. 25 
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Prinsip kerja komputer forensik pada dasarnya mirip dengan proses yang 

terjadi pada kepolisian ketika hendak mengusut bukti tindak kejahatan dengan 

menelusuri fakta-fakta yang ada. Hanya saja pada komputer forensik proses 

dan kejadiannya terdapat pada dunia maya. Selain untuk kepentingan 

pembuktian, penggunaan forensik komputer secara tepat juga dapat 

membersihkan seseorang yang tidak bersalah dari dakwaan atau sebaliknya 

membawa seseorang yang terbukti bersalah kehadapan hukum.  

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia menyangkut proses 

penegakan hukum, keberadaan komputer forensik ini menjadi isu tersendiri. 

Isu dimaksud menyangkut aspek legalitas mengingat hingga kini komputer 

forensik belum diakomodasi ke dalam positif. Dengan demikian maka dalam 

proses penegakan hukum, komputer forensik masih sebatas fungsional, belum 

memenuhi aspek legalitas positivistik. Termasuk menyangkut output 

komputer forensik dalam perspektif kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(selanjutnya disebut KUHAP) mengingat KUHAP itu sendiri belum 

mengarah pada proses pengungkapan kejahatan dunia maya atau kejahatan 

internet. Ranah normatif KUHAP masih sebatas kejahatan konvesional. 

Dengan kata lain komputer forensik jika ditinjau dari nilai-nilai dasar hukum 

masih hanya memenuhi satu pilar saja yakni manfaat. Kepastian masih 

menjadi agenda formulasi yang harus serius ditindak lanjuti dalam upaya 

reformasi hukum di Indonesia. 

   Peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi dengan konsetelasi masyarakat 

dunia telah memasuki suatu masyarakat yang berorientasi kepada inpormasi. 
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System inpormasi dan teknologi telah di gunakan pada banyak sektor 

kehidupan, mulai dari perdagangan/ bisnis), pendidikan , kesehatan , 

telekaria, transportasi, industry, pariwisata, lingkungan sampai ke sektor 

hiburan.11 maka dapat kita sadari bahwa dunia sedang berada dalam era 

informasi, yang merupakan tahapan selanjutnya setelah era prasejarah, era 

agraris dan era industri.  

Industri  merupakan inti globalisasi, khususnya bagi Negara-negara  

yang berambisi membangun dan mewujudkan perubahan.12Globalisasi 

teknologi elektronika,dan informasi computer telah mempersempit wilayah 

dunia dan memper pendek komunikasi, di samping memperpadat mobilisasi 

orang dan barang.  Namun perlu kita sadari bahwa, globalisasi membawa  

dan akibat atau makna pada suatu sisi melahirkan dunia tanpa batas, 

menimbulkan keunggulan kompetitif, sementara disisi lain globalisasi 

membangkitkan reaksi balik dengan akibat untung rugi. 

   Era global ini, selain ada hal mpositif yang bias dimanfaatkan oleh  setiap 

bangsa, khususnya dibidang teknologi, juga menyimpan kerawanan yang 

tentu saja sangat membahayakan bahkan banyak soal kejahatan konvensional 

yang gagal diberantas akibat terintas oleh pola-pola moderenitas yang gagal 

mengedepankan prinsip humanitas, tetapi juga munculnya kejahatan jenis 

                                                           
 

11Deriyanto Badhijanto, 2010 Hukum Teknologi, 
Penyiaran dan Teknologi Informasi : Regulasi dan Konvegrasi 
Bandung. Refika Aditama, hlm. 1 

12 Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2005, Kejahatan 
Mayantara (Cyber Crime) Bandung, Rafika Aditama.hlm. 5 
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baru didalam maya yang telah menjadi realitasmasyarakat dunia. Seiring 

 dengan semakin pesatnya perkembangan komunikasi melalui internet, 

munculnya kejahatan yang dilakukan media internet. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa penggunaan internet yang canggih dan cepat tersebut memunculkan 

polakejahatan yang sangat canggih dan sulit untuk diketahui pelakunya. Hal 

ini disebabkan karena internet merupakan suatu media komunikasi yang 

tidak terlihat (maya), sehingga pelaku kejahatan dapat dengan mudah 

menghilangkan jejeak tanpa dapat diketahui dengan jelas, kejahatan ini lebih 

dikenal dengan tindak pidana kejahatan tekhnologi informasi atau tindak 

pidana masyarakat.13 

Mencermati hal tersebut dapatlah disepakati kejahatan tekhnologi 

informasi atau  kejahatan teknologi informasi  memiliki karakter yang 

berbeda dengan tindak pidana lainnya baik dari segi pelaku, korban, modus 

operasi dan tempatkejadian  perkara sehingga butuh penanganan dan 

pengaturan khusus di luar Kitab Undang-udang Hukum Pidana (KUHP). 

Terakhir dengan hukum pembuktian biasanya akan memunculkan sebuah 

posisi dilema, disalah satu sisi diharapkan agar hukum dapat mengikuti 

perkembangan zaman dan teknologi, disisi yang lain perlu juga 

peningkatanhukum terhadap berbagai jenis-jenis perkembangan 

teknologidigital unutuk berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan.14 

                                                           
13 Barda Nawawi Arief, 2006 Tindak Pidana Mayantara, 

Jakarta, PT. Raja Grafindo, hlm. 239. 
14 Munir Fuady, 2001, Teori Hukum Pembuktian (Pidana 

dan Perdata) 
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 Pembuktian pemegang peranan yang penting dalam proses pemeriksaan 

sidang pengadilan, pembuktian inilah yang menentukan bersalah atau 

tidaknya seseorang yang diajukan dimuka pengadilan. Apabila hasil 

 pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan dengan Undang-undang 

tidak cukup membuktikan kesalahan dari orang tersebut maka akan 

dilepaskan dari hukumannya, sebaliknya apabila kesalahan dapat dibuktikan 

maka dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu harus 

berhati-hati, cermat dalam menilai dan mempertimbangkan masalah 

pembuktian. 

Suatu alat bukti dikatakan sebagai alat bukti yang sah adalah tidak hanya 

alat bukti tersebut diatur dalam suatu Undang-undang tetapi bagaimana alat 

bukti tersebut diperoleh dan cara pengajuan alat bukti tersebut di pengadilan, 

serta ketentuan pembuktian atasmasing-masing alat bukti yang diajukan 

tersebut juga sangat mempengaruhipertimbangan hukum dalam menilai 

ketentuan suatu alat bukti. Proses pembuktian pada kasus kejahatan teknologi 

informasi pada dasarnya tidak berbeda dengan pembuktian pada kasus pidana 

konvensional, tetapi dalam kasus kejahatan teknologi informasiadabeberapa 

hal yang bersifat elekronikyang menjadihal utama dalam pembuktian, antara 

lain adanya informasi elektronik atau dokumen elektronik, ketentuanhukum 

mengenai pembuktian atas kasus kejahatan teknologi informasi telah diatur 

dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, 

yang menyatakan bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dianggap 

sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian kasus kejahatan 
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teknologi informasidanalat bukti elektronik tersebut dianggap pula sebagai 

perluasan dari alat bukti yang berlaku dalam hukum acara pidana yang berlaku 

di Indonesia dalam hal ini alat-alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 

KUHAP.15 

Tidak ditemukan suatu definisikhususmengenaiapa itualatbukti, 

namunsecara umumyang dimaksuddenganalatbuktiadalahalatbuktiyang 

tercantumdalamPasal184Undang-Undang No8Tahun1981tentang Hukum 

AcaraPidana sebagai berikut: 

i. Alat buktiyangsah ialah: 

1. keterangan saksi; 

2. keterangan ahli; 

3. surat; 

4. petunjuk; 

5. keterangan terdakwa. 

ii. Halyangsecaraumumsudah diketahui tidak perlu dibuktikan. 

Fungsidarialat buktiitusendiri adalah untukmembuktikan adalah 

benarterdakwayang melakukantindakpidanadanuntukituterdakwaharus 

mempertanggungjawabkanperbuatannya.16Apabila berdasarkanUndang- 

Undang No8Tahun1981tentang HukumAcaraPidana,makayang dinilai 

                                                           
15 Syabatul Hamdi, Suhaimi, dan Majibasalim, “ Bukti 

Elektronik dalam system  Pembuktian Pidana “, Volume 1 
Nomor 4 ( Nomember, 2013), hlm,27 

16 M. Yahya Harahap. 2009. Pembahasan Permasalahan 
dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan penuntutan). Sinar 
Grafika. Jakarta. hal. 285. 
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sebagaialatbuktidanyang dibenarkanmempunyai“kekuatanpembuktian” 

hanyaterbataskepadaalatbuktiyang tercantumdalamPasal184ayat(1) 

Undang-Undang No8Tahun1981tentang HukumAcara Pidana.Dengan 

katalain,sifatdarialatbuktimenurutUndang-

UndangNo8Tahun1981tentangHukum AcaraPidanaadalahlimitatifatau 

terbataspadayang ditentukan saja. 

Selain itu yang termasuk dalam UU ITE No 11 Tahun 2008 dimana juga 

UU ini telah di amandemen ke UU ITE No 19 Tahun 2016 dalam penelitian 

ini ada beberapa pasal terkait yakni pertama Pasal 35 UU ITE No 11 Tahun 

2008 yang berbunyi ;  

 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, 
pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan 
tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut 
dianggap seolah – olah data yang otentik. 

 
 Kemudian terdapat alat bukti lain selain dari pada yang tercantum pada 

pasal 184 Hukum Acara Pidana seperti di atas yakni dalam UU ITE NO 11 

Tahun 2008 pasal 44 yang berbunyi ; 

a) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang – 
undangan ; dan 

b) Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan angka 4 
serta pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). 
 

Yang mana pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE No 11 Tahun 2008 

berbunyi17 ;  

 
                                                           
17Undang – undang republik indonesia no 11 tahun 2008 
tentang informasi dan transaksi elektronik 
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1. Angka satu yakni Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan 
data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, 
gambar, peta, rancangan, poto, email, telegram, teleks atau 
sejenisnya seperti huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau 
perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami 
oleh orang yang mampu memahaminya ; 

2. Angka empat yakni Dokumen elektronik adalah setiap informasi 
elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau 
disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau 
sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar 
melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak 
terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, poto atau 
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi 
yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang 
mampu memahaminya. 

 
 

Pasal 5 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 dalam UU ITE No 11 Tahun 2008 

berbunyi ;  

 
1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil 

cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah ; 
2. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil 

cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan 
dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di 
Indonesia ; 

3. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah 
apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan 
yang diatur dalam undang – undang ini. 

 

Kemudian mendasar pengurusan bukti elektronik dalam proses 

pembuktian perkara pidana. Kasusnya melalui tindak pidana kejahatan 

teknologiinformasi,yaitu tidak adanya patokan atau dasar penggunaan bukti 

elektronik didalam perundang-undangan kita.18 Dalam penyelesaian tindak 

pidana dibidang teknologiinformasi,kondisi yang paperless (tidak 

                                                           
18 Edmon  Mukarim, 2010. Pengatur Hukum Telemonika, 

Jakarta, Raja Grapindo Persada hlm. 455. 
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menggunakan kertas) ini menimbulkan masalah dalam pembuktian mengenai 

informasi yang diproses, disimpan, atau dikirim secara elektronik. Informasi 

atau dokumen elektronik yang mudah diubah sering menimbulkan pertanyaan 

hukum mengenai keidentikan informasi atau dokumen yang dimaksud.19 

Syarat keabsahan suatu alat bukti elektronik telah disebutkan dalam 

undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi 

elektronik terdapat dalam Pasal 6 yakniinformasi elektronik dan atau 

dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum 

didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijenis keutuhannya dan dapat 

dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.  

 Unsur dijamin keutuhannya menjadi penting dalam proses pembuktian 

mengungat penjelasan umum undang-undang informasi dan transaksi 

elektronik menyatakan bahwa informasi elektronik ternyata sangat rentan 

untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru 

duniadalam waktu hitungan detik.  

  Dengan demikian, dampak yang ditimbulkannyapun kompleks dan 

 rumit. Menurut O.C.Kaligis : 

yang menyatakanbahwabelumada hukum positif Indonesia yang 
mengatur secara detail, konpeherensif serta serangan 
mengenaikeabsahanalatbukti elektonik yang di jamin
 keutuhannya,sehingga menyebabkan di dalamproses persidangan 
terjadi perselisihan pendapatdari keterangan ahli mengenai terjaminnya 
keutuhan alat bukti elektronik tersebut.20 

                                                           
19 Joswa Sitompol  2012 Cybecrime tinjauan Aspek  

Hukum Pidana, Jakarta, Tat hlm.262 
20 O.C.Kaligis, 2012.Penerapan Undang-undang Nomor 

11Tahun 2005 Tantang Informasi dan Tranvesaksi Elektronik 
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Multi tafsir akibat dari pemaknaan unsur dapat di akses, di tampilkan, di 

jamin keutuhannya dan dapat di pertanggungjawabkanyangberdasarkan pasal 

6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi 

elektronik bisa berpengaruh terhadap keyakinan hakim dalam  menilai dari 

keabsahan suatu alat bukti alat elektronik tersebut. 

   Berdasarkan atas pemaparan dari latar belakang tersebut, bahwa alat bukti 

elektronik sangat di perlukan dalam sidang peradilan khususnya dalam kasus 

tindak pidana kejahatan teknologi informasi.Melalui penyusunan tesis ini 

penulis hendak mengkaji dan menganalisis bagaimana kekuatan alat bukti 

yang tercantum pada UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 44  yang berbunyi 

“alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)”.  Dan bagaimana praktik penyelesaiannya di 

pengadilan sesuai dengan alat bukti pasal 184 KUHP  sebagaimana tertuang 

dalam kalimat berikut : 

KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK 

PIDANA KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas berikut ini isu hukum yang dapat penulis 

sajikan dalam bentuk rumusan masalah yang telah diformulasikan dalam 

pertanyaan sebagai berikut  : 

1. Bagaimana Kekuatan Alat Bukti informasi elektronik dan dokumen 

                                                                                                                                                               
Dalam Prosesnya, JakartaYarsif  Watampone, hlm, 297. 
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elektronik sesuai yang tercantum dalam UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 

44 yakni alat bukti lain dalam pembuktian tindak pidana kejahatan 

teknologi informasi? 

2. Bagaimana praktik penyelesaian kasus tindak kejahatan teknologi 

informasidi pengadilan? 

C.   Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan alat bukti informasi elektronik 

dan dokumen elektronik sesuai yang tercantum dalam UU ITE No 11 

Tahun 2008 Pasal 44 tentang alat bukti lain dalam pembuktian di 

pengadilan dalam kasus tindak pidana kejahatan teknologi informasi. 

b. Untuk mengetahui bagaimana proses dan analisa terhadap praktik 

penyelesaian kasus tindak pidana kejahatan teknologi informasi di 

pengadilan.  

2. Manfaat 

Diharapkan dari penulisan tesis ini, dapat dihasilkan pendapat 

hukum sebagai deskripsi yang dapat direkomendasikan dalam rangka 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara subtantif 

memberikan manfaat guna memperkaya khazanah dalam system pidana 

yang ada di Indonesia. 

Secara kongkrit diharapkan melalui penelitian tesis ini diperoleh 

pemahaman tentang upaya menggali otentisitas alat bukti terhadap 

kejahatan teknologi informasi dan proses praktik penyelesaian kejahatan 
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teknologi informasimelalui alat bukti digital. 

 Adapun manfaat secara rinci dari penelitian tesis ini, adalah : 

1. Dalam persepketif akademis, untuk meningkatkan nilai tambah 

pengembangan ilmu hukum terutama dibidang hukum pidana dalam 

konteks penegakan hukum terhadap kejahatan teknologi informasi 

tanpa meninggalkan asas-asas hukum pidana. 

2. Dalam perspektif praktisi, dapat digunakan sebagai masukan terutama 

bagi para aparatur penegak hukun dan legislator termasuk lembaga 

peradilan yang secara fungsional berkaitan langsung dengan 

prosespenegak hukum dan pembentukan peraturan perundan-

undangan. 

3. Dalam perspektif legislasi, merupakan upaya mendukung program 

legislasi baik dalam tataran low making guna menciptakan peraturan 

perundangan yang mengatur tentang alat bukti lain sebagai instrument 

dalam rangka penegakan hukum. 

 

D.  Kerangka Konsep 

Untuk menjawab pertanyaan permasalahan guna mencapai tujuan 

penelitian, dan agar tidak menimbulkan kerancuan dalam memahami 

permasalahan, maka perlu adanya defenisi dan kerangka konseptual dalam 

penelitian ini, yang terdiri dari: 

1. Alat Bukti 

Adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu 
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perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan 

sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas 

kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.21 

Secara umumyang dimaksuddenganalatbuktiadalahalatbuktiyang 

tercantumdalamPasal184Undang-Undang No8Tahun1981tentang Hukum 

AcaraPidana sebagai berikut: 

i. Alat buktiyangsah ialah: 

1. keterangan saksi; 

2. keterangan ahli; 

3. surat; 

4. petunjuk; 

5. keterangan terdakwa. 

ii. Halyangsecaraumumsudah diketahui tidak perlu dibuktikan. 

Fungsidarialat buktiitusendiri adalah untukmembuktikan adalah 

benarterdakwayang melakukantindakpidanadanuntukituterdakwaharus 

mempertanggungjawabkanperbuatannya.22Apabila berdasarkanUndang- 

Undang No8Tahun1981tentang HukumAcaraPidana,makayang dinilai 

sebagaialatbuktidanyang dibenarkanmempunyai“kekuatanpembuktian” 

hanyaterbataskepadaalatbuktiyang tercantumdalamPasal184ayat(1) 

Undang-Undang No8Tahun1981tentang HukumAcara Pidana.Dengan 

                                                           
21 Hari Sasangka dan Lily Rosita.2003. Hukum Pembuktian 
Dalam Perkara Pidana. Bandung: Mandar Maju. Hal 11 

22 M. Yahya Harahap. 2001. Pembahasan Permasalahan 
dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan penuntutan). Sinar 
Grafika. Jakarta. hal. 285. 
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katalain,sifatdarialatbuktimenurutUndang-

UndangNo8Tahun1981tentangHukum AcaraPidanaadalahlimitatifatau 

terbataspadayang ditentukan saja. 

Urutandalampasal184Undang-Undang No8Tahun1981tentang 

HukumAcara Pidanabukanmerupakan urutankekuatanpembuktian. 

KekuatanpembuktiandiaturpadaPasal183Undang-

UndangNo8Tahun1981tentang Hukum 

AcaraPidanadenganasasunustestisnullustestis. Hakimtidakboleh 

menjatuhkan pidana dengansekurang-kurangnya dua alat buktiyang 

sahdankeyakinanhakim.KetentuanPasal183Undang-Undang No 8 Tahun 

1981 tentang Hukum AcaraPidana adalah sebagai berikut: Hakim tidak 

boleh menjatuhkan pidana kepada seorang 

kecualiapabiladengansekurang-

kurangnyaduaalatbuktiyangsahiamemperolehkeyakinan bahwa suatu 

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalahyangbersalah 

melakukannya. 

 

2. Pembuktian 

Bukti, pembuktianatau membuktikan dalamHukumInggrissering 

menggunakan istilah duaperkataan, yaitu: proof dan evidence. 

Sementaraitu dalamhukumBelanda 

disebut“bewijs.”Untukmemahamipengertianhukum pembuktian, terlebih 

dahulu harusmemahamiartidaripembuktian atau 
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membuktikan.23Maknahukumpembuktianadalahsuaturangkaianperaturant

atatertib yang 

harusdipedomanihakimdalamprosespersidanganuntukmenjatuhkan 

putusanbagipencarikeadilan.Lebihlanjut,MunirFuady 

mendefinisikanhukum 

pembuktianitusebagaisuatuprosesdalamHukumAcara 

Perdata,HukumAcara 

Pidanamaupunhukumacaralainnyayaknipenggunaanprosedurkewenangan

hakimuntukmenilaifaktaataupernyataanyang 

dipersengketakandipengadilan untuk dapat dibuktikan kebenarannya. 24 

Subektimengemukakanbahwahukumpembuktian 

memberikanaturan 

tentangbagaimanaberlangsungnyasuatuperkaradimukahakim.25Sementara 

AchmadAlidanWiwieHeryanimerumuskanbatasantentang 

pengertianhukum pembuktian sebagaihukumpembuktian adalah 

keseluruhanaturantentang pembuktianyang menggunakanalatbuktiyang 

sahsebagaialatnyadengantujuan untuk memperoleh kebenaran melalui 

putusanatau penetapan hakim.26 

3. Kejahatan Teknologi Informasi 

                                                           
23AchmadAli,Op.Cit.,hlm.15. 
24 H.P.Panggabean,Op.Cit.,hlm.1. 
25 

Subekti,HukumPembuktian(Jakarta:PradnyaParamita,1978),hl
m.5. 

26AchmadAli,Op.Cit.,hlm.23. 
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Kejahatan teknologi informasi adalah sebuah bentuk kriminal yang 

mana menggunakan internet dan komputer sebagai alat atau cara untuk 

melakukan tindakan kriminal. Masalah yang berkaitan dengan kejahatan 

jenis ini misalnya hacking, pelanggaran hak cipta, pornografi anak, 

eksploitasi anak, carding dan masih bnyak kejahatan dengan cara 

internet. Juga termasuk pelanggaran terhadap privasi ketika informasi 

rahasia hilang atau dicuri, dan lainnya.  

Dalam definisi lain, kejahatan dunia maya adalah istilah yang 

mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan 

komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. 

Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan 

lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, confidence 

fraud, penipuan identitas, pornografi anak, dll. Walaupun kejahatan dunia 

maya atau cybercrime umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan 

dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya, istilah 

ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional dimana komputer 

atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau 

memungkinkan kejahatan itu terjadi.  

Kejahatan komputer mencakup berbagai potensi kegiatan ilegal. 

Umumnya, kejahatan ini dibagi menjadi dua kategori: 

1. kejahatan yang menjadikan jaringan komputer dan divais secara  

langsung menjadi target;    

2. Kejahatan yang terfasilitasi jaringan komputer atau divais, dan target 
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utamanya adalah jaringan komputer independen atau divais. 

4. Kebijakan Hukum Pidana 

Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan ideologi 

politik suatu bangsa dalam fungsinya menanggulangi kejahatan. Dalam 

penanggulangan tersebut tujuan utamanya adalah bagaimana memastikan 

masyarakat dapat terlindungi (social defence), sehingga kesejahteraan 

sosial dapat dicapai (social welfare). Untuk mencapai tujuan tersebut, 

kebijakan hukum pidana yang di susun menurut meliputi berbagai hal 

termasuk menentukan seberapa jauh ketentuan pidana yang berlaku perlu 

diperbaharui, dan apa yang dapat  diperbuat untuk mencegah terjadinya 

tindak pidana, serta termasuk juga bagaimana pelaksanaan penegakan 

hukum harus dilakukan.27 

Salah satu fenomena yang meresahkan dalam kehidupan 

bermasyarakat adalah terjadinya berbagai tundak kejahatan atau 

kriminalitas. Kejahatan merupakan kenyataan sosial yang terus 

berkembang dengan berbagai macam jenis dan berbagai modus 

operandinya, serta selalu membawa kerugian bahkan membahayakan 

kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, suatu tindak kejahatan harus 

dihilangkan. Salah satu sarana untuk memberantas tindak kejahatan 

adalah dengan adanya hukum pidana.Secara bahasa istilah hukum pidana 

                                                           
27 A. Mulder,1980, Strafrechtspolitiek : Delikt en 

Delinkwent dalam Berda Nawani Arief, 2011, Bunga Rampai 
Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep 
KUHP Baru, Jakarta, Kencana Prenada Medja Group, hlm. 
27 
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merupakan terjemahan dari bahasa Belanda ”strafrecht”. Tidak ada 

batasan baku mengenai definisi hukum pidana ini. Lamintang 

mengatakan bahwa kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang 

mempunyai lebih daripada satu pengertian, sehingga pengertian hukum 

pidana dari beberapa ahli memiliki perbedaan.28 

5. Internet  

Internet (Interconnected-networking) adalah jaringan atau sistem 

pada jaringan komputer yang saling berhubungan (terhubung) dengan 

menggunakan sistem global transmission control protocol/internet 

protocol suite(TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket 

(packageswitching communication protocol) untuk melayani miliaran 

pengguna di seluruh dunia. Internet sendiri berasal dari kataÂ Â 

interconnection-networking, merupakan sistem global dari seluruh 

jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet 

Protocol Suite (TCP/IP) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh 

dunia. Manakala Internet (huruf ‘I’ besar) ialah sistem komputer umum, 

yang berhubung secara global dan menggunakan TCP/IP sebagai 

protokol pertukaran paket (packet switching communication protocol). 

Rangkaian internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara 

menghubungkan rangkaian dengan kaedah ini dinamakan 

internetworking. 

Sedangkan pengertian internet menurut segi ilmu pengetahuan, 

                                                           
28  P.A.F. Lamintang, Hukum Pidana .Jakarta ; 1997 : hal 19). 
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internet adalah sebuah perpustakaan besar yang didalamnya terdapat 

jutaan (bahkan milyaran) informasi atau data yang dapat berupa 

teks,grafik, audio maupun animasi dan lain lain dalam bentuk media 

elektronik. Semua orang bisa berkunjung ke perpustakaan tersebut kapan 

saja serta dari mana saja, jika dilihat dari segi komunikasi, internet adalah 

sarana yang sangat efektif dan efesien untuk melakukan pertukaran 

informasi jarak jauh maupun jarak dekat, seperti di dalam lingkungan 

perkantoran, tempat pendidikan, atapun instansi terkait.29 

6. Informasi dan Dokumen Elektronik 

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 

rancangan, poto, email, telegram, teleks atau sejenisnya seperti huruf, 

tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang 

memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 

memahaminya ; dan Dokumen elektronik adalah setiap informasi 

elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan 

dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, 

yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer 

atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, 

gambar, peta, rancangan, poto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode 

akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat 

                                                           
29http://www.belajar-komputer-mu.com/2013/03/pengertian-
internet.html 
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dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.30 

E.   Kerangka Teori 

1. Teori Pembuktian  

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat 

bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-

cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara 

bagaimana haim harus membentuk keyakinannya di depan sidang 

pengadilan.31 

Sistem pembuktian adalah sistem yang berisi terutama tentang alat-

alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktian, cara bagaimana 

alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti 

tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil 

kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem 

pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai 

ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan 

berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi 

satu kesatuan yang utuh. 

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian 

yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan 

terhadap di sidang pengadilan. Sejalan dengan perkembangan waktu, 

                                                           
30Undang – Undang Republik Indonesia Pasal 44 UU ITE No 
11 Tahun 2008 
31 Alfitra, Hukum Pembuktian dalam acara Pidana, Perdata 
dan Korupsi di Indonesia, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2011,  
Hlm 28. 
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teori atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan. 

Demikian pula penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan 

negara lain dapat berbeda. Adapun sistem atau teori pembuktian yang 

dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu conviction intime atau teori 

pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, conviction 

rasionnee atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam 

batas-batas tertentu atas alasan yang logis, positif wettelijk bewijstheorie 

atau teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat 

pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, dan 

negatief wettelijk bewijstheorie atau teori pembuktian berdasarkan 

keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang 

secara negatif.32 Teori Pembuktian menurut Hendar soetarna ; 

a. Teori pembuktian berdasaran keyakinan hakim semata-mata 

Yaitu diiartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim 

belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim 

untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya 

bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap 

terbukti suatu perbuata sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati 

nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. 

Keyakinan hakim pada teori ini adalah menetukan dan mengabaikan hal-

hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan 

keyakinan hakim tersebut.                       
                                                           
32 Hendar Soetarna, Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana, 
Bandung,  2011,  Hlm 11. 
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Sistem ini pernah diterapkan di Indonesia, yaitu pada pengadilan 

distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim 

menyebut apa saja sebagai dasar keyakinannya, termasuk bisikan dukun. 

Hal tersebut juga terjadi pada pengadilan adat dan swapraja yang para 

hakimnya terdiri atas orang-orang yang bukan ahli hukum. Sistem ini 

merugikan dalam hal pengawasan terhadap hakim dan merugikan 

terdakwa dan penasihat hukum karena tidak jelas patokan dan ukuran 

suatu keyakinan hakim.  

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar, karena sebagai 

manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, 

berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus 

dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk 

keyakinannya itu. Di samping itu, pada sistem ini terbuka peluang yang 

besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, 

dengan bertumpa pada alasan keyakinan hakim. 33 

a. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas  

tertentu atas alasan yang logis 

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas  

tertentu atas alasan yang logis adalah sistem pembuktian yang tetap 

menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan 

pada alasan-alasan yang rasional. Dalam sistem ini hakim tidak dapat 

lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi 

                                                           
33Ibid hal 39 
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keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang reasonable yakni 

alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar 

keyakinannya itu.  

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas  

tertentu atas alasan yang logis sebagai jalan tengah antara teori 

pembuktian berdasarkan undang-undang dan teori pembuktian semata-

mata berdasar keyakinan hakim. Dalam teori ini, hakim dapat 

memutuskan terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya, namun 

tidak semata-mata keyakinan yang diciptakan oleh hakim sendiri, tetapi 

keyakinan hakim sampai batas tertentu, yaitu keyakinan hakim yang 

didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian dengan suatu kesimpulan 

yang berlandaskan kepada ketentuan pembuktian tertentu. 34 

c. Teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat 

pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif 

Sistem pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat 

pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif adalah 

pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara 

positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang 

sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan 

kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti 

yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah 

terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya 

                                                           
34Ibid hal 42 
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tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat 

bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi 

kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, 

keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang. 

Sistem ini hanya sesuai dengan pemeriksaan yang bersifat inkuisitor 

yang dulu pernah dianut di Eropa yang saat ini sudah tidak digunakan 

lagi karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang saat ini 

sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa 

oleh negara. Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan hati nurani 

hakim, di mana hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot 

yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang.35 

d.  Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari 

alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif 

Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat 

bukti dalam undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang 

selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-

undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan 

keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti 

yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini 

menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang 

secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim 

                                                           
35Ibid hal 45 
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sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (doubelen 

grondslag). 36 

Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat 

bukti dalam undang-undang secara negatif memadukan dua unsur yaitu 

ketentuan pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur 

keyakinan hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat terpisahkan. 

Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak 

diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dua alat 

bukti yang sah dipandang nihil bila tidak dapat menciptakan keyakinan 

hakim.  

Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak 

belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-

undang secara negatif. Di mana rumusannya bahwa salah tidaknya 

seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan 

kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-

undang.  

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari 

alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif mempunyai 

persamaan dan perbedaan dengan sistem Teori pembuktian berdasarkan 

keyakinan hakim dalam batas-batas  tertentu atas alasan yang logis. 

Persamaannya adalah kedua teori tersebut sama-sama menggunakan 

keyakinan hakim dan kedua-duanya sama-sama membatasi keyakinan 
                                                           
36 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, 
Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007,  Hlm 187. 
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hakim. Sedangkan perbedaannya bahwa sistem Teori pembuktian 

berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas  tertentu atas alasan 

yang logis berpangkal tolak pada keyakinan hakim yang didasarkan 

pada suatu kesimpulan atau alasan-alasan yang logis yang diterima oleh 

akal pikiran yang tidak didasarkan pada ungna-undang, sedangkan 

pembuktian negatief wettelijk bewijstheorie berpangkal tolak pada alat-

alat bukti yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang dan 

harus mendapat keyakinan hakim. 37 

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP sebagaimana diatur dalam 

Pasal 183 KUHAP memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam 

menentukan salah tidaknya terdakwa. tidak ada yang paling dominan 

diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Jika suatu perkara 

terbukti secara sah (sah dalam arti alat-alat bukti menurut undang-undang), 

akan tetapi tidak meyakinkan hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka 

hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana pemidanaan terhadap 

terdakwa.38 

Sistem menurut undang-undang secara negatif yang diatur dalam Pasal 

183 KUHAP, mempunyai pokok-pokok sebagai berikut : 39 

a. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika 

                                                           
37Ibid hal 60 
38 Tolib Efendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; 
Perkembangan Dan Pembaharuanya di Indonesia, Malang : 
Setara Press, 2014, Hlm 172 
39 Adhami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana 
Korupsi, Bandung , 2008,  Hlm 30 
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memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan kata 

lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana, dan 

bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana. 

b. Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana 

dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yaitu 

: 

 1.Harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. 

2.Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim 

memperoleh keyakinan. 

Berkaitan dengan keyakinan hakim dalam pembuktian, haruslah 

dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat 

bukti yag sah. Adapun keyakinan hakim yang harus didapatkan dalam 

proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu : 40 

1. Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang 

didakwakan oleh JPU, artinya fakta-fakta yang didapat dari dua alat 

bukti itu (suatu yang obyektif) yang membentuk keyakinan hakim 

bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terjadi. 

Dalam praktik disebut bahwa tindak pidana yang didakwakan JPU 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sah maksudnya 

telah menggunakan alat-alat bukti yang memenuhi syarat minimal 

yakni dari dua alat bukti. Keyakinan tentang telah terbukti tindak 

pidana sebagaimana didakwakan JPU tidaklah cukup untuk 

                                                           
40Ibid hal 32-34 
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menjatuhkan pidana, tetapi diperlukan pula dua keyakinan lainnya. 

 2. Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya, adalah juga 

keyakinan terhadap sesuatu yang objektif. Dua keyakinan itu dapat 

disebut sebagai hal yang objektif yang disubyektifkan. Keyakinan 

adalah sesuatu yang subyetif yang didapatkan hakim atas sesuatu 

yang obyektif. 

 3. Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak 

pidana, bisa terjadi terhadap dua hal/unsur, yaitu pertama hal yang 

bersifat objektif adalah tiadanya alasan pembenar dalam melakukan 

tindak pidana. Dengan tidak adanya alasan pembenar pada diri 

terdakwa, maka hakim yakin kesalahan terdakwa. Sedangkan 

keyakinan hakim tentang hal yang subyektif adalah keyakinan hakim 

tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar-dasar hal 

mengenai diri terdakwa. Maksudnya, adalah ketika melakukan 

tindak pidana pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (fait 

d’excuse). Bisaj jadi terdakwa benar melakukan tindak pidana dan 

hakim yakin tentang itu, tetapi setelah mendapatkan fakta-fakta yang 

menyangkut keadaan jiwa terdakwa dalam persidangan, hakim tidak 

terbentuk keyakinannya tentang kesalahan terdakwa melakukan 

tindak pidana tersebut. 

Dengan demikian, maksud dilakukannya kegiatan pembuktian 

sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP adalah untuk menjatuhkan 

atau mengambil putusan in casu menarik amar putusan oleh majelis hakim. 
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Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai derajat 

keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan 

hakim. Sehigga pembuktian tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan 

pidana saja berdasarkan syarat minimal dua alat bukti yang harus dipenuhi 

dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana. 41 

2.  Teori Penegakkan Hukum Pidana. 

  Teori Hukum Pidana menurut Muladi dan Barda Nawawi. 

1. Teori Absolut atau teori pembalasan 

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan 

kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu 

pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar 

pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, Seperti 

dikemukakan Johanes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana 

menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. 

Sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan 

keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant 

dalam bukunya Filosophy of Law,42bahwa pidana tidak pemah 

dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan 

tujuari/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi 

masyarakat. Tapi, dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang 

yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang 

                                                           
41Ibid hal 31 
42Muladi dan Barda nawawi, Teori dan kebijakan pidana. 
(Bandung :1992) hal 11. 
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seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas 

dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarkat. Itu sebabnya, 

teori ini disebut juga teori pembalasan. 

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan 

sebagai berikut:  

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan 

untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu 

sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, 

pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah 

perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.43 

 Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan 

sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori 

pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah 

balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada 

prinsipnya berpegang pada "pidana untuk pidana", halitu pingkan nilai-

nilai kemanusiaan. Artinya, teori pembalasan itu tidak memikirkan 

bagaimana membina si pelaku kejahatan. 

 Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif 

dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan 

terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan 

terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.  

                                                           
43Andi Hamzah, sistem pidana dan pemidanaan indonesia, 
(jakarta, 1993) hal 26 
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 Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetpy menyatakan:  

 Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan 

semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti 

tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu 

ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, 

bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau 

menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa 

keadilan."44 Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk 

menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah 

jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan 

lebih jahat. Pidana yang ringan pun kadang-kadang dapat merangsang 

narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu, 

usaha untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan 

berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai 

lapangan kerja atau tidak. Apabila pelaku tindak pidana itu tidak 

mempunyai pekerjaan, maka masalahnya akan tetap menjadi lingkaran 

setan, artinya begitu selesai menjalani pidana ada kecenderungan untuk 

melakukan tindak pidana kembali.  

Ada beberapa ciri dari teori retributif sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Karl O. Cristiansen, yaitu:45 

                                                           
44J.E sahetpy, ancaman pidana mati terhadap pembunuhan 
berencana (Bandung, 1979) hal 149 
45Muladi, Kapita selekta sistem peradilan pidana, (semarang, 
1995 ) hal 17 
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a. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;  

b. Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-

sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;  

c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;  

d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;  

e. Pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni 

dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau 

memasyarakatkan kembali pelanggar.  

Dilihat dari sejarahnya, mungkin teori ini dipandang tepat pada 

zamannya. Akan tetapi, dalam konteks perkembangan masyarakat yang 

semakin beradab, maka sulit untuk menjelaskan bahwa seseorang 

dipidana hanya karena orang telah melakukan kejahatan, Meskipun rasa 

dendam ada pada setiap diri manusia dan kelompok masyarakat, tetapi 

pemikiran yang rasional jelas tidak bijak untuk mengikuti tuntutan balas 

dendam. Justru tugas pemikir untuk mengarahkan perasaan dendam pada 

tindakan yang lebih bermartabat dan bermanfaat.   

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, karakteristik teori 

pembalasan jelas tidak sesuai (bertentangan) dengan filosofi pemidanaan 

berdasar-kan sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia (UU No. 

12 Tahun 1995). Begitu juga dengan konsep yang dibangun dalam RUU 

KUHP, yang secara tegas dalam hal tujuan pemidanaan disebutkan, 

bahwa "Pemidanaan tidak dimaksudkan dan merendahkan martabat 
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manusia" 46 

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan  

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir 

sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana 

menurut teorirelatif bukanlah sekadar pembalasan, akan tetapi untuk 

mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan 

Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu: 47 

a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (dehandhaving van  de 

maatschappelijke orde);  

b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai 

akibat dari terjadinya kejahatan. (het herstel van het doer de misdaad 

onstane maatschappelijke nadee/);  

c.  Untuk memperbaiki si penjahat (verbetering vande dader);  

d. Untuk membinasakan si penjahat (onschadelijk maken van de 

misdadiger);  

e.  Untuk mencegah kejahatan (tervoorkonning van de misdaad)  

Tentang teori relatif ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief 

menjelaskan, bahwa:  

Pidana bukan sekadar untuk melakukan pembalasan atau 

pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, 

                                                           
46Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP 
47Koeswadji, perkembangan macam – macam pidana dalam 
rangka pembangunan hukum pidana, cetakan 1 (bandung ; 
Citra Aditya Bhakti, 1995) hal 12 
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tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena 

itu, teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory). Jadi, 

dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada 

tujuannya. Pidana dijatuhkan "quia peccatum est" (karenang membuatora 

kejahatan) melainkan "nepeccetur" (supaya orang jangan melakukan 

kejahatan).48 

Jadi, tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar 

ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana 

yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas 

kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum. 

Filosof Inggris, Jeremy Bantham (1748-1832), merupakan tokoh yang 

pendapatnya dapat dijadilan landasan dari teori ini. Menurut Jeremy 

Bantham, bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan 

memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh 

karena itu, suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian 

rupa sehingga kesusahan akan lebih berat daripada kesenanganan yang 

ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai tujuan-tujuan dari pidana adalah:  

1.Mencegah semua pelanggaran;  

2.Mencegah pelanggaran yang paling jahat;  

3.Menekan kejahatan;  

4.Menekan kerugian biaya sekecil-kecilnya.  

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatifini dibagi dua 

                                                           
48Muladi dan Barda Nawawi Arif Op.cit hlm 16 
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yaitu:  

a) . Prevensi umum (generale preventiey.  

b) . Prevensi khusus (speciale preventie).  

Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht 

menuliskan sebagai b umum bertujuan untukmenghindarkan supaya 

orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan 

menghindarkan supaya pembuat (dader) tidak melanggar".  

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk 

mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan 

memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya 

tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus 

menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana 

jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi 

untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota 

masyarakat yang baik dan berguna.  

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari 

teori relatif atau teori utilitarian, yaitu:  

a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi);  

b. Pencegahan bukanlah pidana akhir, tetapi merupakan sarana untuk 

mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;  

c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan 

kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang 

memenuhi syarat untuk adanya pidana;  
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d. Pi dana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk 

pencegahan kejahatan.  

e. Pidana berorientasi kedepan, pidana dapat mengandung unsur 

pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan 

tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan 

kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. 49 

Selanjutnya, Muladi dan Arief mengatakan bahwa teori relatif 

(teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanan, yaitu: 

preventif, deterrence, dan reformatif. Teori ini diadopsi di Indonesia 

dan dijadikan dasar teori pemasyarakatan. Namun temyata, teori 

pemasyarakatan banyak juga kelemahannya karena latar belakang 

pelaku kejahatan dan jenis kejahatan yang beragam.  

Dari gambaran tersebut, teori tujuan ini juga tidak terlepas dari 

berbagai kelemahannya. Berkenaan dengan pandangan Jeremy Bantham, 

bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih 

secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Perlu dipersoalkan, 

karena kejahatan dilakukan dengan motif yang beragam.  

Tidak semua kejahatan dapat dilakukan dengan rasional, dalam 

melakukan kejahatan tidak jarang manusia melakukan tidak atas dasar 

rasionya, tetapi lebih pada dorongan emosional yang kuat sehingga 

mengalahkan rasionya. Ini artinya, dari sisi motifkejahatan dapat 

diklasifikasikan atas kejahatan dengan motif rasional dan kejahatan 

                                                           
49Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hal 17. 
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dengan motif emosional.  

Sistem hukum pidana Indonesia boleh dikatakan dekat dengan teori 

tujuan ini. Hal ini terbukti dengan perkembangan teori pemasyarakatan 

dan system pemasyarakatan yang kemudian diimplementasikan dalam 

Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan. 

Dari rumusan rancangan KUHPjuga terlihat kedekatan gagasan tersebut 

dengan teori relatif. Kendati demikian, pemidanaan dengan tujuan 

membina penjahat menjadi pentobat, juga sulit dilakukan tanpa 

dilakukan dengan pendekatan individualisasi pidana.  

3. Teori Gabungan 

  Pasal 54 Revisi RUU KUHP Tahun 2005:  

  (1)  Pemidanaan bertujuan:  

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan 

norma hukum demi pengayoman masyarakat;  

b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 

sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;  

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 

memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai 

dalam masyarakat;  

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan memaafkan 

terpidana.  

 (2)  Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan 

merendahkan martabat manusia  
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Contoh sederhana adalah apakah bisa disamakan pemidanaan 

terhadap pencuri ayam yang mencuri karena lapar, koruptor yang 

rakus, dan pecandu narkoba serta pembunuh yang membunuh karena 

sa kit hati? Gambaran ini mengindikasikan bahwa teori tujuan juga 

tidak dapat untuk memberikan landasan secara utuh tentang perlunya 

pidana.  

Menurut  teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain 

membalas salahan penjahat, juga dimaksudkan untuk melindungi 

masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan 

kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar 

pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki 

kelemahan-kelemahan, yaitu: 50 

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena 

dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti 

yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang 

melaksanakan.  

2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbul-kan ketidakadilan 

karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; 

kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki 

masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit 

dilaksanakan. Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan 

sarjana mengenai tujuan pi dana itu, namun ada satu hal yang tidak 

                                                           
50Koeswadji, Op.Cit, hal 11-12 
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dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana 

untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana.  

F.  Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan maupun teknologi. Penelitian memilikin tujuan untuk 

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dankonsisten, 

termasuk penelitian hukum.  

 

 

1. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis 

yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah 

faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, 

disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis.51 

Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan 

secara sistematis, factual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah 

tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-

faktor tertentu. Biasanya peneliti deskriptif seperti ini menggunakan 

metode survei lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 

postulat-postulat yang diteliti secara lengkap sesuai temuan dilapangan. 

Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang 

                                                           
51 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat”, Cetakan ke-16, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 35 
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lingkup dan identifikasi permasalahan sebagaimana telah disebutkan 

pada rumusan masalah melalui pendekatan secara normatif. 

2. Teknik Pendekatan 

Berdasarkan dengan permasalah yang dikemukakan maka 

penelitian ini menggunakan teknik pendekatan secara normatif. Yang 

merupakan hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek 

teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan 

umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat 

suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.  

Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif 

mempunyai cakupan yang luas.52 

3. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah 

subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan  3 (tiga) sumber data yaitu :  

A.  Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer ini adalah yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. Adapun bahan 

hukum primer dalam penulisan ini diperoleh dari peraturan dasar 

yaitu: 

1.  Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) UU No 1 Tahun 1946 

pasal 378 tentang penipuan ; 
                                                           

52 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum 
Dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal. 40. 
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2.  UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab UU Hukum Acara 

Pidana Pasal 184 tentang alat bukti yang sah ; 

3.  UU Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 197 tentang kitab UU 

Hukum Acara Pidana ; 

4.  UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik Pasal 35 ; 

5.  UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik Pasal 44 tentang alat bukti lain ; 

6.  UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang 

– Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik ; 

b.  Bahan hukum sekunder, yaitu bahan – bahan yang erat kaitannya 

dengan bahan hukum primer, dan dapat mebantu untuk proses 

analisis, yaitu : 

1. Buku – buku ilmiah yang terkait ; 

2. Hasil penelitian terkait ; 

3. Makalah – makalah seminar terkait ; 

4. Jurnal – jurnal dan literature yang terkait ; 

5. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang 

tertulis maupun tidak tertulis. 

c.  Bahan Hukum Tersier 

Adapun bahan hukum tersier merupakan penjelasan dari bahan 

hukum primer dan sekunder, yang didapat dari Kamus Bahasa 
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Indonesia, Ensiklopedia dan Jurnal-jurnal Ilmiah.  

4.  Tekhnik Pengumpulan Data 

Tekhnik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penlitian 

ini adalah dengan cara Study Kepustakaan yakniTeknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yakni 

dengan data sekunder dikumpulkan dengan melakukan study 

kepustakaan yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji 

berbagai macam peraturan perundang – undangan dan buku – buku yang 

berhubungan dengan alat bukti yang sah dan alat bukti lain atau 

elektronik dalam pembuktian tindak pidana kejahatan teknologi 

informasi. 

5.  Analisa Data 

 Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, 

artinya data yang diperoleh akan digambarkan sedemikian rupa dengan 

tolak ukur peraturan perundang – undangan yang berlaku dan 

berhubungan dengan judul serta membandingkan dengan teori yang 

berlaku dan fakta yang diperoleh. Penyajian analisis dengan memberikan 

gambaran dan menerangkan data – data dan fakta – fakta yang diperoleh 

dengan menggunakan narasi atau uraian untuk menjelaskan hasil 

penelitian. Dipilih data – data yang ada kaitannya dengan permasalahan 

dan dapat digambarkan dengan keadaan sebenarnya dilapangan. Hal ini 

diharapkan dapat memudahkan dalam memahami kendala dan kondisi 

dilapangan. 
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G.  Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran secara jelas dan rinci atas seluruh materi 

tesis ini secara sistematis dan untuk memudahkan dalam menghubungkan 

serta memahami antara bab yang satu dengan bab yang lainya, maka 

disusunlah sistematika penulisan tesis ini  dalam 5 (lima) bab, tiap-tiap bab 

dirinci lagi kedalam bagian terkecil sesuai dengan kebutuhan. 

Berikut ini adalah uraian singkat pembahasan masing-masing bab yang 

terdiri dari : 

BAB KESATU, PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang permasalahan mengapa 

penelitian dan pengkajian ini perlu dilakukan serta perumusan 

masalahnya. Kemudian diuraikan pula tujuan dan manfaat yang 

diharapkan, kemudian kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB   KEDUA,TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA   

TEKNOLOGI INFORMASI  

Bab ini menguraikan tentang Ruang Lingkup pemidanaan dalam 

tindak pidana kejahatan tekhnologi informasi, juga Teori/Sistem 

Pembuktian,  

BAB  KETIGA, KETENTUAN ALAT BUKTI  DAN TINJAUAN 

TEORITIS TENTANG PENEGAKKAN HUKUM PIDANA   
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Pada bab ini penulis akan membahas dan menguraikan tentang 

kekuatan alat bukti dan tinjauan teoriti tentang penegakkan hukum 

pidana. 

BAB  KEEMPAT,PEMBAHASAN  

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil dari Bagaimana kekuatan alat 

bukti lain dalam pembuktian tindak pidana kejahatan teknologi 

informasi dan bagaimana praktik penyelesaiinya di pengadilan. 

BAB  KELIMA, PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran sebagai jawaban atas permasalahan 

pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini. 

 
 
 
 
 

BAB II 

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA TEKNOLOGI 

INFORMASI  

A. Ruang Lingkup dalam tindak pidana kejahatan tekhnologi informasi 

1. Ruang Lingkup Pidana Teknologi Informasi  

 Perkembangan teknologi yang telah kita ulas pada bab sebelumnya 

memberitahukankitatentangadanyasuatu jenis tindak pidanabaruyang 

menggunakanInternetsebagaimediauntukmelakukankejahatandimanakita 

biasa menyebutnya sebagaitindak pidana kejahatan tekhnologi informasi . 

Namun dalam Tesis ini, penulis lebih 
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memilihuntukmenggunakannamaTindakPidana Kejahatan Teknologi 

Informasi dalam mengulas lebih lanjut tindak pidana ini. 

Kemajuanteknologiinformasitelahmengubahpandanganmanusia 

tentangberbagaikegiatanyangselamainihanyadimonopoliolehtentang 

berbagaikegiatandanaktifitasyangbersifat 

fisikbelaka.Lahirnyainternetmengubahparadigma 

komunikasimanusiadalam bergaul,berbisnis,danjugaberasmara. 

Internetmengubahkonsepjarakdan 

waktusecaradrastissehinggaseolah-olahdunia menjadi kecil dan tidak 

terbatas. Setiap orang bisa berhubungan, berbicara, dan berbisni dengan 

orang lain yang berada ribuan kilometer dari tempat dimana ia berada 

hanya dengan menekan keyboard dan mouse komputer yang berada di 

hadapannya.53 

 Pada Masa Awalnya, tindak pidana ciber didefinisikan sebagai 

kejahatan 

komputer.Mengenaidefinisidarikejahatancomputersendiri,sampaisekarang 

parasarjanabelum sependapatmengenaipengertianataudefinisidarikejahatan 

komputer.54Bahkanpenggunaanistilahuntukkejahatankomputerdalambahas

a Inggris pun masih belum seragam.Namun para sarjana pada waktu itu, 

pada 

umumnyamenggunakanistilah“computercrime”olehkarenadianggaplebih 

luas dan biasa digunakan dalamhubungan Internasional. 
                                                           

53AgusRaharjo, op. cit,.hlm.59 
54Budi Suhariyanto, Op. Cit., hlm.9 
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Secara umum yang dimaksud dengan kejahatan komputer adalah 

“Upaya memasuki atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan 

komputer tanpa izin dandenganmelawanhukum 

denganatautanpamenyebabkanperubahandanatau kerusakan pada fasilitas 

komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.55 

The British Law Comission misalnya, mengartikan “computer 

fraud” sebagai manipulasi komputer dengan cara apa pun yang dilakukan 

dengan itikad 

burukuntukmemperolehuang,barang,ataukeuntunganlainnyaatau 

dimaksudkanuntukmenimbulkankerugiankepada pihak lain. Mandell 

membagi “computer crime” atas dua kegiatan, yaitu : 

A. Penggunaankomputeruntukmelaksanakanperbuatanpenipuan, 

pencurian atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh 

keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan, atau pelayanan; 

B. Ancamanterhadapkomputeritusendiri,sepertipencurianperangkat keras 

atau lunak, sabotase dan pemerasan.56 

Sistemteknologiinformasiberupainternettelahdapatmenggeser 

paradigmparaahlihukumterhadapdefinisikejahatankomputersebagaimana 

ditegaskansebelumnya,bahwapadaawalnyaparaahlihukum terfokuspada 

alat/perangkat keras yaitu komputer. Namun dengan adanya 

perkembangan teknologiinformasiberupajaringaninternet, 

                                                           
55 Dikdik M.AriefMansur danElisatris Gultom, Op. Cit., 

hlm.8 
56Ibid., hlm. 10 
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makafocusdariidentifikasiterhadap definisi kejahatan teknologi 

informasilebih diperluas lagi yaitu seluas aktivitas yang dapat dilakukan di 

dunia maya tersebut.  

Jadi tidak sekedar pada komponen perangkat komputernya 

sajakejahatantersebutdimaknaisebagai kejahatan teknologi 

informasitetapisudahdapatdiperluas 

lagidalamlingkupduniamayayangtengahdijelajaholehsistem teknologi 

informasi yang bersangkutan. Sehingga akan lebih tepat jika pemaknaan 

dari 

cybercrimeadalahkejahatanteknologiinformasi,jugasebagaimanadikatakan

BardaNawawiAriefyangmenyebutkankejahatantersebutsebagaikejahatan 

mayantara.57 

Oleh karena itu pada dasarnya cybercrime meliputi semua tindak 

pidana 

yangberkenaandengansisteminformasi,sisteminformasi(informationsystem) 

itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk 

penyampaian atau pertukaran informasi kepada pihak lainnya (transmitter 

/ originator to 

reciptient).58SehinggadisinipenulismenggunakanfraseKejahatanTeknologi 

Informasi bukan menggunakan istilahcybercrime. 

                                                           
57Budi Suharyano, Op. Cit.,hlm10-11 
58 Dikdik M.AriefMansur danElisatris Gultom, Op. Cit., 

hlm.10 
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Dalam halmengetauiselukbelukdarikejahatanini,kitajugatentuharus 

tau krakteristik serta ruang lingkup dari kejahatan teknologi informasi ini. 

Agar 

nantinyakitatidaksalahkaprahdalammenggunakanteknologiinternetdan 

mejadi lebih baik lagi dalammenggunakanteknologi. 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnyabahwa arus globalisasi yang 

melanda duniadewasainimenyebabkanperubahandalam 

seluruhaspekkehidupan manusia, terutamapada negara-negara 

berkembang, termasuk Indonesia. 

Perubahanyangterjadiitudengansendirinya terjadi pula 

padaperubahanhukum karenakebutuhanmasyarakatakanberubah secara 

kuantitatif dan kualitatif. Permasalahanyangtimbuldalam perubahanhukum 

ituadalahsejauhmanahukum 

bisasesuaidenganperubahantersebutdanbagaimanatatananhukum itu agar 

tidak tertinggal dengan perubahan masyarakat. Di samping itu, sejauh 

mana 

masyarakatdapatmengikatdiridalamperkembanganhukumagaradakeserasia

nantara masyarakat dan hukumsupaya melahirkan ketertiban dan 

ketentraman yang diharapkan.59 

Era globalisasi juga menyebabkan makin canggihnya teknologi 

informasi 

sehinggatelahmembawapengaruhterhadapmunculnyaberbagaibentuk 
                                                           

59Abdul Manan,Aspek-aspek Pengubah Hukum, 
(Jakarta:Kencana, 2006)., hlm.63-64. 
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kejahatan yang sifatnya modern yang berdampak lebih besar dari pada 

kejahatan konvensional,yangbercirikansetidaknyaterdiridaribebeapa 

hal,diantaranya penjahatnya bisa siapa saja (orang umum berpendidikan 

maupun orang awam berpendidikan)danalatyangdigunakansederhana saja 

serta kejahatannyatidak perlu menggunakan suatu keahlian. Kejahatan di 

bidang teknologi informasi dapat digolongkan sebagai kejahatan luar 

biasakarena pelaku kejahat tersebut adalah orang yang menguasai 

penggunaan internet beserta aplikasinya atau ahli di bidangnya. Selain itu, 

perbuatan tersebut sering kali dilakukan secara transnasional atau 

melintasibatas negarasehinggaduakriteriakejahatanmelekat sekaligusdalam 

kejatahanteknologiinformasiini.Moderndisini 

diartikansebagaikecanggihandarikejahatan tersebut sehingga 

pengungkapannya pun melalui sarana yang canggih pula. 

Perkembangan teknologiinformasi termasukinternetdidalamnyajuga 

memberikantantangantersendiribagiperkembanganhukmdiIndonesia.Huku

m di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan 

sosial yang terjadi.perubahan-perubahansosialdanperubahanhukum 

atausebaliknyatidak selaluberlangsungbersama-

sama.Artinyapadakeadaantertentuperkembanganhukummungkintertinggal

olehperkembanganunsur-unsurlainnyadari masyarakat serta kebudayaan 

atau mungkin hal yang sebaliknya. 
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Berdasarkan beberapa literatursertapraktiknya,kejahatanteknologi 

informasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu:60 

a. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak, atau tidak 
etis tersebutterjadidalam 
ruang/wilayahsiber/cyber(cyberspace), sehingga tidak dapat 
dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlakuterhadapnya. 

b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan 
apa pun yang terhubung dengan internet. 

c. Perbuatantersebutmengakibatkankerugianmateriilmaupun 
imateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, 
kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar 
dibandingkan dengan kejahatan konvensional. 

d. Pelakunyaadalahorangyangmenguasaipenggunaaninternet 
beserta aplikasinya. 

e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara 
transnasional/melintasi batas negara. 
 

1.Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Teknologi Informasi 

Sesungguhnyabanyakperbedaandiantara para ahli dalam 

mengklasifikasiakan kejahatan komputer (computercrime). Ternyata dari 

klasifikasitersebutterdapatkesamaan dalam 

beberapahal.Untukmemudahkan klasifikasi kejahatan komputer (computer 

crime) terseubt, maka dari beberapa klasifikasi dapat disilmpulkan :61 

a. Kejahatan-kejahatanyangmenyangkutdataatauinformasi komputer. 
b. Kejahatan-kejahatanyangmenyangkutprogramatauperangkat lunak 

komputer. 
c. Pemakaian fasilitas-fasilitas komputer tanpa wewenang untuk 

kepentingan-kepentinganyangtidaksesuaidengantujuan pengelolaan 
atau operasinya. 

d. Tindakan-tindakanyangmengganggu operasi komputer. 
e. Tindakanmerusakperalatankomputeratauperalatanyang 

berhubungan dengan komputer atausaranapenunjangnya. 
 

                                                           
60AbdulwahiddanM.Labib,KejahatanMayantara(cybercrime),(Bandung:Refika 

Aditama, 2005), hlm. 76. 

61Ibid, hlm. 67 
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Sehinggabilakitadapatidariklasifikasitersebutmemangkejahatankom

puter tidak hanya berbatas pada penggunaan komputer yang menyimpang 

dari tujuan penggunaannya,tetapijugamenyangkutpada 

informasiyangterkaitpadaalat-alat lain yang berhubungan dengan komputer 

seperti jaringan internet, informasi yang didapat pada jaringan internet dan 

lain sebagainya. 

Bilakitamelihatbentuk-bentukkejahatan yang berhubungan erat 

dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer 

dan jaringan telekomunikasi,dalam 

beberapaliteraturdanpraktiknyadikelompokkandalam beberapa bentuk. 

Dari beberapa pengelompokan yang ada dapat kita lihat secara 

umumbentuk dari kejahatan teknologi informasi iniantara lain:62 

1. Unauthorized acces to computer system and service 
Kejahatanyangdenganmemasuki/menyusupkedalam suatusystem 
jaringankomputersecaratidaksah,tanpaizinatautanpa sepengetahuan 
dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. 

2. Illegal content 
Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke 
internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat 
dianggap melanggar hukumatau mengganggu ketertiban umum. 

3. Data forgery 
Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen- 
dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptlessdocument 
melalui internet. 

4. Cyber spionage 
Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk 
melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan 
meamasuki sistemjaringan komputer (networksystem) pihak 
sasaran. 
 
 

                                                           
62 Dikdik M.AriefMansur danElisatris Gultom, Op.Cit. 

hlm9-10. 
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5. Cyber sabotage and exortion 
Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, 
atau penghancuranterhadapsuatudata,program komputeratausistem 
jaringan komputer yang terhubung dengan internet. 

6. Offense against intellectual property 
Kejahataniniditujukan terhadaphakataskekayaanintelektualyang 
dimilikipihaklaindiinternet.Sebagaicontohadalahpeniruan 
terhadaptampilanpadasuatulaman(webpage)padasitusmilik orang 
lain secara illegal, penyiaran suatu informasi di internet yang 
ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya. 

7. Infregments of privacy 
Kejahatan ini ditujukan terhadap 
informasiseseorangyangmerupakan 
halyangsangatpribadidanrahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan 
terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang 
tersimpansecarakomputerisasi(computerized),yangapabila 
diketahuiolehoranglainakan dapatmerugikankorbannyasecara 
materiil maupun immaterial seperti nomor kartu kredit, nomor PIN 
ATM, cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya. 
 

Berdasarkankeriteria bentuk-bentuk kejahatan 

teknologiinformasidiatas, makadapat diklasifikasikan lebih sederhana, 

bentuk-bentuk kejahatan teknologi 

informasiinidapatdikelompokkandalamduagolongan(besar):penipuandata 

danpenipuanprogram.Dalam 

bentupertama,datayangtidaksahdimasukkanke dalam 

sistemataujaringankomputerataudatayangtidaksahdanseharusnya 

dimasukkandiubahsehinggamenjaditadak valid atau tidak sah lagi.  

Focus 

perhatianpadakasuspertamainiadalahadanyapemalsuandan/atauperusakan 

datainputdenganmaksuduntukmengubahoutput.Bentukkejahatanyang 

kedua, yangrelatiflebihcanggihdanlebihberbahayaadalahapabilaseseorang 

mengubahprogram komputerbaiksecaralangsungditempatkomputertersebut 
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beradamaupunsecaratidaklangsungyangdilakukansecararemotmelalui 

jaringankomunikasidata. 

Padakasusini penjahatmelakukanpenetrasikedalam sistem 

komputerdanselanjutnyamengubahsusunanprogram dengantujuan 

menghasilkankeluaran(output)yangberbedadariyangseharusnya,meskiprogr

amtersebut memperoleh masukan (input) yang benar. 

2. Pemidanaan tindak pidana kejahatan teknologi informasi 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (“UU ITE”) tidak secara khusus mengatur mengenai 

tindak pidana penipuan. Selama ini, tindak pidana penipuan sendiri diatur 

dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), dengan 

rumusan pasal sebagai berikut: 

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau 

martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian 

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu 

kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, 

diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat 

tahun.” 

Walaupun UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak 

pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen 

dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE 

yang menyatakan: 
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“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita 

bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam 

Transaksi Elektronik. 

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana 

penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, 

sesuai pengaturan Pasal 45 ayat (2) UU ITE. 

Jadi, dari rumusan-rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 

KUHP tersebut dapat kita ketahui bahwa keduanya mengatur hal yang 

berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan (penjelasan mengenai unsur-

unsur dalam Pasal 378 KUHP silakan simak artikel Penipuan SMS 

Berhadiah), sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita 

bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik 

(penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE silakan 

simak artikel Arti Berita Bohong dan Menyesatkan dalam UU ITE). 

Walaupun begitu, kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu 

kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tapi, 

rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur 

“menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam 

Pasal 378 KUHP tentang penipuan. 

A. Pengertian Pemidanaan 

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga 

tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada 

umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan 
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sebagai penghukuman. Pada dasarnya Pidana dijatuhkan bukan karena 

seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah 

berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain 

takut melakukan kejahatan serupa. 

pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya 

balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku 

kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya 

kejahatan serupa. 

B. Jenis-jenis Pemidanaan 

Hukum pidana indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur 

dalam Pasal 10 KUHP yakni : 

1. Pidana Pokok 

a. Pidana mati 

b. Pidana penjara 

c. Pidana kurungan 

d. Pidana denda 

2. Pidana Tambahan 

a. Pencabutan hak-hak tertentu 

b. Perampasan barang-barang tertentu 

3. Pengumuman putusan hakim 

Adapun mengenai kualifikasi urut-urutan dari jenis-jenis pidana 

tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, 

yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan 



 
 

73 
 

pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana 

pokok , dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan 

ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana 

tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP 

menjadi bersifat imperatif atau keharusan. Berikut beberapa penjelasan 

jenis-jenis pemidanaan. 

a.    Pidana mati 

Hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonisyang dijatuhkan 

pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas 

seseorang akibat perbuatan jahanya. 

Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana 

mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, 

Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) 

KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, 

Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP. Pidana mati 

juga tercantum dalam Pasal 6, 9, 10, 14 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

Berdasarkan Pasal 15, pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan 

atau pembantuan kemudahan, sarana atau keterangan terjadinya tindak 

pidana terorisme di luar wilayah Indonesia terhadap delik tersebut di 

muka (Pasal 6, 9, 10, dan 14). 

Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang 

sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang 
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Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana 

mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan. 

b.   Pidana Penjara 

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa 

kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana kehilangan 

kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga 

berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara 

minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup 

biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya 

(pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). 

Pidana penjara membatasi ruang gerak seseorang. Dengan 

adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada 

beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatasi, seperti hak 

untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), 

hak memegang jabatan publik, Hak untuk bekerja pada perusahan-

perusahan dan hak-hak lainya. 

c.    Pidana Kurungan 

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana 

penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. 

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan 

pidana penjara, Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-

kurangnya  satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah 

dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP. 
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d.    Pidana Denda 

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua 

dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda 

adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut 

oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh 

karana ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana 

denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau 

kejahatan ringan. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana 

pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh 

orang atas nama terpidana.63 

2. Pidana Tambahan 

Pidana Tambahan terdiri dari : 

1. Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu 

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak 

berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak 

meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan 

hak-hak ketatanegaraan.  

2. Pidana Perampasan Barang-barang Tertentu 

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti halnya 

dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak lama. 
                                                           
63https://h7rluckylaki45wad.wordpress.com/2011/10/13/pemid
anaan-dan-jenis-jenis-pemidanaan-di-indonesia/. 
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Para kaisar Kerajaan Romawi menerapkan pidana perampasan ini 

sebagai politik hukum yang bermaksud mengeruk kekayaan 

sebanyak-banyaknya untuk mengisi kasnya. Kemudian pidana 

perampasan muncul dalam WvS Belanda, dan berdasarkan 

konkordasi dikenal pula dalam KUHP yang tercantum dalam Pasal 

39.Adapun barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan 

Pasal 39 ayat (1)KUHP , antara lain: 

Di dalam praktik, apa yang disebut pidana tambahan berupa 

pernyataan disitanya barang-barang tertentu seringkali hanya 

merupakan suatu tindakan pencegahan belaka, yang dilakukan 

dengan cara merusak atau dengan cara menghancurkan benda-benda 

yang telah dinyatakan sebagai disita, baik merupakan benda yang 

telah dihasilkan oleh suatu kejahatan, maupun merupakan benda 

yang telah digunakan untuk melakukan suatu kejahatan. 

Oleh karena itu, tepatlah kiranya apa yang dikatakan oleh 

Hazewinkel-Suringa, bahwa pidana tambahan berupa pernyataan 

disitanya barang-barang tertentu yang semula telah dimaksud untuk 

menjadi suatu pidana, seringkali telah berubah fungsinya menjadi 

politerechtelijke vernietigning, yakni pengrusakan yang dilakukan 

terhadap barang-barang tertentu yang menurut sifatnya adalah 

berbahaya, dengan maksud agar benda-benda tersebut jangan sampai 

dapat digunakan oleh orang lain untuk tujuan-tujuan yang bersifat 

melawan hukum. Akan tetapi, benda-benda yang mempunyai nilai 
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ekonomis yang cukup tinggi pada umumnya oleh hakim hanya akan 

dinyatakan sebagai disita untuk kepentingan negara tanpa disertai 

perintah untuk merusak atau memusnahkannya. 

3.   Pidana pengumuman keputusan hakim 

Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim antara 

lain dapat diputuskan oleh hakim bagi para pelaku dari tindak pidana 

yang telah diatur di dalam Pasal 127 (dalam masa perang 

menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang 

keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat), 204, 205 (Menjual 

barang yang berbahaya), 359, 360 (menyebabkan mati atau luka 

karena kealpaan), 372, 374, 375, 378, dan seterusnya tentang 

Penggelapan, serta Pasal 396 dan seterusnya (perbuatan merugikan 

pemiutang). Pada umumnya, putusan hakim harus diucapkan dalam 

persidangan yang terbuka untuk umum (pasal 195 KUHAP), apabila 

tidak maka keputusan tersebut batal demi hukum. Hal ini berbeda 

dengan pengumuman putusan hakim sebagai salah satu pidana. 

Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu 

publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari 

pengadilan pidana. Jadi dalam pengumuman putusan hakim ini, 

hakim bebas untuk menentukan perihal cara pengumuman tersebut, 

misalnya melalui surat kabar, papan pengumuman, radio, televisi, 

dan pembebanan biayanya ditanggung terpidana. 
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Adapun penjatuhan pidana tambahan ini mempunyai daya kerja 

yang bersifat mencegah secara khusus, mengingat bahwa penjatuhan 

pidana tambahan ini akan menyulitkan terpidana untuk kembali 

melakukan tindak pidana yang sejenis. Di sisi lain, juga membuat 

terpidana menjadi tidak dapat melakukan kembali tindak pidana 

yang sejenis di kemudian hari, karena hampir semua orang telah 

diperingatkan tentang kemungkinan terpidana akan melakukan 

tindak pidana yang sejenis, apabila ia diterima bekerja di jawatan 

atau perusahaan manapun atau apabila orang ingin berhubungan 

dengan terpidana setelah selesai menjalankan pidananya. 

Pidana tambahan ini juga mempunyai suatu daya kerja yang 

bersifat mencegah secara umum, karena setiap orang menjadi tahu 

bahwa alat-alat negara akan menindak secara tegas, siapapun yang 

melakukan tindak pidana yang sama seperti yang telah dilakukan 

oleh terpidana, dan bukan tidak mungkin bahwa perbuatan mereka 

pun akan disiarkan secara luas untuk dapat dibaca oleh semua orang. 

Pidana Tambahan Di Luar KUHP 

Pengaturan mengenai hukuman tambahan juga terdapat dalam 

beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, KUHP sendiri 

memang tidak membatasi bahwa hukuman tambahan tersebut 

terbatas pada tiga bentuk di atas saja. Dalam Undang-Undang No. 31 

Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi misalnya, diatur juga 
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mengenai hukuman tambahan lainnya selain dari tiga bentuk 

tersebut, yakni terdapat dalam Pasal 18 yang isinya sebagai berikut : 

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak 

berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau 

yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan 

milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan. 

B.  Teori/sistem pembuktian tindak pidana tekhnologi informasi 

1. Teori/sistem hukum pembuktian menurut hukum acaraperdata 

Asaspembagianbebanpembuktiantercantumdalam 

Pasal163HerzieneInlandschReglement(selanjutnyadisebutHIR)64dan 

Pasal283Rechtsreglement voor de Buitengewesten (selanjutnyadisebut 

RBg)65/ Pasal 1865 KUH Pdt.,dengan uraian berikut :66 

“Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan 
pada 
suatuperistiwauntukmenguatkanhaknyaituatauuntukmenyangkuthak
oranglain harusmembuktikanadanyahakatauperistiwaitu.” 
 
SejalandenganketentuanPasal163HIRtersebut,diajukan Pasal-Pasal 

yangmemuatketentuanyanglebihtegasdariketentuanPasal163HIRtersebut,y

aitu :67 

Pasal 533 KUH Pdt. : 
                                                           

64 
HIRadalahHukumAcaraPerdatauntukdaerahPulauJawadanMa
dura.H.RiduanSyahrani,BukuMateri DasarHukum 
AcaraPerdata(Bandung:CitraAdityaBakti),hlm.5 

65RBgadalahHukumAcaraPerdatayangberlakuuntukdaerah-daerahluarPulauJawa 
danMadura.(Ibid.,hlm.6) 

66 H.P.Panggabean,Op.Cit.,hlm.48. 
67Ibid. hal 86 
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“Orangyangmenguasaibarangtidakperlumembuktikaniktikadbaikny

a. Siapayangmengemukakanadanyaitikad buruk harus 

membuktikannya.” Pasal 535 KUH Pdt. : 

“Kalau seseorang telah memulai menguasai sesuatu untuk orang 

lain, 

makaselaludianggapmeneruskanpenguasaantersebut,kecualiapabilat

erbukti sebaliknya.” 

Pasal 1244 KUH Pdt. : 

“Krediturdibebaskandaripembuktiankesalahandaridebiturdalamhal 

adanyawanprestasi.” 

Ketentuan di atas telah dijadikan dasarhukum bagi hakim 

melakukanpembagian beban pembuktian.68 

A. Teori penilaianpembuktian oleh hakim 

Perananhakimuntukmelakukanpenilaianataspembuktian,dibatas

ioleh3 (tiga)teori pembuktianyaitu :69 

a) Teori pembuktian bebas. 

Teori ini memberi kebebasan bagi hakim untuk 

melakukanpenilaian sesuai kesadaran hukumyangdiamiliki untuk 

mencari kebenaran.70 

b) Teori pembuktian negatif. 

                                                           
68Ibid. Hlm 22 
69Ibid., hlm.50 
70Ibid. Hlm 80 
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Teoriinimenentukanpembatasanyang 

bersifatnegatifyakniketentuan yang memberikanlarangan-

larangantuntutan,meskipunadaketentuan 

yangbersifatpengecualian(Pasal1905KUHPdt.,Pasal109HIR/Pasa

l360 RBg.)71 

c) Teori pembuktian positif. 

Teoriinimemuatperintah-perintahpenilaianpembuktiankepada 

hakim dengansyarat-

syaratpadaPasal1870KUHPdt.,Pasal165HIR,Pasal285 RBg. 72 

B. Teori/sistem beban pembuktian 

Ilmu pengetahuan memperkenalkan beberapa teori/sistem 

tentang pembuktianyangdapat dijadikan pedoman penerapan hukum 

pembuktian.73 

a. Teori pembuktianyangbersifat menguatkan belaka. 

Menurutteoriini,berlakuasashukumsiapamendalilkan(suatu

hak)dia 

                                                           
71  Ibid hlm61 
58  Ibid hlm 72 
59 Ibid hlm 78 
60 Ibid hlm 91 
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wajibmembuktikannyadanbukanuntukmengingkariataumenyangk

al.Praktik peradilan sudah tidak menerapkan teori ini.74 

 

 

b. Teori hukum subjektif 

Menurutteoriini,prosesperdataadalahmerupakanpelaksana 

hukum subjektif atau bertujuan mempertahankan hukum 

subjektif dan siapa yang 

mendalilkanadanyasuatuhak,diaharusmembuktikannya.Dengan 

teori ini, Penggugat berkewajiban membuktikan 

adanyaperistiwa- peristiwa 

khususyangbersifatmenimbulkanhak;dasar teoriadalah 

ketentuandalamPasal1865KUHPdt.,yangpadaintinyaakanmember

ijawabanapabilagugatanPenggugatdidasarkanatashukum 

subjektif.75 

c. Teori hukum objektif 

Menurut teori ini, penggugat cenderung meminta kepada 

hakim agar 

hakimmenerapkanhukumobjektifterhadapperistiwayangdiajukann

ya. 

                                                           
 

75Ibid., hlm.51. 
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Denganteoriini,penggugatharusmembuktikankebenarandar

iperistiwayangdiajukannyadanmencariundang-

undang(hukumobjektif)untukditerapkan pada peristiwatersebut.76 

d. Teori hukum public 

Menurutteoriinimencarikebenaransuatuperistiwa 

didalamperadilan merupakan kepentingan publik. Dengan teori 

ini para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum publik untuk 

membuktikan dengan 

segalamacamalatbukti.Kewajibaninimemilikidampakhukumpubli

ckarena proses perkaraini dapat disertai sanksi pidana.77 

e. Teori hukum acara 

Dengan teori ini hakim harus membagi beban pembuktian 

berdasarkan kesamaan kedudukan parapihakyang 

harusdibuktikanhanyalahhal-hal yang positif.Denganpaparan 

berbagaiteori/sistemhukumbeban pembuktiantersebut,maka 

dalampraktikperadilanpembebanan 

pembuktianakandirasakanadildantepatjikayangdibebanipembukti

anadalah pihakyangpaling sedikit dirugikan.78 

2. Teori/sistem hukum pembuktian menurut hukum acarapidana 

TujuanHukumAcaraPidanaadalahmencari kelemahan materiildan 

untukmencapaitujuantersebutperludipahamiadanya beberapa teori/sistem 

                                                           
76Ibid. Hlm 44 
77Ibid. Hlm 48 
78Ibid., hlm.52. 
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pembuktian.HakimdiIndonesia berperanuntukmenilaialat-alatbuktiyang 

diajukandengankeyakinansendiri.Kewenanganhakimuntukmenilaikekuata

nalat-

alatbuktididasaridengandapatditelusurimelaluipemahamanatau4(empat)kla

sifikasi teori/sistem pembuktian di bawah ini:79 

i. Conviction in time(pembuktian berdasarkeyakinan hakim melulu) 

Sisteminiyang menentukankesalahanterdakwasemata-

mataditentukan penilaian keyakinan hakim. Kelemahan sistem ini 

adalah dasar keyakinan hakimtanpadukunganalatbuktiyang 

cukup.Adakecenderunganhakimuntuk 

menerapkankeyakinannyamembebaskanterdakwa 

daridakwaantindakpidana walaupun kesalahannyatelah terbukti.80 

ii. Conviction raisoning (keyakinan hakim atas alasan-alasanyanglogis) 

Sistem ini menerapkan keyakinan hakim dengan pembatasan 

adanya alasan-alasanyangjelas.Alasan-

alasanituharusdapatditerimaakalsehatdanbersifatyuridis.81 

iii. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief 

wettelijkebewijstheorie) 

Sistemini 

menentukanpembuktianituhanyadidasarkanmelulukepada alat-

alatpembuktianyang disebutundang-undang. Artinyajikatelahterbukti 

                                                           
79Ibid., hlm.11. 
80Ibid. Hlm 66 
81Ibid., hlm.82. 
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suatuperbuatandenganalat-alatbuktiyang disebutundang-undang,maka 

keyakinanhakimsudahtidakdiperlukanlagi.Sisteminisudahtidakdianut 

lagi 

dalampraktikperadilankarenadibanyakhalkeyakinanhakimyangjujurda

nberpengalamanadalahsesuai dengan publicopinion.82 

iv. Pembuktian berdasarundang-undangsecaranegatif (negatief 

wettelijke) Sistem ini dianut dalam KUHAP dan berdasar Pasal 183 

KUHAP 

ditentukan bahwa pembuktian harus didasarkan ketentuan 

undang-undang, yaknialatbukti sahyang diatur 

dalamPasal184KUHAPdisertaikeyakinan 

hakimyangdiperolehdarialat-

alatbuktitersebut.Denganpenerapansistem 

ini,pemidanaanitutelahberdasarkanpadasistempembuktianganda,yaitu 

padaperaturanundang-

undangdanpadakeyakinanhakim,dasarkeyakinanhakim 

bersumberpadaperaturan undang-undangan.83 

Berdasarkan pemaparantentang teori/sistemhukumpembuktiandiatas 

dapatdiketahuibahwa baikdalamperkara perrdata maupunperkara pidana 

hakim dalam memberikan penilaian atau putusan dapat menggunakan 

teori/sistem hukum pembuktian sesuai dengan peraturan perundang-

                                                           
82Ibid. 
83Ibid. 
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undanganyang berlaku atau menggunakan penilaian atau keyakinan hakim 

sendiri berdasarkan pemikiran yang arifdan bijaksana. 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

KETENTUAN ALAT BUKTI  DAN TINJAUAN TENTANG 

PENEGAKKAN HUKUM PIDANA  

A.  Alat Bukti dan Pembuktian 

1. Arti Pembuktian dan Hukum Pembuktian  

Bukti, pembuktianatau membuktikan dalamHukumInggrissering 

menggunakan istilah duaperkataan, yaitu: proof dan evidence. Sementaraitu 

dalamhukumBelanda disebut“bewijs.”Untukmemahamipengertianhukum 

pembuktian, terlebih dahulu harusmemahamiartidaripembuktian atau 

membuktikan.84Sebuah pengertian telah dikemukakan oleh Soedikno 

Mertokusumo, sebagai berikut:85 

a. Kata membuktikandikenaldalamartilogis. Pembuktiandisiniberarti 
memberikepastian yangbersifatmutlak,karenaberlakubagisetiap 
orang dantidakmemungkinkanadanyabuktilawan.Berdasarkansuatu 
aksioma,yaituasas-asasumumyang dikenaldalamilmupengetahuan, 

                                                           
84AchmadAli,Op.Cit.,hlm.15. 
85R.M.Soedikno Mertokusumo,HukumAcara Perdata 

Indonesia(Yogyakarta:Liberty,2006),hlm.96. 
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dimungkinkanadanyapembuktianyang bersifatmutlakyang tidak 
memungkinkanadanyabuktilawan.Disini aksiomadihubungkan 
menurutketentuanlogika denganpengamatan-pengamatanyang 
diperolehdaripengalaman,sehingga diperolehkesimpulanyang 
memberi kepastian mutlak. 

b. Kata membuktikandikenaljuga dalamartikonvensional.Disinipun 
membuktikan berartijugamemberikepastian, hanyasajabukan 
kepastianmutlak,selainkepastianyangnisbiataurelatif sifatnya,yang 
mempunyai tingkatan-tingkatan:86 
a. Kepastianyang didasarkanatasperasaanbelaka.Karenadidasarkan 

atasperasaan belaka maka kepastian inibersifatintuitif, dan 
disebut conviction intime. 

b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh 
karenaitu disebut conviction raisonnee. 

c. Membuktikandalamhukumacara mempunyai 
artiyuridis.Didalam 
ilmuhukumtidakdimungkinkanadanyapembuktianyanglogisdan
mutlakyang berlakubagisetiaporang sertamenutupsegala 
kemungkinanakan bukti lawan,akan tetapi merupakan 
pembuktian yang konvensionalyang 
bersifatkhusus.Pembuktiandalamarti yuridis ini hanya berlaku 
bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh 
hakdari mereka.Dengandemikian, pembuktian 
dalamartiyuridistidakmenujukepada kebenaranmutlak,halini 
terlihatbahwaadakemungkinannyabahwa pengakuan,kesaksian, 
atausurat-suratitutidakbenar ataudipalsukan.Maka dalamhalini 
dimungkinkan adanyabukti lawan. 
 

Tentangpengertiandariistilah“evidence”itusendiri,SirRolandBurrows 

memberikan definisi sebagai berikut:87 

DefinisiyangdikemukakanolehSirRolandBurrowsmengandungdua 

pengertianyangutamadari kata“evidence,”yaitu: 

1. Bagiandarialasandankesimpulan,denganjalanmanapengadilan 

mengetahuiperistiwayang dipersengketakansebagai suatu 

kepastian. 

2. Pokok dari persoalanapasaja. 
                                                           

86Ibid.,hlm.97. 
87Ibid.,hlm.18. 
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Selainitu, perkataan“evidence”jugamenurut SirRoland digunakan: 88 

1. Untukmenunjukkanbeberapafaktayangmungkindikenalisebagai 

bukti. 

2. Dan juga dalam beberapa kasus tentang beberapa fakta yang 

mempunyai relevansi denganperistiwayangdipersengketakan. 

Di kalangan ahli hukum Indonesia Supomomengemukakan pengertian 

pembuktian menurut caramembuktikannyasebagai berikut:89 

1. Pengertianyangluas. 
Pembuktian adalahmembenarkanhubungandenganhukum. 

Misalnya hakim mengabulkan tuntutan penggugat, maka 
pengabulan ini berarti bahwahakimmenarikkesimpulanbahwayang 
dikemukakanoleh penggugatsebagaihubunganhukumantara 
penggugatdantergugatadalah benar.Berhubung 
denganitu,makamembuktikandalamartiyang luas adalah 
memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat buktiyangsah. 

2. Pengertian dalam arti terbatas. 
Berartibahwayangperludibuktikanituhanyalahhal-halyang 

dibantah olehtergugat.Haliniyang 
diakuitergugattidakperludibuktikanlagi. Demikianjuga kita tidakbisa 
mengatakanbahwapembuktianhanya untuk 
menghasilkanputusan,karenapada umumnyapengertian“putusan” 
hanya berlaku bagi pengadilan yang sesungguhnya, yaitu dalam hal 
persengketaan ada, sedangkan dalam pengadilan voluntair hanya 
dihasilkan“penetapan.” 

 
Maknahukumpembuktianadalahsuaturangkaianperaturantatatertib yang 

harusdipedomanihakimdalamprosespersidanganuntukmenjatuhkan 

putusanbagipencarikeadilan.Lebihlanjut,MunirFuady mendefinisikanhukum 

pembuktianitusebagaisuatuprosesdalamHukumAcara Perdata,HukumAcara 

Pidanamaupunhukumacaralainnyayaknipenggunaanprosedurkewenanganhaki

                                                           
88Ibid.,hlm.19. 
89Ibid.,hlm.20. 
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muntukmenilaifaktaataupernyataanyang dipersengketakandipengadilan untuk 

dapat dibuktikan kebenarannya. 90 

Subektimengemukakanbahwahukumpembuktian memberikanaturan 

tentangbagaimanaberlangsungnyasuatuperkaradimukahakim.91Sementara 

AchmadAlidanWiwieHeryanimerumuskanbatasantentang pengertianhukum 

pembuktian sebagaihukumpembuktian adalah keseluruhanaturantentang 

pembuktianyang menggunakanalatbuktiyang sahsebagaialatnyadengantujuan 

untuk memperoleh kebenaran melalui putusanatau penetapan hakim.92 

Sistemhukummengenaladanyaklasifikasihukummateriildanhokumforma

l. Hukum formal memuat aturan-aturan tentang tata tertib persidangan, maka 

posisihukumpembuktiansudahtepatditentukandalamklasifikasihukum formal. 

Dalam sistem hukumIndonesia, ternyatastatus hukum pembuktian tidak 

hanyaditemukan dalam hukum formal (hukum acara), tetapi jugadiatur 

(ditentukan) dalammateriildapatdiartikanbahwa hukumpembuktiandalam 

klasifikasihukum materiiladalahuntukmenjaminpenerapanhukummateriil 

tersebut dalam proses persidangan. 

Dasarhukum pembuktian dapat diuraikan sebagaiberikut.93 

1. Hukum AcaraPerdata 
                                                           

90 H.P.Panggabean,Op.Cit.,hlm.1. 
91 

Subekti,HukumPembuktian(Jakarta:PradnyaParamita,1978),hl
m.5. 

92AchmadAli,Op.Cit.,hlm.23. 
93 

AgusPutuAgung,“DasarHukumPembuktian”,http://indohukum.
blogspot.com/2011/04/dasar-hukum-
pembuktian.html(diaksespadatanggal17Juni2015) 

http://indohukum.blogspot.com/2011/%2004/dasar-hukum-pembuktian.html%20(
http://indohukum.blogspot.com/2011/%2004/dasar-hukum-pembuktian.html%20(
http://indohukum.blogspot.com/2011/%2004/dasar-hukum-pembuktian.html%20(


 
 

90 
 

Padadasarnya,aturantentang pembuktiandalammasalahperdata diatur 

lebihterperincidalamKUH Pdt.,bukandalamhukumacaranya.Mengapa halini 

bisa terjadi,para pakar hukummasihmemperdebatkanmasalahtersebut. 

Sebenarnya pembuktianmerupakanbagiandarihukumacara perdata.Diaturnya 

pembuktian dalam KUHPdt. karena masih adanyakerancuan dari maknahukum 

formil dan hukum materil.94 

Satusisihukum materildiartikansebagaihukumdalamsuasanadamaidan 

hukum formil adalahhukum dalam suasanapertentangan. Dalam hal ini 

pembuktiantermasuk dalamhukumformil.Disisilainhukum materildiartikan 

sebagaisuatuaturanyang berkaitan denganisi,sedangkanhukumformiladalah 

suatuaturanyang berkaitandenganbentukluar. Dalampengertianyangkeduaini 

pembuktiantermasukdalamhukummaterilkarena merupakanbagiandarihukum 

gugatan.Inilahyang menjadikanadanyaunsurtarikulur dalammenempatkan 

pembuktian padaHukumPerdata atau hukumacaranya.95 

2. Hukum AcaraPidana 

Pengertian “membuktikan”adalahmeyakinkanhakimtentang kebenaran 

dalilatau dalil-dalilyang dikemukakan dalamsuatu persengketaan-

persengketaan. Dengandemikiannampaklahbahwa 

pembuktianituhanyalahdiperlukandalam persengketaan atau “perkara” dimuka 

hakim atau pengadilan. Memang,pembuktian itu hanyadiperlukan 

apabilatimbul suatu perselisihan.96 

                                                           
94Ibid. Hlm 23 
95Ibid. Hlm 41 
96Ibid. Hlm 46 
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Dasarhukumtentangpembuktiandalamhukumacarapidanamengacu pada 

Pasal 183-189KUHAP. Menurut Pasal 183 KUHAPbahwahakim tidak 

bolehmenjatuhkanpidanakepadaseseorang kecualiapabilasekurang-kurangnya 

duaalatbuktiyangsahiamemperolehkeyakinanbahwasuatutindakpidana benar-

benarterjadidanbahwaterdakwalahyang bersalahmelakukannya. 

Ketentuaniniadalahuntukmenjamintegaknya kebenaran,kadilandankepastian 

hukum bagi seseorang. Selain itu alat bukti harus dapat menyakinkan hakim 

sesuainegatiefwettelijk bewijstheorie.MenurutNarendra Jatna,bahwadalam 

persidangansatubuktisudahcukupdengancatatanbahwa buktitersebutdapat 

menyakinkan hakim dalam mengambil keputusan. Dalam Pasal tersebut 

dijelaskan sekurang-kurangnya dua bukti. Hal ini dikarenakan 

KUHAPmenggunakan asas konkordasi dengan hukum “KUHAP”Belanda. 97 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda Pasal 342 

mejelaskanasasunustestisnullustestis, namunasasinisudahberkurang 

petingnya,karenaMahkamahAgung Belandaberanggapanbahwapembuktian 

mengenai semua tuduhan terhadap tertuduh tidak boleh didasarkan pada 

pernyataanseorang saksi,namunpernyataanolehseorang saksicukup sebagai 

buktibagimasing-masingunsursecaraterpisah.Alatbuktiyang dimaksuddisini 

adalah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP Ayat 1, yaitu keterangan saksi; 

keteranganahli;surat;petunjuk;keteranganterdakwa ataupengakuanterdakwa. 

Barang buktiadalahbendabergerakatautidakberwujudyang dikuasaioleh 

penyidik sebagai hasil dari serangkaian tindakan penyidik dalam 

                                                           
97Ibid. Hlm 66 
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melakukanpenyitaandanataupenggeledahandanataupemeriksaansuratuntukkep

entingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.98 

Secaramateril,barangbuktiyang adabermanfaatbagihakimuntuk 

memperkuat keyakinan hakim dalam proses persidangan. Bahkan sering kali 

hakimdapatmembebaskanseorangterdakwaberdasarkan barang buktiyangada 

dalamprosespersidangan(setelahmelewatiprosesyang arif,bijaksana,teliti, 

cermatdansaksama).Jikadicermati,pembuktiandalamprosesperkarapidanatidak 

mudah.99 

MenurutPasal180KUHAP,keteranganseorang ahlidapatsajaditolak 

untukmenjernihkandudukpersoalan.Baikolehhakimketua sidangmaupun 

terdakwa/penasehathukum. Terhadap kondisiini, hakimdapatmemerintahkan 

melakukanpenelitianulangolehinstansisemula dengankomposisipersonilyang 

berbeda,sertainstansilainyang memilikikewenangan.Kekuatanketeranganahli 

ini bersifat bebas dan tidak mengikat hakim untuk menggunakannyaapabila 

bertentangandengankeyakinan hakim. Dalamhalini, hakimmasih 

membutuhkan alat bukti lain untuk mendapatkan kebenaranyang 

sesungguhnya.100 

Menurut Pasal 188KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau 

keadaanyang didugamemilikikaitan,baikantarayang satudenganyang lain, 

maupundengantindakpidana itusendiri,yangmenandakantelahterjadisuatu 

tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari 

                                                           
98Ibid. Hlm 72 
99Ibid. Hlm 79 
100Ibid. Hlm 111 
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keterangansaksi,suratdanketeranganterdakwa.Olehkarenaitu,petunjukjugameru

pakanalat bukti tidak langsung. Penilaianterhadap kekuatan pembuktian 

sebuahpetunjukdarikeadaantertentu,dapatdilakukanolehhakimsecaraarif dan 

bijaksana,setelahmelewatipemeriksaanyangcermatdanseksamaberdasarkan hati 

nuraninya.101 

Menurut Pasal 194 KUHAP, yang dimaksud keterangan terdakwa 

ituadalahapayangtelahdinyatakanterdakwadimukasidang,tentangperbuatan 

yang dilakukannyaatauyang diketahuidanalamisendiri.Pengertianketerangan 

terdakwamemilikiaspekyanglebihluasdaripengakuan,karenatidakselalu 

berisipengakuandariterdakwa.Keteranganterdakwa bersifatbebas(tidakdalam 

tekanan)dania memilikihakuntuktidakmenjawab.Kekuatanalatbukti 

keteranganterdakwa,tergantungpadaalatbuktilainnya(keteranganterdakwa 

sajatidak cukup)dan hanyadapat digunakan terhadap dirinyasendiri.102 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pembuktian adalah 

untuk memberikan kepastian atau membenarkan apayang disampaikan oleh 

penggugat maupun tergugat di persidanganyang kemudian 

dilaksanakandengan rangakaian tatatertib atau aturan hukum pembuktian di 

depan hakim. 

2.  SistemPembuktianmenurutUndang-

UndangNo8Tahun1981tentangHukumAcaraPidana. 

Sistempembuktian negatif inimerupakangabungandari sistem 

pembuktian menurut undang-undang dengan sistem pembuktian menurut  
                                                           

101Ibid. Hlm 32 
102Ibid. Hlm 28 
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keyakinanatauconvictionintimeyang kemudianmenimbulkanrumusan 

salahtidaknyaseorang terdakwaditentukanolehkeyakinanhakimyang 

didasarkan kepadacaradandenganalat-alatbuktiyang sahmenurutundang- 

undang. 

Untukmenentukansalahatautidaknyaseorang 
terdakwamenurutsistem pembuktian undang-undangsecaranegatif 
terdapat dua komponenyaitu : 
 
 

o Pembuktianharusdilakukanmenurutcaradandenganalat-
alatbukti yangsah menurut undang-undang; 

o Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara 
dan dengan alat-alat buktiyangsah menurut undang-
undang. 

Dengandemikian, sisteminimemadukanunsur “obyektif 
dansubyektif” dalammenentukan 
salahatautidaknyaterdakwa.Tidakadayang paling dominandiantara 
keduaunsur tersebu.Jika salahsatudiantara duaunsur itu tidak ada, 
tidak cukupmendukungketerbuktiankesalahan terdakwa.103 
 
Dapatdisimpulkanbahwa hakim dalammembuatkeputusanharus 

didasarkan dengan alat-alat bukti dipersidangan dan dengan alat bukti 

tersebut menimbulkan keyakinan hakimtentangtindak pidanatersebut. 

Di Indonesia sendiri menganut sistem pembuktian menurut undang-

undangsecaranegatif(negatiefwettelijk).DapatdilihatdalamPasal183Undan

g-Undang No8Tahun1981tentangHukumAcaraPidanayang isinya: 

Hakimtidakbolehmenjatuhkanpidanakepadaorang kecualiapabila 
dengansekurang-kurangnya dua alatbuktiyangsahia memperoleh 
keyakinanbahwasuatutindakpidana benar-benarterjadidanbahwa 
terdakwayangbersalahmelakukannya. 
 
Dengandemikian pasal183Undang-UndangNo 8Tahun1981 

tentangHukumAcara Pidanamengaturuntukmenentukan salahatau 
                                                           

103 Yahya Harahap, Op.cit, Hal.279. 
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tidaknya seorang terdakwadanuntukmenjatuhkanpidanakepadaterdakwa, 

harus : 

a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yangsah 

b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yangsah,hakimmemperolehkeyakinanbahwa tindakpidana benar- 
benar terjadi dan bahwaterdakwalahyangbersalah melakukannya.104 

 
Pembuktian merupakanproses untukmenentukan hakikat adanya 

fakta-faktayang diperolehmelaluiukuranyanglayakdenganpikiranyang 

logisterhadapfakta-faktamasalaluyangtidak terang menjaditerangyang 

berhubungan denganadanyatindakpidana.Pembuktiandalamacara pidana 

sangatpenting karenanantinyaakanterungkapkejadianyangsebenarnya 

berdasarkan berbagai macam alat buktiyangadadalam persidangan. 

Menurut M.YahyaHarahap,Pembuktianadalahketentuan yang 
beisipenggarisandanpedoman kesalahanyangdidakwakankepada 
terdakwa.Pembuktian juga merupakanketentuanyangmengaturalat- 
alatbuktiyang dibenarkanundang-undangyangbolehdipergunakan 
hakimuntuk membuktikan kesalahanyangdidakwakan.105 
 
Denganketentuantersebutmenjadikan hakimtidakboleh 

menjatuhkan pidana kepada seseorang,apabila dengansekurang-kurangnya 

duaalatbuktiyangsahdandenganituhakimmemperolehkeyakinanbahwatind

akpidanatersebutapakahbenar-benarterjadidanterdakwabenar-

benarterbukti melakukanapayang didakwakan ataupun dakwaan tersebut 

tidak benarterjadi(Pasal183Undang-Undang No8 Tahun1981tentang 

Hukum Acara Pidana). 

PembuktiantersebutharusdidasarkankepadaUndang- 
                                                           

104 Ibid, hal. 280. 
105 Ibid , Hal.252. 
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UndangNo8Tahun1981tentangHukumAcaraPidanayaitualatbukti yang 

sahyangterdapatdalamPasal184Undang-Undang No8Tahun1981 

tentangHukumAcaraPidana.Artipembuktianditinjaudarisegihukum 

acarapidanamerupakanketentuanyangmembatasisidang pengadilan dalam 

usaha mencaridanmempertahankankebenaran.Hakim,jaksa,danterdakwa 

ataupunpenasehathukumsemuaterikatdalamketentuanmengenaitata cara 

dan penilaianalat buktiyang telah ditentukan. Karenasesuaidenganaturan 

kalausemuatatacaradalam beracaradi acara pidanadiaturseluruhnya 

dalamUndang-UndangNo8Tahun1981tentang HukumAcara Pidana,dan 

tidak boleh menyimpanginya. 

PenjelasandalamPasal183Undang-Undang No8Tahun1981tentang 
HukumAcara Pidanamengatakanbahwa ketentuaniniadalahuntuk 
menjamin tegaknyakebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi 
seorang. MenurutDrSimonsbahwa berdasarkanundang-undang 
pengakuanterhadapteoripembuktian hanya berlakuuntukkeuntungan 
terdakwa, tidak dimaksudkan untukmenjuruskepadadipidananya 
orangyang tidakbersalah hanya kadang-kadang memaksa 
dibebaskannyaorang bersalah.MenurutWirjonoProdjodikorobahwa 
sistempembuktianberdasarkanundang-undang secaranegatif 
dipertahankan denganalasanbahwamemang sudahselayaknyaharus 
adakeyakinanhakimtentang kesalahanterdakwauntukdapat 
menjatuhkan suatuhukuman pidana,janganlahhakimterpaksa 
memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan 
terdakwa.Sedangkanyangkedua berfaedahjika adaaturanyang 
mengikathakimdalammenyusunkeyakinannya,agaradapatokan- 
patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan 
peradilan.106 
 
Setiappembuktianbaikolehpolisi,jaksa danhakimharus 

memperhatikanprinsipkeseimbanganyang serasiantara perlindungan 

terhadapharkatdanmartabatmanusia, danperlindunganterhadap 

                                                           
106 Andi Hamzah, Op.cit, Hal.276-257. 
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kepentingandanketertibanmasyarakatdantidakboleh berorientasipada 

kekuasaansematakarena akanmenjadikanpembuktianyangdilakukan 

menjaditidakobyektifsepertiapayangtercermindalamUndang-Undang 

No8Tahun1981tentangHukumAcaraPidana.DalamUndang-

UndangNo8Tahun1981tentangHukumAcara Pidanasekarang mengandung 

sistem akusatur(accusatiryprocedure)yang berbeda denganHIRyang 

menggunakan sisteminkisituryang lebih mengedepankan pengakuan. 

Accusatoirmenurutpengertian kamushukumadalah menuduh, penuduhan, 

pemeriksaansiterdakwadidepansidang pengadilanadalahmerupakan 

perlawananantara jaksasebagaipenuduhmerupakansatupihak,sedangkan 

sedangkansiterdakwadiberikan kesempatanmengakui,atau memungkiri 

tuduhan itudimana Hakimberfungsimengadilisetelahmendengar, 

memeriksa dan mempertimbangkan kesalahan si terdakwa berdasarkan 

bukti-bukti yang ada.  

Sistemakusatur menempatkan kedudukantersangkaatau terdakwa 

dalam setiap tingkat pemeriksaanadalah subyekbukan sebagaiobyek 

pemeriksaankarenaitutersangka atauterdakwa harusdidudukandan 

diperlakukan dalam kedudukan manusiayang mempunyai harkat dan 

martabathargadiri,sedangkanyang menjadiobyek pemeriksaandalam 

prinsipakusaturadalahkesalahan(tindakpidana),yang dilakukantersangka 

atau tedakwa.DalamhaliniUndang-UndangNo 8Tahun1981tentang Hukum 

Acara Pidana menerapkan asas praduga tidak bersalah sehingga 

setiaptersangka/terdakwayang disangka,ditangkap,ditahandituntutdan 
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dihadapkandimukasidang pengadilan wajibdianggaptidakbersalahsampai 

adanyaputusanpengadilanyang mengatakankesalahannyadanmemperoleh 

kekuatan hukumtetap.Dalampenyidikandanpenyelidikan pundigunakan 

sistemyang bersifatalamiahatauscientificcrimedetectiondimana 

pembuktianinimenekankanpada kejadianataufakta-faktayangalamiah 

dialamioleh pelakuyang melihat padabukti-buktipermulaanyang cukup. 

3.  Alat-alat bukti menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1981 

tentangHukumAcaraPidana 

Tidak ditemukan suatu definisikhususmengenaiapa itualatbukti, 

namunsecara umumyang dimaksuddenganalatbuktiadalahalatbuktiyang 

tercantumdalamPasal184Undang-Undang No8Tahun1981tentang Hukum 

AcaraPidana sebagai berikut: 

i. Alat buktiyangsah ialah: 

1. keterangan saksi; 

2. keterangan ahli; 

3. surat; 

4. petunjuk; 

v. keterangan terdakwa. 

ii. Halyangsecaraumumsudah diketahui tidak perlu dibuktikan. 

Fungsidarialat buktiitusendiri adalah untukmembuktikan adalah 

benarterdakwayang melakukantindakpidanadanuntukituterdakwaharus 

mempertanggungjawabkanperbuatannya.107Apabila berdasarkanUndang- 

                                                           
107 M. Yahya Harahap. 2001. Pembahasan Permasalahan 
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Undang No8Tahun1981tentang HukumAcaraPidana,makayang dinilai 

sebagaialatbuktidanyang dibenarkanmempunyai“kekuatanpembuktian” 

hanyaterbataskepadaalatbuktiyang tercantumdalamPasal184ayat(1) 

Undang-Undang No8Tahun1981tentang HukumAcara Pidana.Dengan 

katalain,sifatdarialatbuktimenurutUndang-

UndangNo8Tahun1981tentangHukum AcaraPidanaadalahlimitatifatau 

terbataspadayang ditentukan saja. 

Urutandalampasal184Undang-Undang No8Tahun1981tentang 

HukumAcara Pidanabukanmerupakan urutankekuatanpembuktian. 

KekuatanpembuktiandiaturpadaPasal183Undang-

UndangNo8Tahun1981tentang Hukum 

AcaraPidanadenganasasunustestisnullustestis. Hakimtidakboleh 

menjatuhkan pidana dengansekurang-kurangnya dua alat buktiyang 

sahdankeyakinanhakim.KetentuanPasal183Undang-Undang No 8 Tahun 

1981 tentang Hukum AcaraPidana adalah sebagai berikut: 

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang 

kecualiapabiladengansekurang-

kurangnyaduaalatbuktiyangsahiamemperolehkeyakinan bahwa suatu 

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalahyangbersalah 

melakukannya. 

 

1. Keterangan Saksi 
                                                                                                                                                               
dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan penuntutan). Sinar 
Grafika. Jakarta. hal. 285. 
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Aturan mengenai pembuktian saksi terdapat dalam Pasal 185 

ayat1sampai7Undang-UndangNo8Tahun1981tentangHukum Acara 

Pidana. Keterangan saksi agar menjadi kuat maka harus dihadirkan 

saksi lebih dari seorang dan minimal ada dua alat bukti 

karenaketerangandari seorang saksisajatanpa adaalatbuktiyang lain 

tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah 

terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya (unus testis nullus 

testis). 

Dalamhalterdakwamemberikanketeranganyang mengakui 
kesalahanyang didakwakankepadanya,keterangan seorang 
saksi sudah cukupuntukmembuktikan 
kesalahanterdakwa,karena disamping 
keterangansaksitunggalitu,telahterpenuhiketentuan 
minimumpembuktiandanthedegree ofevidenceyakniketerangan 
saksiditambah dengan alatbuktiketeranganterdakwa.Denganini 
dapatdisimpulkanbahwapersyaratanyang dikehendakiPasal185 
ayat(2)Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana adalah : 
C. Untukdapatmembuktikankesalahanterdakwapalingsedikit 

harus didukungoleh duaorangsaksi; 
D. Ataukalausaksiyangadahanyaterdiridariseorangsajamaka 

kesaksian tunggal itu harus dicukupi atau ditambah dengan 
salah satu alat buktiyang lain.108 
 

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama 

dalampemeriksaanperkarapidana.Dalampasal185ayat(6)Undang-

Undang No8Tahun1981tentang HukumAcara Pidanauntukmenilai 

kebenaran keterangan saksi hakim harus memperhatikan: 

a. persesuaianantaraketerangan saksi satu denganyanglainnya; 

                                                           
108 Ibid, Hal.288. 
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b. persesuaianantaraketerangan saksi denganalat 

buktiyanglain; 

c. alasanyang mungkindipergunakanolehsaksiuntukmemberi 

keteranganyangtertentu; 

d. carahidupdankesusilaansaksisertasegalasesuatuyang pada 

umumnya dapatmempengaruhidapattidaknya keteranganitu 

dipercaya. 

Saksiyang dihadirkandalampersidangannantinyaakan 

disumpah agar mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan 

nantinyadapatdijadikan pertimbanganhakimdalam memutussuatu 

perkarapidana.DisebutkandalamPasal160ayat(3)Undang-Undang 

No8 Tahun 1981 tentangHukum AcaraPidana bahwasaksi wajib 

untukdisumpahatau janjidalamsetiapakandimintaiketerangannya di 

persidangansesuaidengan agamanya masing-masing.Kemudianlafal 

sumpahatauyangdiucapkan berisibahwa saksiakanmemberikan 

keteranganyangsebenar-benarnyadantidaklaindariyang sebenarnya 

yang dilakukansebelumsaksimemberikan keterangannyadalam 

persidangan dan jika dalam keadaan perlu oleh hakim pengadilan 

sumpahataujanjiini dapatdiucapkansesudahsaksimemberikan 

keterangannyasesuaidenganPasal160ayat(4)Undang-UndangNo8 

Tahun1981tentang HukumAcara Pidana. Jikasaksiyangdihadirkan 

tidakdisumpahkarenapermintaansendiriataupihakyang laintidak 
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bersediasaksiuntukdisumpahkarenasaksiditakutkanakanberpihak 

pada salahsatupihak,maka keterangandarisaksitersebuttetap 

digunakan, akan tetapi sifatnyahanyadigunakansebagai tambahan 

alat buktisahyang lain.Selainitusaksiyang 

karenajabatannyatidakdapat 

menjadisaksiakantetapimerekatetapbersediamenjadisaksimaka 

dapatdiperiksaoleh hakimakantetapitidakdisumpahkarena itu 

merupakan perkecualian relatif karena menyimpan rahasia jabatan. 

Saksi yang dihadirkan diharapkan sudah dewasa sehingga 

keterangannyabisa dipercayadan dapat dipertanggungjawabkan. 

Saksiyang menolakmengucapkansumpahataujanjididepan 

pengadilansaatakandiambilketerangannyatanpa 

suatualasanyangsah maka 

saksitersebutdapatdikenakansanderayangdidasarkan penetapan 

hakimketuasidang paling lamapenyanderaanadalahempatbelashari 

(Pasal161Undang-Undang No8Tahun1981tentang HukumAcara 

Pidana). 

Tidak setiapketerangansaksimempunyainilaisebagaialat 

bukti,berdasarkanPasal1angka27Undang-Undang No8Tahun1981 

tentangHukumAcara Pidanamengatur bahwayang 

dapatmenjadisaksi adalah yangmengetahui mengenai 
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peristiwapidana yangsaksi lihat sendiri, dengar,alamisendiri dan 

dapat menyebutkan alasan dari 

pengetahuannyaitu.Berdasarkanketentuantersebutmakatestimoniu

m deaudituataulebihdikenaldenganketeranganyang 

diperolehsebagai 

hasilmendengardarioranglaintidakmempunyaikekuatansebagaialat 

bukti dikarenakan tujuan acara pidana adalah mencari kebenaran 

materiilsehinggaketeranganyang didengardarioranglaintidak 

menjaminkebenaranketerangannya.Meskipundemikiantestimonium 

de auditudapatdigunakanuntukmemperkuatkeyakinanhakimyang 

bersumber dari dua alat buktiyanglainyangdihadirkan 

dipersidangan. 

Tidaksetiaporang dapatmenjadisaksidalampersidangan, 

selainkarena ketidak cakapannyamenjadi saksi,yangtidakdapat 

menjaditerutama 

karenamempunyaihubungandekatdenganterdakwa 

karenacenderung tidakbernilaiobyektifdancenderung membela 

terdakwa, diantaranya: 

1. Keluargasedarahatausemendadalamgarisluruskeatasatauke 

bawahsampaiderajatketigadariterdakwaatauyang bersama-sama 

sebagai terdakwa; 
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2. Saudaradariterdakwaatauyangbersama-samasebagaiterdakwa, 

saudaraibuatausaudarabapak,jugamerekayang mempunyai 

hubungan karenaperkawinan,dananak-anaksaudara terdakwa 

sampai derajat ketiga; 

3. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang 

bersama-sama sebagai terdakwa; 

4. Orangyangmempunyaihubunganpekerjaan,harkat,martabat,atau 

jabatannyadiwajibkan menyimpanrahasiayang 

ditentukanundang- undang.109 

KemudiandalamPasal171Undang-UndangNo8Tahun1981 

tentang Hukum Acara Pidana ditentukan saksi yang tidak disumpah 

yaitu : 

 a.   Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan 

belum pernah kawin; 

b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya 

baik kembali. 

Dalampenjelasanpasaltersebutdikatakanbahwaanakyang 

belum berumurlimabelastahun,demikianjugaorangyang 

sakitingatan, sakitjiwa,sakit gilameskipunkadang-

kadangsaja, yangdalam 

ilmupenyakitjiwadisebutpsychopaat,mereka initidakdapat 

                                                           
109 Andi Hamzah, 2008. Hukum Acara Pidana di Indonesia, 

Sinar grafika. Jakarta. Hal 260. 
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dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum 

pidana makamerekatidak dapatdiambilsumpah 

ataujanjidalam memberikan keterangan, karena itu 

keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja. 

2. KeteranganAhli 

PasalyangmengaturtentangketeranganahliterdapatdalamPasal1a

ngka28,Pasal120,Pasal133,Pasal179,Pasal180danPasal186Undang-

Undang No.8Tahun1981tentangHukumAcaraPidana. 

Keteranganahlimerupakanketerangandaripihakdiluarkedua pihak 

yang sedang berperkara,dimanayang digunakanadalah keterangan 

berkaitan dengan ilmu pengetahuannya dalam perkara 

yangdipersidangkan sehingga membuat terang suatu perkara pidana 

gunakepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli sebagai alat bukti 

diatur dalamPasal186 Undang-UndangNo.8Tahun 

1981tentangHukum Acara 

Pidanamenunjukkanketeranganahlidarisegipembuktian, selain 

itudalamPasal1angka28Undang-Undang No.8Tahun1981tentang 

HukumAcaraPidanamenerangkanlebihlanjutmengenaiketerangan 

ahliyaitu: 

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang 
yangmemilikikeahliankhusustentang halyangdiperlukanuntuk 
membuatterang suatuperkarapidanagunakepentingan 
pemeriksaan. 
 
Pada Pasal184(1)Undang-UndangNo.8Tahun1981tentang 

Hukum Acara Pidana, pembentuk undang-undang meletakkan 
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keteranganahlidalamurutankeduahalini dinilaibahwa dalam 

pemeriksaan perkarapidana sangatdibutuhkandikarenakan 

perkembangan ilmu dan teknologi telah berdampak terhadapkualitas 

metode kejahatanyangmemaksa para penegakhukumharus bisa 

mengimbanginyadengankualitasmetodepembuktianyang memerlukan 

pengetahuan, dan keahlian. 

Dikatakan, bahwa keteranganahli amat diperlukan dalam setiap 
tahapan pemeriksaan, oleh karenaia diperlukan baikdalam 
tahap penyidikan,tahappenuntutan, maupun 
tahappemeriksaandisidang pengadilan. Jaminan akurasidari 
hasil-hasilpemeriksaan atas keteranganahliataupara 
ahlididasarkanpengetahuandan pengalamannyadalambidang-
bidang keilmuannya,akandapat 
menambahdata,faktadanpendapatnya, yangdapatditarikoleh 
Hakimdalammenimbang-nimbang berdasarkanpertimbangan 
hukumnya,atas keteranganahliitudalammemutusperkarayang 
bersangkutan.Sudahtentu,masiihharusdilihatdarikasusperkasus 
dariperkara tindakpidana tersebutmasing-masing,atastindak 
pidanayang didakwakanpadaterdakwadalam suratdakwaandari 
penuntutumumdi sidangpengadilan.110 
 
Keteranganyang diberikanolehahliharusdiberikandisuatu 

persidangan yang terbuka untuk umum. Keterangan ahli disini 

disumpahdalampersidanganagarketeranganyang diberikansesuai 

dengan pengetahuanyang dimilikinya.Jikadalampersidanganseorang 

ahlitidakdapathadir,maka dapatmemberikanketerangannyadalam 

suratyangnantinyadibacakandisidangpengadilanyangsebelumnya 

jugadiangkat sumpah pada ahli. 

                                                           
110 R. Soeparmono, 2002, Keterangan Ahli & Visum et 

repertum dalam aspek hukum acara pidana, Mandar Maju, 
Bandung, Hal. 3. 
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Keteranganahliadalahapayang seorang ahlinyatakan disidang 
Pengadilan(Pasal186Undang-Undang No8Tahun1981tentang Hukum 
AcaraPidana). Penjelasan : 

a. Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu 
pemeriksaanoleh penyidikatau penuntutumumyang dituangkan 
dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengikat sumpah diwaktu 
iamenerimajabatan atau pekerjaan. 

b. Jika hal itu tidak diberikan padawaktu pemeriksaan di penyidik 
ataupenuntutumum, makapadawaktupemeriksaandisidang, diminta 
untukmemberikanketerangan (ahli) dandicatatdalam Berita Acara 
Pemeriksaan(berita acarapemeriksaan 
persidangan)Pasal179ayat(1)dan(2)Undang-UndangNo8Tahun 
1981 tentangHukum AcaraPidana. 

Maka setiap orangyangdimintapendapatnyauntukmemberikan 
keteranganahlisecara lisandipersidanganjo. Pasal180 ayat(1), 
Pasal186danpenjelasanjo.Pasal1butir28Undang-
UndangNo8Tahun1981tentangHukumAcaraPidana,jo.Pasal184ayat(1
) subbUndang-UndangNo8Tahun1981tentang HukumAcara 
Pidana,jo.sbt.1937No.350,yang mendasarkandariberbagaipasal 
tersebut,berdasarkan fungsidan tugas sertakewenanganyang dimiliki 
masing-masingahliitu,disebabkanalasankarena keahliannyaitu, dapat 
meliputi: 

i. Ahli kedokteran forensikatau; 
ii. Dokter,bukanahlikedokteranforensik(jo.stb.1937no.3500;atau; 

iii. Ahli lainnya, yaitu keterangan yang diberikan setipa orang yang 
memenuhi syarat-syarat atau kriteria Pasal 1 butir 28Undang-
Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana; atau 

iv. Saksi ahli yaitu keterangan orang ahli yang menyaksikan tentang 
suatuhal(pokoksoa,materipokok)yang diperlukan, 
kemudianmemeriksa(meneliti,menganalisa) serta 
mengemukakanpendapatnya berdasarkankeahliannyayaitu, 
selanjutnyadenganmenarik kesimpulan daripadanya,untuk 
membuat jelas suatu perkara pidana, yang berguna 
bagikepentingan pemeriksaan.111 
 

Keterangan ahlidapatjugadiberikan untukmembantu pada 

waktupemeriksaanoleh penyidikatau penuntutumumsesuaidalam 

Pasal120Undang-UndangNo8Tahun1981tentang HukumAcara 

Pidanayang nantinyadituangkandalamsuatubentuklaporandanahli 

mengingat sumpah jabatanwaktu pertamamenerimajabatannya dan 

                                                           
111 Ibid, hal.72-73. 
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diucapkandimuka penyidikbahwa ahliakanmemberiketerangan 

menurutpengetahuannya sebaik-baiknya.Akantetapidalamsuatuhal 

karenapekerjaanataujabatan,harkatdanmartabatyangmewajibkan ahli 

menyimpanrahasiadapat menolak untukmemberikan keterangan 

yangdiminta. 

Padapasal184ayat(1)hurufbdanPasal186Undang-
UndangNo8Tahun1981tentangHukumAcaraPidana,agarketeran
ganahli dapat bernilai sebagai alat buktiyangsah : 
a) Harusmerupakanketeranganyangdiberikanolehseorangyan

g mempunyaikeahliankhusustentang sesuatuyang ada 
hubungannyadengan perkarapidanayangsedang diperiksa. 

b) Sedang keterangan yang diberikan seorang ahli, tapi tidak 
mempunyaikeahliankhusustentang suatukeadaanyang ada 
hubungannyadenganperkara pidanayang 
bersangkutan,tidak mempunyainilaisebagaialatbuktiyang 
sahmenurutundang- undang.112 
 

3. Surat 

Surat sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 187 Undang- 

Undang No8Tahun1981tentang HukumAcara Pidanayang menurut 

ketentuan ini surat yang dinilai dengan alat bukti yang sah di 

persidangan menurut undang-undang yaitu surat yang dibuat atas 

sumpahjabatandanatausuratyangdikuatkandengansumpah.Alat 

buktisuratmenurutdefinisiAsser-Anema yaitusegalasesuatu yang 

mengandungtanda-

tandabacayangdapatdimengerti,dimaksuduntukmengeluarkan 

isipikiran.113 

BerdasarkanPasal187Undang-
                                                           

112 Yahya Harahap, Op.cit, Hal.299. 
113 Andi Hamzah, Op.cit, Hal. 276. 
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UndangNo8Tahun1981tentangHukum AcaraPidana: 
“Suratsebagaimanadimaksud pasal184 ayat(1)hurufcUndang- 
Undang No8Tahun1981tentang HukumAcaraPidana,dibuatatas 
sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah,adalah: 
a. Beritaacara dansuratlaindalambentukresmiyang dibuatoleh 

pejabat umumyang berwenang atauyang dibuat 
dihadapannya, yangmemuatketerangantentang 
kejadianataukeadaanyang didengar,dilihatatauyang 
dialaminyasendiridisertaidengan alasanyangjelas dantegas 
tentangketerangan itu; 

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang- 
undanganatausurat yangdibuat olehpejabat mengenaihal 
yangtermasukdalamtata laksanayangmenjaditanggung 
jawabnyadanyang 
diperuntukkanbagipembuktiansesuatuhal atau sesuatu 
keadaan; 

c. Suratketerangandariseorangahli yamngmemuatpendapat 
berdasarkankeahliannyamengenaisesuatuhalatau sesuatu 
keadaanyangdimintasecara resmidaripadanya; 

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada 
hubungannyadengan isidan alat pembuktianyanglain”. 
 

BerdasarkanPasal187hurufdUndang-

UndangNo8Tahun1981tentang 

HukumAcaraPidanaberbedadenganketentuandalam 

Pasal187hurufa,bdancUndang-Undang No8Tahun1981tentang 

HukumAcaraPidana.Halinikarena dalamPasal187huruf dUndang- 

Undang No8Tahun1981tentang HukumAcara Pidanamenunjukkan 

suratsecara umumyangtidakberlandaskan sumpahjabatandansumpah 

disidang pengadilanyangbersifatresmidancenderungbersifatpribadi. 

Penjelasanselanjutnya juga menyebutkan bahwaberlakunyaalatbukti 

suratlainharusmempunyaihubungandenganalatbuktiyang lainagar 

mempunyai kekuatan pembuktian artinya alat bukti surat lain tidak 

dapat berdiri sendiri secarautuh. 
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Bentuksuratlainyang diaturdalamhurufd“hanyadapatberlaku” 
jikaisinyamempunyaihubungan denganalatpembuktianyang 
lain. Nilaiberlakunyamasihdigantungkan denganalatbuktiyang 
lain. Kalauisisuratituatau kalaualatpembuktianyang 
lainituterdapat salng hubungan, barulahsuratituberlaku dan 
dinilaisebagaialat buktisurat.114 
 
BerdasarkanPasaldiatasUndang-

UndangNo8Tahun1981tentangHukumAcaraPidanatidakmengaturtent

ang kekuatan pembuktian dari suratlainkarena 

tidakmempunyaibobotsebagaialat bukti hanya mengatur surat-surat 

resmi saja. penerapan surat lainsebagai bentuk alat bukti surat terlihat 

ganjil karena jika suatu alat bukti surat digantungkan dengan alat 

bukti yang lain yaitu jika mempunyai hubungan isinya dengan alat 

bukti yang lain sehingga terkesan tidak mempunyai nilai pembuktian 

bahkan cenderung menjadi alat bukti petunjuk yang intinya saling 

menghubungkan antara alat bukti satu dengan yang lainnya sehingga 

tercipta suatu urutan suatu peristiwa yang terjadi dalam perkara 

pidana yang diperiksa di sidang pengadilan. 

Sebagai syarat mutlak dalam menentukan dapat atau tidaknya 

suatu surat itu dapat dikategorikan sebagai suatu alat bukti yang sah 

ialah bahwa surat-surat itu harus dibuat diatas sumpah jabatan atau 

dikuatkan dengan sumpah. Surat resmi yang dimaksud dalam Pasal 

187Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

berbentuk berita acara, akte, surat keterangan ataupun surat lain yang 

mempunyai hubungan dengan perkara yang diadili. 
                                                           

114 Yahya Harahap, Op.cit, Hal.309 



 
 

111 
 

Pasal 187 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana dapat diartikan bahwa pejabat yang mempunyai 

wewenang untuk membuat surat-surat tersebut, dibebaskan untuk 

menghadap sendiri dipersidangan dan pembacaan surat-surat tersebut 

telah dianggap mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan apabila 

mereka menerangkan sendiri secara lisan dihadapan persidangan 

pengadilan. 

Surat yang dijadikan sebagai alat bukti dipengadilan biasanya 

berasal dari kedokteran forensik yang meneliti barang bukti yang 

ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) yang kemudian diteliti 

dimana barang bukti mati kemudian dituangkan dalam bentuk surat 

dan dapat dijadikan suatu pegangan bagi hakim untuk memutus suatu 

tindak pidana yang bersangkutan karena barang bukti mati tersebut 

tidak bisa berbohong dan terdakwa tidak bisa mengelak jika barang 

bukti tersebut telah nyata menunjukkan bahwa terdakwalah yang 

telah melakukan tindak pidana yang dituntutkan kepadanya. 

Nilai kekuatan pembuktian surat menurut Yahya Harahap jika 

dinilai dari segi teoritis serta dihubungkan dengan prinsip pembuktian 

dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana dapat dibedakan menjadi 2, yaitu : 

1. Ditinjau dari segi formal 
Alat bukti yang disebut pada Pasal 187 huruf a,b dan c Undang- 
Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah 
alat bukti yang sempurna sebab bentuk surat-surat ini dibuat 
secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan 
perundang- undangan. Alat bukti surat resmi mempunyai nilai 
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pembuktian formal yang sempurna dengan sendirinya bentuk dan 
isi surat tersebut : 
a. Sudah benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti 

yang lain; 
b. Semua pihak tak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan 

pembuatannya; 
c. Juga tak dapat lagi menilai kebenaran keterangan yang 

dituangkan pejabat yang berwenang didalamnya sepanjang isi 
keterangan tersebut tidak dapat dilumpuhkan dengan alat 
bukti yang lain;  

d. Dengan demikian ditinjau dari segi formal, isi keterangan 
yang tertuang di dalamnya, hanya dapat dilumpuhkan dengan 
alat bukti lain, baik berupa alat bukti keterangan saksi, 
keterangan ahli atau keterangan terdakwa. 

2. Ditinjau dari segi materiil 
Alat bukti surat tidak mempunyai kekuatan mengikat sama 
dengan alat bukti saksi, dan ahli yang sama-sama mempunyai 
nilai pembuktian yang bersifat bebas yang penilaiannya 
digantungkan dari pertimbangan hakim. Ketidakterikatannya 
hakim atas alat bukti surat tersebut didasarkan pada beberapa 
asas, antara lain : 
a. Asas proses pemeriksaan perkara pidana adalah untuk 

mencari kebenaran materiil atau kebenaran sejati (materiel 
waarheid), bukan mencari kebenaran formal. Nilai kebenaran 
dan kesempurnaan formal dapat disingkrkan demi untuk 
mencapai dan mewujudkan kebenaran materiil atau 
kebenaran sejati yang digariskan oleh penjelasan Pasal 183 
Undang-Undang No 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana yang memikul kewajiban bagi hakim untuk menjamin 
tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum bagi 
seseorang. 

b. Asas keyakinan hakim sesuai yang terdapat dalam Pasal 
183Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana yang menganut ajaran sistem pembuktian menurut 
undang-undang secara negatif. Dimana hakim dalam 
memutus harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat 
bukti yang sah, dan dengan alat bukti tersebut hakim 
memperoleh keyakinan bahwa terdakwa itu bersalah atau 
tidak. Hakim diberi kebebasan untuk menentukan putusan 
yang diambilnya dengan tetap memperhatikan tanggung 
jawab dengan moral yang tinggi atas landasan tanggung 
jawab demi mewujudkan kebenaran sejati. 

c. Asas batas minimum pembuktian yaitu sesuai dengan Pasal 
183Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana hakim dalam memberikan putusan harus berdasarkan 
minimal dua alat bukti dan dengan alat bukti tersebut hakim 
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memperoleh keyakinan untuk memberikan keputusan 
dipersidangan.115 
 
 
 
 
 

4. Petunjuk 

Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1), (2), (3) 

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

Didalam Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidanz, petunjuk diartikan sebagai perbuatan, 

kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya, baik antara satu 

dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, 

menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa 

pelakunya. 

Di dalam Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana dijumpai kata-kata 
“menandakan” yang maksudnya adalah bahwa justru oleh 
karena tidak mungkin dapat diperoleh oleh karena tidak 
mungkin dapat diperoleh kepastian mutlak bahwa terdakwa 
benar-benar telah bersalah melakukan perbuatan yang 
didakwakan kepadanya secara pasti, maka dari kata-kata 
demikian dipergunakan kepadanya secara pasti, maka dari 
kata-kata demikian dipergunakan, sehingga dari sekian banyak 
petunjuk yang ada telah dapat terbukti. Bahwa perbuatan, 
kejadian atau keadaan yang dianggap sebagai petunjuk 
haruslah ada kesesuaian antara satu dengan yang lain, karena 
justru pada persesuaian itulah letak kekuatan utama dari 
petunjuk-petunjuk sebagai sebagai alat bukti. Dan dari bunyi 
Pasal 188 (1) Undang- Undang No 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa diantara 
petunjuk-petunjuk itu harus ada “persesuaian”, maka hal itu 
berarti bahwa sekurang kurangnya harus ada dua petunjuk 
untuk memperoleh bukti yang sah, namun kalau bunyi pasal itu 

                                                           
115 Ibid, Hal.309-312 
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lebih diteliti lagi ternyata satu satu perbuatan saja yang ada 
persesuaiannya dengan tindak pidana itu, ditambah dengan 
satu alat bukti yang lain dan yang berkesesuaian 
keseluruhannya, maka sudah cukup alasan untuk 
menyatakanbahwa menurut hukum perbuatan yang 
didakwakan telah terbukti.116 
 
Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa petunjuk itu diperoleh dari 

keterangan saksi, surat, dan juga keterangan dari terdakwa dimana 

diantara ketiganya harus ada kesesuaian dan saling berhubungan. 

Persesuaian antara perbuatan, kejadian satu sama lain menunjukkan 

adanya suatu tindak pidana atau tidak, jika tidak ada persesuaian 

diantara ketiga alat bukti diatas maka belum bisa ditentukan itu 

merupakan petunjuk dan yang dapat melakukan penilaian itu 

merupakan petunjuk dalam setiap keadaan atau bukan adalah hakim, 

dimana harus melakukan pemeriksaan secara seksama dan cermat 

berdasarkan hati nuraninya. 

Pasal 188 ayat (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 
tentangHukum Acara Pidana menerangkan bahwa:Penilaian 
atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap 
keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi 
bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh 
kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. 
 
Berdasarkan Pasal 188 ayat (3) Undang-Undang No 8 

Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana sangat berpengaruh dalam 

setiap penggunaan alat bukti petunjuk sebagai dasar penilaian 

                                                           
116 I Ketut Martika, SH & Djoko Prakoso, SH., 1992, 

Dasar-dasar Ilmu KedokteranKehakiman, Rineka Cipta, 
Hal.44 
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pembuktian kesalahan terdakwa, karena nantinya akan berpengaruh 

terhadap tanggung jawab sebagai seorang hakim yang merangkai alat 

bukti yang ada sehingga menjadi dasar penjauhan hukuman. Dalam 

praktek penggunaan alat bukti petunjuk dalam persidangan sangat 

dihindari bila perlu menggunakan alat bukti yang lainnya kecuali jika 

dalam keadaan yang penting dan mendesak sekali maka alat bukti 

petunjuk dapat digunakan jika alat bukti yang lain belum mencukupi 

untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dinilai juga bahwa alat 

bukti petunjuk digunakan manakala alat bukti yang lain belum 

mencukupi batas minimum pembuktian yang sesuai dala Pasal 183 

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

Alat bukti petunjuk dalam persidangan dilihat dari persesuaian 

antara alat bukti satu dengan yang lainnya sehingga hakim 

memperoleh gambaran mengenai proses terjadinya tindak pidana dan 

penyebab terjadinya tindak pidana. Sumber dari alat bukti petunjuk 

diperoleh hakim dengan memperhatikan alat bukti yang lain sehingga 

diperoleh persesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan yang 

sebenarnya. Pada Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana ditentukan secara limitatif untuk 

mencari bukti petunjuk yaitu diperoleh dari : 

-  Keterangan saksi 

-  Surat 

-  Keterangan terdakwa 
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Alat bukti petunjuk tidak mencantumkan alat bukti ahli karena 

keterangan ahli diperoleh dari keterangan dari pakar dalam bidang 

keilmuan yang terkait yang bersifat subyektif dari pengetahuan 

masing- masing ahli dan dalam hal ini kemungkinan besar sudah 

telah bercampur dengan nilai-nilai budaya, keyakinan, latar belakang 

hidup, pendidikan dari ahli itu sendiri dan cenderung akan selalu 

membenarkan pendapatnya sehingga tidak bernilai obyektif. 

Alat bukti petunjuk baru ada jika sudah ada alat bukti yang lain 

sehingga sifatnya menggantungkan alat bukti yang lain atau 

“asessoir”. Dengan kata lain alat bukti petunjuk tidak akan pernah 

ada jika jika alat bukti lain. Nilai kekuatan pembuktian petunjuk 

dilihat dari : 

- Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang 
diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu hakim bebas 
menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian, 

- Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri 
membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada 
prinsip batas pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk 
mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus 
didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang 
lain.117 

 
5. Keterangan terdakwa 

Pengaturan tentang keterangan terdakwa terdapat dalam 

Pasal189-193 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana, dan dalam Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang No.8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengartikan mengenai 

                                                           
117 Yahya Harahap, Op.cit, Hal.317 
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keterangan terdakwa yaitu : 

“keterangan terdakwa ialah apa yang didakwakan di sidang 
tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri 
atau alami sendiri.” 
 
Keterangan terdakwa disini bukan berarti pengakuan terdakwa 

yang ada dalam HIR. Akan tetapi keterangan terdakwa bersifat lebih 

luas baik yang merupakan penyangkalan, pengakuan, ataupun 

pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Suatu perbedaan 

yang jelas antara keterangan terdakwa dengan pengakuan terdakwa 

sebagai alat bukti ialah keterangan terdakwa yang menyangkal 

dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang 

menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain 

merupakan alat bukti. 

Dengan dilihat dengan jelas bahwa keterangan terdakwa 
sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. 
Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu 
berbentuk penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan 
sebagai dari perbuatan atau keadan. Tidak perlu hakim 
mempergunakan seluruh keterangan seorang terdakwa atau 
saksi, demikian menurut HR dengan arrest-nya tanggal 22 Juni 
1944, NJ.44/45 No.59. sedangkan pengakuan sebagai alat 
bukti mempunyai syarat-syarat berikut. 
- Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan 
- Mengaku ia bersalah.118 
 
Menurut Memorie van Toelichting Ned Sv. Penyangkalan 

terdakwa atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya boleh menjadi 

alat bukti yang sah, hal ini lah yang menjadi konsekuensi penggunaan 

kata keterangan terdakwa sehingga hakim harus mendengarkan 

                                                           
118Andi Hamzah, Op.cit, Hal.278 
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penyangkalan dan pengakuan dari terdakwa. 

Keterangan terdakwa yang dapat diambil sebagai alat 

buktiyang sah harus mengandung beberapa asas, yaitu : 

i.  Keterangan terdakwa dinyatakan disidang pengadilan. Keterangan 

terdakwa bisa menjadi alat bukti jika dikemukakan disidang 

pengadilan, baik itu yang berbentuk penjelasan yang diutarakan 

sendiri, penjelasan ataupun jawaban terdakwa yang diajukan 

kepadanya oleh hakim, penuntut umum atau penasehat hukum 

baik yang berbentuk penyangkalan ataupun pengakuan. Ada juga 

keterangan terdakwa yang dikemukakan diluar persidangan 

seperti pada waktu penyidikan dan penyelidikan di kepolisian 

dapat digunakan untuk membantu untuk menemukan bukti 

disidang asalkan keterangan didukung oleh suatu alat yang sah 

sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 

ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana) dan keterangan yang dinyatakan di luar sidang sepanjang 

mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Selain itu keterangan 

yang diberikan haruslah dinyatakan di depan penyidik, dicatat 

dalam berita acara penyidik, kemudian ditanda tangani oleh 

penyidik dan terdakwa; 

ii. Keterangan terdakwa berisi tentang perbuatan yang ia lakukan 

atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri; 
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iii. Keterangan terdakwa hanya mempunyai alat bukti terhadap diri 

sendiri. 

Mengenai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa, bahwa 

seperti alat bukti yang lainnya untuk menemukan kebenaran materiil 

maka harus memenuhi Pasal 183 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana yaitu paling tidak harus memenuhi 

batas minimum pembuktian dengan 2 alat bukti yang sah, oleh karena 

itu pada Pasal 189 (4) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana juga menjelaskan: 

“Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan 
bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan 
kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang 
lain.” 
 
Paling tidak dalam suatu tindak pidana selain keterangan 

terdakwa harus ada satu alat bukti lain yang mendukung sehingga 

hakim dapat mengambil putusan, selain itu dengan alat bukti tersebut 

timbul keyakinan hakim atas tindak pidana tersebut bahwa terdakwa 

bersalah atau tidak atas dakwaan yang ditujukan padanya. Kemudian 

sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas, maka dengan ini 

hakim tidak terikat pada nilai kekuatan pembuktian keterangan 

terdakwa atau menyingkirkan kebenaran yang terkandung 

didalamnya, karena segala sesuatunya harus ada alasan yang logis 

yang bisa diterima oleh hakim. 

Alat bukti yang ada dalam Pasal 184 Undang-Undang No 8 

Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut dapat dihadirkan 
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oleh terdakwa dan juga oleh pihak kejaksaan. Alat bukti yang 

dihadirkan oleh terdakwa biasanya terkait untuk meringankan 

hukuman terdakwa yang sering disebut saksi yang meringankan 

sedangkan alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa terkesan 

memberatkan atau untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi 

tindak pidana karena peran dari jaksa penuntut umum dalam 

persidangan adalah sebagai wakil negara yang harus menyandarkan 

sikapnya kepada kepentingan masyarakat dan negara sehingga 

sifatnya harus bersifat obyektif. Selain itu dengan alat bukti tersebut 

hakim telah menemukan keyakinan bahwa perbuatan tersebut 

merupakan tindak pidana dan terdakwalah yang melakukan tindak 

pidana, jika dengan alat bukti tersebut hakim tidak menemukan 

keyakinannya maka alat bukti tersebut tidak bisa dijadikan acuan 

untuk membuktikan bahwa itu merupakan tindak pidana. Dalam 

pemeriksaan perkara pidana yang sifatnya ingin mengejar kebenaran 

materiil agar terdakwa diperiksa jangan membawa-bawa orang lain 

yang tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya dan untuk 

menghindari adanya fitnah terhadap diri orang lain yang tak bersalah. 

4. Ketentuan Alat Bukti Elektronik Menurut Peraturan Perundang- 

Undangandi Indonesia 

1.   Alat bukti dalam perkaraperdata 

Hukumpembuktianperdata diIndonesia,secarayuridisformalbelum 

mengakomodasikan dokumen atau informasi elektronik sebagai alat bukti 
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di 

pengadilan.BerdasarkanketentuanPasal164HIRdan284RbgsertaPasal1886

KUH Pdt.ada limaalat buktidalamperkaraperdatadiIndonesiayaitualatbukti 

tertulis,alatbuktisaksi, alatbuktipersangkaaan,alatbuktipengakuan,danalat 

bukti sumpah. 

Akantetapi,dalampraktikbisnis,dikenalonline tradingdanmicrofilm 

sebagai dokumendaninformasi elektronik. Semakin meningkatnyaaktivitas 

elektronik menyebabkanalat pembuktianyang dapat digunakan 

secarahukum harusjuga meliputiinformasiataudokumenelektronikserta 

keluarankomputer lainnya untukmemudahkanpelaksanaanhukumnya. 

Selainitu,hasilcetakdari dokumen elektronik tersebut jugaharus dapat 

dijadikan alat bukti sah secara 

hukum.Karenaitu,dalampraktikdikenaldanberkembangapayangdinamakan

bukti elektronik.119 

Buktielektronikdalamhalinformasielektronik dan/atau dokumen 

elektronikbarudapatdinyatakansahapabila 

menggunakansistemelektronikyang sesuaidenganperaturanyang 

berlakudiIndonesia.Sistemelektronikmenurut 

Pasal1Angka5UUITE,adalahserangkaianperangkatdanprosedurelektronik

berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,mengolah, menganalisis, 

menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau 

menyebarkan informasi elektronik. Sementarapenyelenggaraan sistem 

                                                           
119Efa LaelaFakhriah,Op.Cit.,hlm.14 
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elektronik sendiri adalah pemanfaatansistemelektronikolehpenyelenggara 

negara,orang,badanusaha, dan/atau masyarakat;sedangkan jaringan 

sistemelektronik adalah terhubungnya duasistemelektronikataulebih,yang 

bersifattertutupatauterbuka.Suatubukti 

elektronikdapatmemilikikekuatanhukumapabila informasinya 

dapatdijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, 

dan dapat ditampilkan, sehinggamenerangkan suatu keadaan. 

Orangyangmengajukan suatu 

buktielektronikharusnyadapatmenunjukkanbahwainformasiyangdimilikin

yaberasal dari sistem elektronikyangterpercaya.120 

AlatbuktidalamperkaraperdatadapatjugaditinjaudariPasal15Ayat(1)

UUDPyangtelahmeletakkan dasarpenting dalampenerimaan 

informasiataudokumenelektronik.DalamBabIII tentang PengalihanBentuk 

DokumendanLegalisasi, Pasal15Ayat(1)UUDPmenegaskanbahwa 

dokumen 

perusahaanyangtelahdimuatdalammicrofilm121ataumedialainnyadanatau 

hasil cetakannyamerupakanalat buktiyangsah. 122 

                                                           
120Ibid.,hlm.15. 
121 Yangdimaksud 

dengan“microfilm”ialahfilmyangmemuat rekaman 
bahantertulis, tercetak dantergambar dalam 
ukuranyangsangatkecil.(JosuaSitompul,Cyberspace, 
Cybercrimes,Cyberlaw: 
TinjauanAspekHukumPidana(Jakarta:Tatanusa,2012),hlm.271). 

122Ibid.  Hlm 266 
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Pengalihandokumen perusahaanke dalambentukmicrofilm atau 

media lainnyatersebutharusmemenuhipersyaratanyang 

secaraimplisitdiaturdalam UUDP.Lebihlanjut,UUDPjugamengaturbahwa 

apabila dianggapperlumaka dalam hal tertentu dan untuk keperluan 

tertentu, dapat dilakukan legalisasi 

terhadaphasilcetakdokumenperusahaanyang 

telahdimuatdalammicrofilmatau medialainnya.123 

Pengaturantersebutsetidaknyamemilikiduakesimpulanyang dapat 

diambil. Pertama, informasi atau dokumenelektronik harus dilegalisasi. 

Sebenarnya 

legalisasiinimerupakanusahauntukmenjagaataumempertahankan 

keotentikaan konten dari dokumen perusahaan. Melalui proses ini 

dokumenperusahaandalambentukmicrofilmataumedialainnyatersebutdinya

takansesuai denganaslinyasehinggadapat diterimasebagai alat 

buktiyangsah.124 

Kedua,yang dimaksud denganalatbuktiyang sahmenurutPasal15 

Ayat 

(1)UUDPialahalatbuktisurat,khususnyaaktadibawahtangan.Dengankata 

lain, isidalammicrofilm ataumedia lainnya telahdilegalisasitersebutdapat 

dijadikanalatbuktisuratdipengadilan.MenurutPasal1butir 2,Dokumen 

Perusahaan adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau 

diterima olehperusahaandalamrangka 
                                                           

123Ibid.hlm.272 
124Ibid.  Hlm 289 
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pelaksanaankegiatannya,baiktertulisdi ataskertas,atau saranalain maupun 

terekamdalambentuk corak apapunyang 

dapatdilihat,dibaca,ataudidengar.Berdasarkanketentuanini,yang dimaksud 

dengan Dokumen Perusahaan adalah dokumen dalam bentuk original 

(paper based) dan dokumen yang telah teralihkan ke dalam microfilm atau 

medialainnya. 125 

2.   Alat bukti dalam perkarapidana 

KitabUndang-UndangHukumAcara Pidana 

belummengatursetidaknya secara 

tegasmengenaialatbuktielektronikyangsah.Akantetapi,perkembangan 

peraturanperundang-undangansetelahKUHAPmenunjukkanadanya 

kebutuhan untukmengatur alatbuktielektronik. 

SuratMahakamahAgungkepadaMenteri Kehakiman Nomor 

39/TU/88/102/Pid tanggal14 Januari1988 menyatakan bahwa 

“microfilmataumicrofischedapatdipergunakansebagaialatbuktiyang 

sahdalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat, 

dengan 

catatanmicrofilmtersebutsebelumnyadijaminkeotentikasiannyayangdapatdi

telusurikembali dari registrasimaupun bentuk acara.”MenurutFakhriah 

pengakuan microfilm dan microfische sebagaialatbuktidalamsuratMA 

tersebutdidasarkan kepada analogidari PutusanMahkamahAgungNomor 

71.K/Sip/1974mengenai 

                                                           
125Ibid.  Hlm 199 
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fotokopidapatditerimasebagaialatbuktibiladisertaiketeranganataudengan 

jalanapapunsecara 

sahdapatditunjukkanbahwafotokopitersebutsesuaidengan aslinya.Oleh 

karenaitu,berdasarkananalogimakahasilprintout mesinfaksimili,microfilm, 

atau microfischejugadapat diterimasebagai alat bukti.126 

Sampaisaatiniadabeberapaperundang-undangan yangsecaraparsial telah 

mengatureksistensi alat bukti elektronik. Pengaturanalat bukti pada 

perundang-undangan tersebutmenunjukkan keberagaman, 

tetapikeberagaman tersebut telah diselesaikan dengan dikeluarkannya UU 

ITE. Pada bagian berikutnyaakan ditelaahketentuan perundang-undangan 

mengenaiperaturan alat bukti elektronikyangdimaksud.127 

A. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan 

TindakPidana Terorisme. 

Undang-Undang Nomor15Tahun2003tentang 

PemberantasanTindakPidana Terorisme(selanjutnya 

disebutUUT)mengakui keberadaanalat bukti .128Pasal27 UUT mengatur 

bahwaalatbuktipemeriksaan tindakpidana terorismemeliputi: 

i. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum 
AcaraPidana; 

ii. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, 
dikirimkan, diterima, atau yang disimpan secara elektronik 
dengan alat optik129 atau yang serupa dengan itu; dan  

                                                           
126Ibid.hlm.270 
127Ibid.  Hlm 290 
128Ibid.  Hlm 297 
129 

Yangdimaksuddenganalatoptikialahalatyangcarakerjanyamema
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iii. Data,rekaman,atauinformasiyangdapatdilihat,dibaca,dan/ata
udidengar, yangterekam 
secaraelektronik,termasuktetapitidakterbatas pada: 

1) Tulisan, suara, ataugambar; 
2) Peta,rancangan,foto,atausejenisnya; 
3) Huruf,tanda,angkasimbol.Atauperforasiyangmemilikimaknaatau 

dapat dipahami oleh 
orangyangmampumembacaataumemahaminya. 
 

Jika dihubungkandenganKUHAP,UUTmengatur 

alatbuktielektronik 

sebagaibuktikeenam.Alatbuktielektronikmenurutundang-undang initerdiri 

dari duajenis,yaitu: 130 

1. Alatbuktielektronikyangmenggunakanalatoptikatauserupadenganitu.

UUT dengan tegasmengatakan bahwaalatbuktielektronik tersebut 

dikategorikansebagaialatbuktilain,yang tidaktermasukalatbuktiyang 

diaturdalam KUHAP. 

2. Alatbuktielektronikberupa data,rekaman,atauinformasi. Walaupun 

tidakdiatur secarategassebagaialatbuktilain,alatbuktiinitetap 

dikategorikansebagaialatbuktilainkarena padaesensinyasamadengan 

poin atersebutdiatas. 

B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan 

danPemberantasanTindakPidana PencucianUang 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

danPemberantasanTindakPidanaPencucianUang(selanjutnyadisebutUUTP

                                                                                                                                                               
nfaatkan prinsip pemantulandanpembiasancahaya,sepertilup, 
mikroskop,periskop,dankamera.(JosuaSitompul, 
Op.Cit.,hlm.273.) 

130Ibid.hlm.274 
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PU)jugamengaturmengenaialatbuktielektroniksebagaimanadiaturdalamPa

sal73 yangberbunyi: 

Alat buktiyangsahdalam tindak pidana pencucian uangadalah: 

a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara 

Pidana;dan/atau 

b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, 

diterima,ataudisimpansecara elektronikdenganalatoptikataualat 

yangserupaoptik dengan dan Dokumen. 

Padaprinsipnyaketentuanalatbuktielektronik yangdiaturdalamUUT 

serupa denganUUTPPU.Akantetapi,UUTPPUmengaturbahwa alatbukti 

elektronik dapat diklasifikasikan sebagai dokumen,yaitu data, rekaman, 

atau informasiyang dapatdilihat,dibaca,dan/ataudidengaryang 

terekamsecara elektronik.Halinimenunjukkanbahwadalam 

UUTPPU,alatbukti surattelah diperluas hinggamencakup 

dokumenyangterekam secara elektronik.131 

C. Undang-UndangNomor31Tahun1999jo.Undang-

UndangNomor20Tahun2001 TentangPemberantasan Tindak 

PidanaKorupsi 

Pasal26AUndang-Undang Nomor31Tahun1999jo.Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(selanjutnyadisebut UUTipikor)mengaturbahwa: 

Alatbuktiyang 
sahdalambentukpetunjuksebagaimanadimaksuddalam Pasal 188 

                                                           
131Ibid.hlm.275 
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Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, 
khusus untuk tindak pidanakorupsi jugadapat diperoleh dari: 

a.    Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, 
dikirim, diterima,ataudisimpansecara 
elektronikdenganalatoptikatauyang serupadenganitu;danYang 
dimaksuddengan“alatoptikatauyang serupa dengan itu” dalam 
Ayat ini tidak terbatas pada data 
penghubungelektronik(electronic data 
interchange),suratelektronik (email), telegram, teleks,dan 
faksimili. 

b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang 
dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang terekam secara 
elektronik,yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, 
rancangan, foto, huruf, tanda,angka,atau 
perforasiyangmemilikimakna. 
 

Duahalyang dapatditarikdariPasal26AUUTipikoradalahbahwa 

pertama,pasaltersebutmengatur alatbuktielektroniksebagaialatbuktilaindan 

sebagaidokumen,yaituperluasandarisurat pengaturaniniselarasdenganUU 

TPPU.Kedua, Pasal26 AUUTipikormenegaskanbahwaalatbuktielektronik 

dapatdijadikansebagaisumberpetunjuk132sebagaimanadiaturdalamPasal18

8KUHAP. Hal tersebut merupakan hal yang logis mengingat pada 

prinsipnyapetunjuk hanyadapat diperoleh dari alat bukti lainyangsah. 

D. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi 

PemberantasanKorupsi 

Ketentuan mengenai alat bukti dalam tindak pidana korupsi tidak 

hanya diaturdalamUUTipikor,tetapijugaUUNomor30tahun2002tentang 

                                                           
132Petunjukadalahperbuatan,kejadianataukeadaan,yangk

arenapersesuaiannya, baik 
antarayangsatudenganyanglain,maupundengantindakpidanaitu
sendiri,menandakan bahwa 
telahterjadisuatutindakpidanadansiapapelakunya.(JosuaSitom
pul,Op.Cit.,hlm.277.) 



 
 

129 
 

Komisi Pemberantasan Korupsi(selanjutnyadisebutUUKPK) dalam 

Pasal44 Ayat(2) menyebutkan : 

“Buktipermulaanyang cukupdianggaptelahadaapabila 

telahditemukan sekurang-kurangnya 2(dua) 

alatbukti,termasukdantidakterbataspada informasiataudatayang 

diucapkan,dikirim, diterima, ataudisimpan baik gsecara 

biasamaupunelektronik atau optik.” 

Berdasarkan Pasaltersebut,UU KPK mengakuikeberadaanalatbukti 

elektronik,tetapipengaturanmengenaialatbuktielektroniktersebutmasihsang

atabstrak karena belum dapat ditarik kesimpulan yang tegas apakah alat 

buktielektronik tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur 

dalamKUHAPataumerupakanalatbuktitambahan.Seharusnya,ketentuandal

amPasal44 Ayat(2)UU KPK tersebutdimasukkan dalamUU Tipikor 

mengingatdalam undang-undang 

tersebuttelahdiaturbabtersendirimengenai penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di sidangpengadilan.133 

E. KetentuanalatbuktielektronikdalamUndang-

UndangNomor11Tahun2008Tentang Informasi danTransaksi Elektronik 

BerdasarkanketentuanpadaPasal1angka2UUITE,yang dimaksud 

dengantransaksielektronikadalahsuatuperbuatanhukumyang dilakukandan 

menggunakankomputerdan/ataumedia elektroniklainnya.Dalamrangka 

melakukan transaksi elektronik tersebut, maka para pihak akan selalu 

                                                           
133Ibid.,hlm279. 
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menggunakansuatudokumenelektroniksebagailandasanbagimereka untuk 

melakukanhubunganhukum.Terkaitdenganadanyatransaksielektronikyang 

di dalamnyamenggunakandokumenelektronik,didalamUUITE 

terdapatsuatu prinsipyang menentukanbahwasetiaporangyang 

menyatakanhak,memperkuat hakyang telahada,ataumenolakhakorang 

lain(prinsipyang samaadadidalam Pasal163HIRjo.1865KUH 

Pdt.)berdasarkanadanya informasielektronik 

dan/ataudokumenelektronikharusmemastikanbahwa informasielektronik 

dan/ataudokumenelektronikyangadapadanyaberasaldarisistemelektronik 

yang memenuhisyaratberdasarkan peraturanperundang-undangan.Adapun 

persyaratanyangditentukandidalamUUITEadalahbahwa syarat-

syaratadanya transaksi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah 

baik subyek dansistemnyasudahharusbersertifikasiyang 

dilakukanolehantaralain,pertama, LembagaSertifikasiKeandalan,yang 

akanmelakukanfungsiadministrasiyaitu dapat mencakup registrasi; 

otentikasi fisik terhadap pelaku usaha; pembuatan dan pengelolaan 

sertifikatkeandalan;sertamembuatdaftarsertifikatyang telah 

dibekukan.Halini ditentukandalamPasal10UUITE.Kedua,Penyelenggara 

SertifikasiElektronik,yang 

melakukanfungsiadministrasiyaitudapatmencakup: 

registrasi;otentikasifisikterhadapsi pemohon; 

pembuatandanpengelolaankunci publik maupun kunci privat; pengelolaan 

sertifikat elektronik; serta daftar 
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sertifikatyangtelahdibekukan.HalinitercantumdalamPasal13danPasal14U

UITE. 134 

Pasal5danPasal6UUITEmengaturmengenaialatbuktielektronik, 

yangmenerangkanbahwa informasielektronikdan/ataudokumenelektronik 

dan/atauhasilcetaknyamerupakanalatbuktihukumyang sahapabila 

menggunakansistemelektroniksesuaidenganketentuanyangdiaturdaamUU 

ITE.Akantetapi, ketentuan informasielektronik dan/atau 

dokumenelektronik tidakberlakuuntuksuratyangmenurutundang-

undangyang harusdibuatdalam bentuktertulismeliputitetapitidakterbatas 

pada surat berharga,suratyang berharga,dansuratyang 

digunakandalamprosespenegakanhukumperdata, 

pidanadanadministrasinegara,sertadokumen yangmenurutundang-Undang 

harusdibuatdalambentukakta notarilatauaktayangdibuatolehpejabat 

pembuat akta.135 

Sepertiyang telahdipaparkansebelumnya 

dalamPasal5Ayat(2)UUITE ditegaskanbahwa 

informasielektronikdan/atauhasilcetaknya merupakan 

perluasandarialatbuktiyang sahsesuaidenganHukumacarayang berlakudi 

Indonesia. Ketentuaninimenegaskanbahwa 

alatbuktielektroniktelahditerima dalamsistemhukumpembuktian 

                                                           
134JohanWahyudi,“DokumenElektroniksebagaiAlatBuktiP

adaPembuktianDiPengadilan”,Perspektif,VolumeXVII,No.2, 
Mei2012 

135 H.P.Panggabean,Op.Cit.,hlm.163. 
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diIndonesiadiberbagaiperadilan,pidana, perdata,agama,militer,tata usaha 

negara,mahkamahkonstitusi,termasuk 

arbitrase.UUITEtidakmenjelaskanapayang dimaksuddengan“perluasandari 

alatbuktiyang sah.”Akantetapi,Pasal5Ayat(2)UUITEmemberikanpetunjuk 

yang penting mengenai perluasan ini, yaitu bahwa perluasan tersebut 

harus “sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.” Mengacu 

kepadapembahasansebelumnya,perluasan tersebut mengandungmakna:136 

a. MemperluascakupanatauruanglingkupalatbuktiyangdiaturdalamPasal

184 KUHAP; dan 

b. Mengatursebagaibuktilain,yaitumenambahjumlahalatbuktiyangdiatur 

dalam Pasal 184 KUHAP. 

Mengacukepadaketentuan-ketentuanmengenaipembuktianyang 

diatur dalamKUHAPmaka“sesuaidenganHukumAcarayang 

berlakudiIndonesia” maksudnya 

ialahbahwaharusadaalatpengujiterhadapalatbuktielektronikagar 

alatbuktitersebutdapatdinyatakansahdipersidangansamasepertiterhadapalat

bukti lainnya, yaitu persyaratan formil dan persyaratan materil. 

Persyaratantersebutditentukanberdasarkanjenisalatbuktielektronikyangdim

aksud(dalam bentuk originalatau hasilcetaknya). 137 

a. Alat bukti elektronik memperluas cakupan atau ruanglingkup alat 

bukti 

                                                           
136Ibid. Hlm 236 
137Ibid., hlm.280. 
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AlatbuktidalamKUHAPyang diperluasialahalatbuktisurat.Esensidari 

suratialahkumpulandaritandabacadalambahasatertentuyang memiliki 

makna. Esensiinisamadenganhasil cetak dariInformasiatauDokumen 

Elektronik. Hasil cetak dariInformasiatau Dokumen Elektronik 

dikategorikansebagaisuratlainsebagaimana dimaksuddalamPasal187 

hurufdKUHAPdanhanya dapatdijadikanalatbuktiapabila hasilcetak 

tersebutmemilikihubungandenganisidarialatpembuktianyang 

lain.Hasil cetak Informasi atau Dokumen Elektronik belum dapat 

dikategorikan 

sebagaiaktaotentikmengingatpembatasanyangdiberikanolehPasal5Aya

t(4) UUITE. 138 

b. Alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain 

HalalatbuktielektroniksebagaialatbuktilaindipertegasdalamPasal44U

UITEyang mengaturbahwaInformasiatauDokumenelektronikadalah 

buktilain. Penegasanbahwainformasiataudokumenelektronikdalam 

bentukoriginalnyamerupakanalatbuktiselainyang telahdiaturdalam 

KUHAPialahpengaturanyang sangatpentingmengingatinformasiatau 

dokumenelektronikdalambentukoriginalnyadapatmengadunginformas

iyang tidak dapat diperoleh apabilainformasiatau dokumenelektronik 

tersebutdicetak.139 

c. Alat bukti elektronik sebagai sumberpetunjuk 

                                                           
138Ibid.  hlm274 
139Ibid., hlm.281 
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Pasal188Ayat(2) KUHAPmenentukansecara limitatif sumber 

petunjuk, yaitu:keterangan saksi,surat, danketeranganterdakwa. Akan 

tetapi, berdasarkan uraian di atas alat bukti elektronik juga dapat 

dijadikan sumber petunjuk,yaituhasilcetakInformasiatau Dokumen 

Elektronik dapatdikategorikansebagaisurat.Suratyang 

dimaksudialah“suratlain” 

sepanjangsuratitumemilikihubungandenganisidarialatpembuktian 

yang lain sebagaimanadimaksuddalam Pasal187 hurufd. walaupun 

demikian,khususuntukpembuktiandalamtindakpidanakorupsi,Pasal26

AUUTipikor telahmengatur bahwa alatbuktidalambentukoriginal 

dapat jugadijadikan sumberpetunjuk.140 

Tidaksembarang informasielektronikatau dokumenelektronikdapat 

dijadikan alat buktiyang sah. Menurut Pasal6 UUITE, suatu informasi 

elektronik atau dokumenelektronik dinyatakansah untuk dijadikan 

alatbuktiapabila menggunakansistemelektronikyang 

sesuaidenganketentuanyang diaturdalam UU ITE, yaitu sistem elektronik 

yang andal dan aman, serta memenuhipersyaratan minimum sebagai 

berikut.141 

1) dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektroniksecarautuhsesuaidengan masa retensiyang 

ditetapkandengan peraturan perundang-undangan; 

                                                           
140Ibid. Hlm 222 
141Ibid. Hlm 229 
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2) dapatmelindungiketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, 

dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem 

elektronik tersebut; 

3) dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam 

penyelenggaraansistemelektronik tersebut; 

4) dilengkapidenganprosedurataupetunjukyangdiumumkandenganbahas

a, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh 

pihakyangbersangkutan dengan penyelenggaraan systemelektronik 

tersebut; dan 

5) memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, 

kejelasan,dankebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk. 

Pihakyang mengajukaninformasielektroniktersebut harus dapat 

membuktikanbahwatelahdilakukanupayayang patutuntukmemastikan 

bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, 

keutuhan, keotentikan,kerahasiaan, dan keteraksesan informasielektronik 

tersebut. Dari Pasal 1 Angka 4, Pasal 5 Ayat (3), Pasal 6 dan Pasal 7 UU 

ITE dapat 

dikategorikansyaratformildanmateriildaridokumenelektronikagarmempun

yainilai pembuktian,yaitu:142 

a. berupainformasielektronikyangdibuat,diteruskan,dikirimkan,diterima 

ataudisimpan,yang dapatdilihat,ditampilkandan/ataudidengarmelalui 

Komputer atauSistemElektronik,termasuktulisan,suara,gambar...dan 

                                                           
142Ibid.  Hlm 261 
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seterusnyayang memilikimaknaatauartiataudapatdipahamiolehorang 

yangmampumemahaminya; 

b. dinyatakan sahapabilamenggunakan/berasaldari SistemElektronik 

sesuai dengan ketentuanyangdiatur dalam undang-undang; 

c. dianggapsahapabilainformasiyang tecantumdidalamnyadapatdiakses, 

ditampilkan, dijamin keutuhannya, dandapatdipertanggungjawabkan 

sehinggamenerangkan suatu keadaan. 

Uraianmengenaisyarat-syaratformildanmateriiltersebut menjelaskan 

bahwa 

dokumenelektronikagarmemenuhibatasminimalpembuktianharuslah 

didukung dengansaksiahliyang mengertidandapat menjaminbahwasistem 

elektronikyang digunakanuntukmembuat,meneruskan,mengirimkan, 

menerima atau menyimpan dokumen elektronik adalahsesuaidengan 

ketentuan dalam undang-undang;kemudianjuga 

harusdapatmenjaminbahwa dokumenelektronik tersebuttetapdalam 

keadaanseperti padawaktu dibuat tanpaada perubahan 

apapunketikaditerimaolehpihakyang lain(integrity),bahwamemang benar 

dokumentersebutberasaldariorangyangmembuatnya(authenticity)dandijam

intidak dapat diingkari oleh pembuatnya.143 

Halinibila dibandingkandenganbuktitulisan,maka dapatdikatakan 

dokumen elektronik mempunyai derajat kualitas pembuktian seperti 

buktipermulaantulisan(beginvanschriftelijke 

                                                           
143Ibid. Hlm 301 
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bewijs),dikatakansepertidemikianoleh karena 

dokumenelektroniktidakdapatberdirisendiridalammencukupibatas 

minimal pembuktian, oleh karenaitu harusdibantu dengan salah satu alat 

bukti yang lain. Nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada 

pertimbanganhakim,yangdengan demikian sifat kekuatan 

pembuktiannyaadalahbebas.144 

 

 

B. Tinjauan Teoritis tentang tindak pidana kejahatan tekhnologi informasi 

1. Aspek Substantif dalam penegakkan hukum pidana 

 Dilihat dari aspek/komponen substansi hukum (legal substance), 

sistem peradilan atau sistem penegakan hukum pada hakikatnya 

merupakan suatu sistem penegakan substansi hukum (di bidang hukum 

pidana meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan 

hukum pelaksanaan pidana). Dengan demikian, dilihat dari sudut 

substansi hukum, sistem peradilan/sistem penegakan hukum pada 

hakikatnya merupakan “integrated legal system” atau “integrated legal 

substance”. Hal ini sesuai dengan Encyclopedia dari Sanford H. Kadish 

di atas yang menyebutnya dengan istilah sistem normatif (normative 

system). 

2. Aspek Struktural dalam penegakkan hukum pidana 

                                                           
144Ibid. Hlm  307 
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Dilihat dari aspek/komponen struktural (legal structure), sistem 

peradilan/sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem 

bekerjanya/berfungsinya badan-badan/lembaga/ aparat penegak hukum 

dalam menjalankan fungsi/ kewenangannya masing-masing di bidang 

penegakan hukum. Dengan demikian, dilihat secara struktural, sistem 

peradilan/sistem penegakan hukum (SPH) juga merupakan “sistem 

administrasi/penyelenggaraan“ atau “sistem fungsional/ operasional” dari 

berbagai struktur/profesi penegak hukum. Dilihat dari sudut 

struktural/administrasi/fungsional inilah, di bidang sistem peradilan 

pidana (SPP), muncul istilah “integrated criminal justice system” atau 

“the administration of criminal justice”. Hal ini sesuai dengan 

Encyclopedia dari Sanford H. Kadish di atas yang menyebutnya dengan 

istilah sistem administratif (administrative system). Apabila SPP dilihat 

sebagai “sistem kekuasaan menegakkan  hukum pidana” (atau “sistem 

kekuasaan kehakiman  di bidang hukum pidana”), maka SPP merupakan 

serangkaian perwujudan dari kekuasaan menegak-kan hukum pidana 

yang terdiri dari 4 (empat) sub-sistem, yaitu : (1) kekuasaan “penyidikan” 

(oleh badan/ lembaga penyidik); (2) kekuasaan “penuntutan” (oleh 

badan/lembaga penuntut umum); (3) kekuasaan “mengadili dan 

menjatuhkan putusan/pidana” (oleh badan pengadilan); dan (4) 

kekuasaan “pelaksanaan putusan/pidana” (oleh badan/aparat 

pelaksana/eksekusi). Keempat tahap/subsistem itu merupakan satu 

kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral, dan sering 
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disebut dengan istilah “SPP Terpadu” (“integrated criminal justice 

system”). Patut dicatat, bahwa di dalam ke-4 sub-sistem itu, tentunya 

termasuk  juga profesi advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum. 

Dengan demikian, dilihat dari aspek struktural yang integral, kuranglah 

tepat apabila dikatakan di atas bahwa sistem pengadilan hanya 

merupakan “system of courts” dan hanya merupakan sistem kekuasaan 

mengadili/ menyelesaikan perkara (a mechanism for the resolution of 

disputes). “Badan pengadilan” dan “kekuasaan mengadili” hanya 

merupakan sub-sistem dari sistem peradilan atau sistem penegakan 

hukum. 

 

 

3. Aspek Kultural dalam penegakkan hukum pidana 

 Dilihat dari aspek/komponen budaya hukum (“legal culture”), 

sistem peradilan atau sistem penegakan hukum (SPH) pada  dasarnya 

merupakan perwujudan dari sistem “nilai-nilai budaya hukum” (yang 

dapat mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu 

hukum dan kesadaran/sikap perilaku hukum). Dengan demikian, dilihat 

dari sudut budaya hukum, sistem peradilan (SPH) dapat dikatakan 

merupakan “integrated legal culture” atau “integrated cultural legal 

system”, walaupun ada pendapat bahwa tidaklah mudah membuat 

batasan tentang “legal culture”.145 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

1. Kekuatan Alat Bukti Informasi elektronik dan dokumen elektronik 

Dalam Pembuktian Tindak Pidana Teknologi Informasi di Pengadilan 

Negeri Kota Jambi Pada Putusan Nomor : 819/Pid.Sus/2016/PN Jmb. 

Sejak Undang – Undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi 

elektronik dan transaksi elektronik  disahkan dan diundangkan pada 

tanggal 21 April 2008 dan telah dilakukan perubahan menjadi UU ITE No 

19 Tahun 2016 yang disahkan dan diundangkan pada 25 November 2016 

khususnya diatur dalam pasal 44 UU no 11 Tahun 2008 tentang alat bukti 
                                                                                                                                                               
https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/23/pembaharuan
-sistem-penegakan-hukum-dengan-pendekatan-religius-
dalam-konteks-siskumnas-dan-bangkumnas/. 
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lain seperti informasi elektronik dan dokumen elektronik. Bahwa alat bukti 

lain seperti yang disebutkan diatas yakni Informasi dan Dokumen 

elektronik merupakan alat bukti lain yang sah. Dalam kasus yang saya 

teliti pada putusan Nomor : 819/Pid.Sus/2016/PN Jmb yang termasuk 

Informasi elektronik yaitu alamat website yang digunakan terdakwa dan 

juga email yang digunakan oleh terdakwa seperti email palsu yang 

digunakan yaitu betonjambi@gmail.comdan alamat website palsu yang 

digunakan adalah http://wwwjambibeton.blogspot.co.id. Dan itu 

merupakan informasi elektronik. 

Terkait dengan dokumen elektronik sesuai dengan pembahasan di 

atas bahwa juga berdasarkan UU ITE No 11 tahun 2008 Pasal 1 angka 4 

bahwa merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, 

dikirimkan, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, suara gambar atau 

Poto capture bukti dan seterusnya ialah merupakan dokumen elektronik. 

Dengan itu dari hasil penipuan terdakwa melalui email dan website dapat 

di capture atau dipoto sehingga menjadi alat bukti. Seperti dari hasil 

putusan pada kasus yang saya ambil bahwa perkara jelas mengandung 

unsur “ Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan 

manipulasi, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan 

tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut 

dianggap seolah – olah data yang otentik. Yang dianut dalam pasal 35 UU 

ITE No 11 Tahun 2008. Dan pasal ini merupakan hasil putusan pengadilan 

yang dilanggar oleh terdakwa sesuai dengan dakwaan pertama penuntut 

mailto:betonjambi@gmail.com
http://wwwjambibeton.blogspot.co.id/
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umum dari 3 dakwaan pasal yang diajukan oleh penuntut umum. Dan ini 

merupakan bahwa adanya kekuatan alat bukti lain di antara nya yaitu 

informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dapat memperkuat hasil 

putusan dan pertimbangan hakim dan juga melalui fakta – fakta hukum 

yang ada. 

Dalam hal ini disamping bahwa alat bukti lain seperti yang 

dipaparkan diatas dinyatakan kuat atau dapat dibuktikan melalui perkara 

tersebut atau melalui fakta – fakta hukum yang ada yang dibuktikan oleh 

majelis hakim namun tentunya juga tak lepas dari keyakinan hakim seperti 

teori bahwa pembuktian berdasarkan keyakinan hakim selain dari alat – 

alat bukti yang ada di persidangan. Dan jelas termuat dalam pasal 5 ayat 1 

(satu ) dan 2 (dua ) UU ITE N0 19 Tahun 2016 atas Perubahan UU ITE No 

11 Tahun 2008 bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 

merupakan alat bukti yang sah. 

Disamping itu terbuktinya melalui alat – alat bukti yang sah namun di 

dalam perkara putusan yang menjadi studi kasus dalam tesis ini 

Pembuktian juga berdasarkan keyakinan hakim.Dalam undang-undang 

secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti 

yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan 

hakim. Seperti pada putusan yang telah penulis teliti.Namun keyakinan 

hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. 

Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut 

undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan 
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hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda. 

 

2. Praktik Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kejahatan Teknologi 

Informasi. 

Studi Kasus tentang Kekuatan alat bukti dalam pembuktian tindak 

pidana kejahatan teknologi informasi terhadap putusan nomor : 

819/Pid.Sus/2016/PN Jmb, yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan 

Negeri Kota Jambi, diperoleh data berdasarkan buku - buku literatur dan 

perturan perundang - undangan yang berhubungan dengan pokok 

permasalahan. Berdasarkan Studi Kasus tersebut maka diperoleh data - 

data sebagai berikut : 

 

1. Duduk Perkara 

Klasifikasi Perkara Informasi dan Transaksi Elektronik,Nomor 

Perkara819/Pid.Sus/2016/PN Jmb,JAMIL REZA Als LUKMAN 

ARIFIN Als BUDI STYO NUGROHO Als GEMILAN Als 

MARYOTO Als HENDRA Bin SYAMSUDIN 

Pertama : 

Bahwa terdakwa JAMIL REZA Als LUKMAN ARIFIN Als 

BUDI STYO NUGROHO Als GEMILAN Als MARYOTO Als 

HENDRA  Bin SYAMSUDIN pada bulan Januari 2016 s/d Bulan 

Februari 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada 

waktu lain dalam bulan Januari dan Februari  Tahun 2016 bertempat 

 di rumah terdakwa Kp. Kelapa RT.00/03 Kel. Rawa Panjang 

Kec.Bojong Gede Kab. Bogor Prop. Jawa Barat berdasarkan ketentuan 
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Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk 

memeriksa dan mengadili perkara ini, “  dengan sengaja dan tanpa hak 

atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, 

penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” yang 

dilakukan dengan cara sebagai berikut   

awalnya sekira Bulan januari Tahun 2016 terdakwa membuka 

jaringan internet dan menemukan nama PT. JAMBI BETON yang 

kemudian  terdakwa ingin mengetahui lebih jauh mengenai perusahaan 

tersebut dan terdakwa kembali mencoba membuka lebih dalam dengan 

mengklik tulisan atas nama PT.JAMBI BETON,dan terbuka dengan 

jelas alamat lengkap PT.JAMBI BETON dimana perusahaan tersebut 

bergerak dibidang produk Ready mix Congcrite (Cor Beton) setelah 

mendapatkan alamat lengkap tersebut timbullah niat dari terdakwa 

untuk membuat Iklan PT.JAMBI BETON melalui jaringan internet, 

padahal terdakwa bukanlah karyawan dari PT Jambi Beton. kemudian 

untuk itu lalu terdakwa  mengcopy alamat tersebut dan mengambil 

data-data Perusahaan tersebut serta memasukkan ke dalam Email 

betonjambi@gmail.com atas nama PT. JAMBI BETON yang sudah 

terdakwa buat sendiri kemudian data tersebut terdakwa pindahkan ke 

Email betonjambi@gmail.com  Bahwa setelah itu terdakwa membuka 

 situs untuk pengisian iklan atau penjualan barang melalui 

BLOGSPOT.co.id  web INDOTRADING dan dalam web tersebut ada 

pilihan prabayar atau gratis, kemudian terdakwa memilih yang gratis, 

setelah itu kemudian terdakwa  memasukkan email PT.JAMBI 

BETON,  nama perusahaan dan profil perusahaan , alamat, serta no HP 

HP. 081291074409 an LUKMAN (terdakwa sendiri) selanjutnya 

terdakwa mengambil/mengcopy data penjualan Ready Mic (COR 

BETON) dari salah satu iklan atas nama PT.SIGNAL READY MIC 
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dan terdakwa tampilkan ke iklan tersebut Yang berisikan gambar 

kendaraan operasional Mobil Molen, aktifitas cara kerja karyawan dan 

Mobil Molen dilapangan, dan tulisan “Daftar Harga Mutu Beton 

Readymix PT. BETON Kota Jambi yaitu: 

Daftar Harga Mutu Beton Readymix  : 

Beton K B0 /12 – + 2 / Rp     660.000,--------------------------------

----------Beton K 100 /12 – + 2 / Rp    680.000,-----------------------------

------------Beton K 125 /12 – + 2 / Rp    705.000,---------------------------

--------------Beton K 150 /12 – + 2 / Rp    735.000,-------------------------

----------------Beton K 175 /12 – + 2 / Rp    760.000,-----------------------

----------------Beton K 200 /12 – + 2 / Rp    780.000,-----------------------

------------------Beton K 225 /12 – + 2 / Rp    800.000,---------------------

--------------------Beton K 250 /12 – + 2 / Rp    815.000,-------------------

----------------------Beton K 275 /12 – + 2 / Rp    835.000,-----------------

------------------------Beton K 300 /12 – + 2 / Rp    855.000,---------------

--------------------------Beton K 325 /12 – + 2 / Rp    885.000,-------------

----------------------------Beton K 350 /12 – + 2 / Rp    900.000,-----------

------------------------------Beton K 375 /12 – + 2 / Rp    925.000,---------

--------------------------------Beton K 400 /12 – + 2 / Rp    945.000,-------

----------------------------------Beton K 500 /12 – + 2 / Rp 1.040.000, 

Keterangan sebagai berikut : 

Dengan Kapasitas Backhin plant : 30M3/Jam. 45M3/Jam, 

60M3/Jam Dan 90M3/Jam. -----(Sesuai Dengan Kebutuhan 

Customer). ------------------------------------------------ 

Type Pompa Beton : 

Type Standar, pompa yang memiliki panjang boom 20 m. --------

----------Type Long Boom, pompa yang memiliki panjang boom 28 m. 

--------------Type Super Long Boom, pompa yang memiliki panjang 
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boom 32 m. -----Type Fortable / Kodok, pompa yang aplikasinya 

menggunakan pipa. ----Vibrator, alat pemadat beton untuk mengurangi 

rongga dan keropos.- 

1.     Sewa pompa (concrete pump ) Cp standar. Rp. 2.500.000,- / Hari 

/ 8 jam. -- 

2.     Sewa pompa (concrete pump ) Cp longbum. Rp. 3.500.000,- / 

Hari / 8 jam. - 

3.     Sewa pompa (concrete pump ) Cp Super longbum. Rp. 

4.400.000,- / Hari / 8 jam. -------- 

4.     Sewa pompa (concrete pump ) Cp Kodok. Rp. 5.500.000,- / Hari / 

8 jam. 

5.   Sewa Viberator. Rp     400.000,- / Hari / 8 jam. -----------------------

---------- 

6.   Penambahan pipa Free 10 batang. ---------------------------------------

----- ---- 

Bahwa setelah semua data-data tersebut dimasukkan oleh 

terdakwa maka jadi lah iklan tersebut yaitu http://wwwjambibeton. 

blogspot.co.id/ dan http://jambibeton. web. indotrading. com, 

kemudian terdakwa menunggu 3 

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang 

berwenang atau dari Pihak Perusahaan PT JAMBI BETON  untuk 

 membuat/menciptakan Iklan melalui jaringan internet tersebut. 

       Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal  35 

UU-RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo 

Pasal 51 ayat (1)UU-RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi 

Transaksi Elektronik atau 
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Kedua : 

Bahwa terdakwa JAMIL REZA Als LUKMAN ARIFIN Als 

BUDI STYO NUGROHO Als GEMILAN Als MARYOTO Als 

HENDRA  Bin SYAMSUDIN pada bulan Januari 2016 s/d Bulan 

Februari 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada 

waktu lain dalam bulan Januari dan Februari  Tahun 2016 bertempat 

 di rumah terdakwa Kp. Kelapa RT.00/03 Kel. Rawa Panjang 

Kec.Bojong Gede Kab. Bogor Prop. Jawa Barat berdasarkan ketentuan 

Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk 

memeriksa dan mengadili perkara ini, “  dengan sengaja dan tanpa hak 

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan 

kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” yang dilakukan 

dengan cara sebagai berikut awalnya sekira Bulan januari Tahun 2016 

terdakwa membuat iklan melalui layanan Internet yaitu 

http://wwwjambibeton. blogspot.co.id/ dan http://jambibeton. web. 

indotrading. com yang melayani produk Ready mix Congcrite (Cor 

Beton), kemudian sekira Bulan bulan Februari 2016 saksi MUSDAR 

Bin MAHFI  mendapatkan pekerjaan/borongan pengecoran rumah  

dan setelah itu saksi MUSDAR Bin MAHFI mencari informasi 

mengenai penjualan Ready Mic (Cor Beton) melalui Internet dan pada 

saat itu saksi MUSDAR Bin MAHFI melihat ada iklan yang 

menawarkan penjualan Ready Mix (Cor Beton) atas nama PT.JAMBI 

BETON di http://wwwjambibeton. blogspot.co.id/ dan 

http://jambibeton. web. indotrading. com dan  iklan tersebut beralamat 

di Kota Jambi dan didalam iklan penjualan tersebut juga tertera nomor 

yang bisa dihubungi, selanjunya saksi menghubungi terdakwa dengan 

nomor Handphone : 081291074409  dan pada saat saksi MUSDAR 

Bin MAHFI menghubungi nomor tersebut di angkat oleh terdakwa 

dari PT.JAMBI BETON kemudian saksi saksi MUSDAR Bin MAHFI 

menanyakan mengenai penjualan Ready Mix tersebut lalu terdakwa 
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menjelaskan bahwa benar ada menjual ready mix dan menjelaskan 

harga Cor Beton sesuai dengan pertanyaaan saksi dan juga sesuai 

dengan harga yang ada dalam iklan di Internet dan selanjutnya saksi 

MUSDAR Bin MAHFI dan terdakwa sepakat mengenai harga yaitu 

Rp.10.000.000.-(Sepuluh Juta Rupiah) untuk mengecor rumah yang 

beralamat di daerah Beringin Kota Jambi sebanyak 9 (Sembilan) 

Kubik seharga Rp.10.000.000.-(Sepuluh Juta Rupiah) dan terdakwa 

meminta kepada saksi MUSDAR Bin MAHFI untuk pembayaran uang 

pembelian tersebut dilakukan melalui transfer pada Bank Mandiri 

an.DEDI PURNOMO, setelah itu saksi MUSDAR Bin MAHFI 

mentransfer sebanyak 2 kali yaitu masing Rp 5.000.000, sehingga 

jumlah uang yang telah ditransfer adalah Rp 10.000.000 (sepuluh juta ) 

rupiah , dan sampai saat ini saksi MUSDAR Bin MAHFI tidak pernah 

menerima cor beton tersebut sebagaimana yang terdapat pada iklan di 

http://wwwjambibeton. blogspot.co.id/ dan http://jambibeton. web. 

indotrading. Com. 

Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi saksi MUSDAR Bin 

MAHFI mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta ) 

Rupiah. sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal  28 

ayat (1) UU-RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi 

Elektronik Jo Pasal 45 ayat (2) UU-RI No. 11 tahun 2008 tentang 

Informasi Transaksi Elektronik atau 

Ketiga : 

Bahwa terdakwa JAMIL REZA Als LUKMAN ARIFIN Als 

BUDI STYO NUGROHO Als GEMILAN Als MARYOTO Als 

HENDRA  Bin SYAMSUDIN pada bulan Januari 2016 s/d Bulan 

Februari 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada 

waktu lain dalam bulan Januari dan Februari  Tahun 2016 bertempat 

 di rumah terdakwa Kp. Kelapa RT.00/03 Kel. Rawa Panjang 
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Kec.Bojong Gede Kab. Bogor Prop. Jawa Barat berdasarkan ketentuan 

Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk 

memeriksa dan mengadili perkara ini, “  dengan maksud untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, 

dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu 

muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain 

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi 

hutang maupun menghapuskan piutang.” yang dilakukan dengan cara 

sebagai berikut  : 

    Awalnya sekira Bulan januari Tahun 2016 terdakwa membuat 

iklan melalui layanan Internet yaitu http://wwwjambibeton. 

blogspot.co.id/ dan http://jambibeton. web. indotrading. com yang 

melayani produk Ready mix Congcrite (Cor Beton), kemudian sekira 

Bulan bulan Februari 2016 saksi MUSDAR Bin MAHFI  

mendapatkan pekerjaan/borongan pengecoran rumah  dan setelah itu 

saksi MUSDAR Bin MAHFI mencari informasi mengenai penjualan 

Ready Mic (Cor Beton) melalui Internet dan pada saat itu saksi 

MUSDAR Bin MAHFI melihat ada iklan yang menawarkan penjualan 

Ready Mix (Cor Beton) atas nama PT.JAMBI BETON di 

http://wwwjambibeton. blogspot.co.id/ dan http://jambibeton. web. 

indotrading. com dan  iklan tersebut beralamat di Kota Jambi dan 

didalam iklan penjualan tersebut juga tertera nomor yang bisa 

dihubungi, selanjunya saksi menghubungi terdakwa dengan nomor 

Handphone : 081291074409 dan pada saat saksi MUSDAR Bin 

MAHFI menghubungi nomor tersebut di angkat oleh terdakwa dan 
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terdakwa mengatakan bahwa ia dari PT.JAMBI BETON kemudian 

saksi MUSDAR Bin MAHFI menanyakan mengenai penjualan Ready 

Mix tersebut lalu terdakwa menjelaskan bahwa benar ada menjual 

ready mix dan menjelaskan harga Cor Beton sesuai dengan 

pertanyaaan saksi dan juga sesuai dengan harga yang ada dalam iklan 

di http://wwwjambibeton. blogspot.co.id/ dan http://jambibeton. web. 

indotrading. com.   Bahwa  selanjutnya saksi MUSDAR Bin MAHFI 

dan terdakwa sepakat mengenai harga yaitu Rp.10.000.000.-(Sepuluh 

Juta Rupiah) untuk mengecor rumah yang beralamat di daerah 

Beringin Kota Jambi sebanyak 9 (Sembilan) Kubik seharga 

Rp.10.000.000.-(Sepuluh Juta Rupiah) dan terdakwa meminta kepada 

saksi MUSDAR Bin MAHFI untuk pembayaran uang pembelian 

tersebut dilakukan melalui transfer pada Bank Mandiri an.DEDI 

PURNOMO, setelah itu saksi MUSDAR Bin MAHFI mentransfer 

sebanyak 2 kali yaitu masing Rp 5.000.000, sehingga jumlah uang 

yang telah ditransfer adalah Rp 10.000.000 (sepuluh juta ) rupiah, 

setelah itu kemudian terdakwa mengambil uang yang telah ditransfer 

saksi MUSDAR Bin MAHFI. 

2. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Terdakwa didakwa 

melakukan Tindak Pidana Kejahatan Tekhnologi Informasi dengan 

membuktikan dakwaan yang bebentuk alternatif yaitu dakwaan 

pertama kesatu melanggar Pasal 35 UU-RI No.11 tahun 2008 tentang 
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Transaksi Elektronik Jo Pasal 51 ayat (1) UU-RI No.11 tahun 2008 

tentang Informasi Transaksi Elektronik ATAU kedua melanggar pasal 

28 ayat (1) UU-RI No. 11 tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik Jo 

Pasal 45 ayat (2) UU-RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi 

Transaksi Elektronik ATAU ketiga melanggar pasal 378 KUHP : 

Menimbang bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah membuat 

surat dakwaan yang disusun secara alternatif maka majelis hakim 

dapat memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum 

yang ada dalam persidangan dalam hal ini dakwaan kesatu yaitu 35 

UU-RI No.11 tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik Jo Pasal 51 

ayat (1) UU-RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi 

Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut :  

1. Setiap Orang : 

2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

3.  Manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, 

pengrusakan informasi Elektronikk dan / dokumen elektronik dengan 

tujuan agar informasi elektronik / dan atau dokumen elektronik 

tersebut dianggap seolah - olah data yang otentik. 

3.  TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM 

1. Menyatakan terdakwa JAMIL REZA als LUKMAN ARIFIN als 

BUDI SETYO NUGROHO als GEMILAN als MARYOTO als 

HENDRA Bin SYAMSUDIN telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja 
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dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, 

penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar 

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut 

dianggap seolah - olah data yang otentik” sebagaimana diatur 

dalam pasal - pasal 35 UU-Ri No. 11 tahun 2008 tentang informasi 

transaksi elektronik, sesuai dalam dakwaan kesatu primair jaksa 

penuntut umum. 

2.   Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMIL REZA als 

LUKMAN ARIFIN als BUDI SETYO NUGROHO als 

GEMILAN als MARYOTO als HENDRA Bin SYAMSUDIN 

dengan pidana penjara selama 2 tahun dengan ketentuan masa 

penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya. 

3.   Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan  

4.   Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 

2000,- (dua ribu rupiah). 

4.  PEMBUKTIAN 

               Pembuktian di persidangan memeriksa beberapa alat bukti yaitu: 

a. Keterangan Saksi : 

1.1 Nama lengkap : SUDARWIN Bin MUHAMAD YUSUF, 

Umur 41 Tahun, Lahir di Medan pada tanggal 07 April 1973, Agama 

Islam, Pekerjaan Karyawan PT. JAMBI TRANSPORTIR, 

Pendidikan Terakhir SMA (Tamat), Jenis Kelamin Lak-laki, 

Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Multatuli Lrg. Riau RT.03 
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Kel. Mayang Mangurai Kec. Kota Baru Kota Jambi, yang 

memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan pada 

pokoknya menerangkan sebagai berikut : 

- Bahwa benar saksi saksi tidak mengenal dengan terdakwa 

- Bahwa saksi bekerja di PT. JAMBI BETON Kota Jambi sejak 

tahun 2005, hingga saat ini dengan memiliki jabatan sebagai 

Manager di PT, JAMBI BETON 

- Adapun tugas saksi di PT. JAMBI BETON selaku Manager 

adalah mengontrol semua kegiatan perusahaan dilapangan dan 

tanggung jawab kepada pemilik perusahaan PT. JAMBI 

BETON 

- Bahwa PT. JAMBI BETON Kota Jambi tersebut bergerak di 

bidang Ready mix Congcrite (Cor Beton)  

- Bahwa benar terdakwa telah membuat sebuah situs melalui 

jaringan internet dengan manipulasi data maupun informasi 

atas nama PT. JAMBI BETON serta menawarkan penjualan 

Ready Mix (Cor Beton) dengan harga dibawah standart yang  

seolah-olah  bahwa  data atau informasi masih tersebut adalah 

benar milik PT. JAMBI BETON untuk mendapatkan 

keuntungan dari korban (Konsumen) 

- Bahwa cara terdakwa manipulasi data maupun informasi 

mengatasnamakan Perusahaan milik korban yaitu PT. JAMBI 

BETON tersebut adalah dengan cara memasang iklan yang 

dimuat dihalaman salah satu jejaring social dan halaman di 

jejaring internet yang bertuliskan dan disertai beberapa 

gambar milik PT. JAMBI BETON, dengan maksud dan tujuan 

terlapor mencari Konsumen yang berminat/tertarik dengan 

iklan tersebut, kemungkinan apabila ada korban yang tidak 

mengetahui iklan palsu tersebut akan menghubungi nomor 

Handphone yang tertera dihalaman iklan yang dituliskan oleh 

para terlapor, adapun setelah saksi amati dan pelajari modus 
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terdakwa meminta sejumlah Uang sebagai DP pengikatan 

awal kerja sams atau kontrak dengan layanan iklan yang 

mengatasnamakan PT. JAMBI BETON tersebut, yang mana 

uang tersebut diperintahkan oleh terdakwa untuk dikirim 

melalui transfer ke nomor rekening yang telah dimiliki 

terdakwa. 

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah manipulasi 

data maupun informasi atas nama PT. JAMBI BETON 

tersebut pada tanggal yang saksi tidak ingat lagi bulan Januari 

2016 setelah mendapat keterangan dari Sdr. THEOPILUS 

NAFTALI Bagian Marketing PT. JAMBI BETON yang 

menjelaskan ada konsumen yang mengkonfirmasi telah 

pemesanan Ready Mix kepada PT. JAMBI BETON melalui 

internet yang sebelumnya tidak pernah terjadi karena PT. 

JAMBI BETON tidak memasang iklan penjualan Ready Mix 

melalui internet. 

- Bahwa cara PT. JAMBI BETON dalam melakukan kegiatan 

penjualan dan penawaran /memasarkan Ready Mix kepada 

konsumen PT. JAMBI BETON, tersebut secara langsung 

dengan cara pemesanan melalui telephone ke kantor PT. 

JAMBI BETON dan kemudian dilakukan kesepakatan 

pembayaran dan tempat dilakukan pengecoran milik 

konsumen. 

- Bahwa benar PT. JAMBI BETON tidak pernah menawarkan 

produknya melalui jaringan internet. 

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali 

sehubungan dengan Link / tautan yang bertulis 

http://jambibeton.web.indotranding.comdab PT. JAMBI 

BETON ditempat saksi bekerja saat ini ada memiliki 

Link/tautan tersebut. 

http://jambibeton.web.indotranding.com/
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- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan 

Link/tautan yangbertulishttp://www.facebook.com/pages/PT-

Jambi-Beton-Ready-Mix/317820394982939, tersebut dan PT. 

JAMBI saat ini ada tidak memiliki Link/tautan tersebut. 

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dan pembuat dari 

Link/tautan yang bertulis 

http://jambibeton.web.indotranding.com 

danhttp://www.facebook.com/pages/PT-Jambi-Beton-Ready-

Mix/317820394982939 tersebut. 

- Bahwa benar harga pemasaran produk tersebut yang 

diperlihatkan dipersidangan dan di berkas perkara tidak sesuai 

dengan harga standart yang ada di PT. BETON JAMBI tempat 

saya bekerja dan jauh dibawah harga standart yang ditetapkan 

PT. JAMBI BETON. 

- Bahwa pada halaman di dalam tautan milik terlapor 

LUKMAN tersebut bukan lah nomor telephone milik 

karyawan PT. JAMBI BETON 

- Bahwa Email : betonjambi@gmail.com dn mail : 

betonjambi@gmail.com see more at di dalam halaman milik 

terlapor LUKMAN tersebut, kedua email tersebut milik dan 

digunakan oleh PT. JAMBI BETON 

- Berdasarkan foto mobil yang berada dalam tautan milik 

terdakwa, bahwa mobil tersebut bukan milik PT. JAMBI 

BETON dan bukan mobil yang digunakan untuk melakukan 

kegiatan di PT. JAMBI BETON ditempat saksi bekerja saat ini 

- Bahwa sebuah foto yang berada dalam tautan milik terdakwa, 

bukan merupakan salah satu foto dokumentasi milik PT. 

JAMBI BETON dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 

- Bahwa sebuah foto logo PT. JAMBI BETON yang ada dalam 

tautan milik terdakwa bukan merupakan foto logo kepunyaan 

PT. JAMBI BETON tempat saksi bekerja. 

http://www/
http://jambibeton.web.indotranding.com/
http://www.facebook.com/pages/PT-Jambi-Beton-Ready-Mix/317820394982939
http://www.facebook.com/pages/PT-Jambi-Beton-Ready-Mix/317820394982939
mailto:betonjambi@gmail.com
mailto:betonjambi@gmail.com
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- Bahwa iklan ataupun berita yang dimuat oleh terdakwa 

dihalaman internet tersebut bukan merupakan milik PT. 

JAMBI BETON 

- Bahwa PT. JAMBI BETON dalam melakukan pemasaran 

produk Ready mix Congcrite (Cor Beton) tidak ada memakai 

sarana Internet atau sejenisnya. 

- Bahwa cara PT. JAMBI BETON dalam melakukan pemasaran 

produk Ready mix Congcrite (Cor Beton) adalah dengan 

menjual produk Ready mix secara langsung dan biasanya 

konsumen yang datang ke kantor PT. JAMBI BETON  untuk  

pembelian  Ready  Mix  atau menghubungi PT. JAMBI 

BETON melalui telephone dan kemudian akan dilakukan 

survey ke lokasi sesuai dengan permintaan konsumen. 

--------- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan 

membenarkannya. 

1.2 Nama lengkap : TOTOK HERI PURNOMO Bin SUBENI 

SUKARJO Umur 45 tahun, Lahir di Jambi pada tanggal 20 

Juni 1971, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. JAMBI 

BETON, Pendidikan terakhir S1 (Tamat), Jenis Kelamin 

Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Pangeran 

Antasari RT.34 Kel. Talang Banjar Kota Jambi dalam 

persidangan dipengadilan dibawah sumpah, pada pokoknya 

menerangkan sebagai berikut : 

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa. 

- Bahwa PT. JAMBI BETON Kota Jambi tersebut bergerak di 

bidang Ready mix Congcrite (Cor Beton) 

- Adapun saksi mengetahui sehubungan dengan laporan 

pengaduan pelapor dalam perkara dugaan tindak pidana 

“Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Penipuan 

atau Pemalsuan Surat tersebut, terlapor terdakwa telah 
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membuat sebuah situs melalui jaringan Internet dengan 

manipulasi data maupun informasi atas nama PT. JAMBI 

BETON serta menawarkan penjualan Ready Mix (Cor Beton) 

dengan harga dibawah standart yang seolah-olah bahwa data 

atau informasi masih tersebut adalah benar milik PT. JAMBI 

BETON untuk mendapatkan keuntungan dari korban 

(Konsumen) 

- Bahwa cara terdakwa manipulasi data  maupun informasi 

mengatasnamakan Perusahaan milik korban yaitu PT. JAMBI 

BETON tersebut adalah dengan cara memasang iklan yang 

dimuat dihalaman salah satu  jejaring sosial dan halaman 

dijejaring internet yang bertuliskan dan disertai beberapa 

gambar milik PT. JAMBI BETON, dengan maksud dan tujuan 

terlapor mencari Konsumen yang berminat/tertarik dengan 

iklan tersebut, kemungkinan apabila ada korban yang tidak 

mengetahui iklan palsu tersebut akan menghubungi nomor 

handphone yang tertera di halaman iklan yang dituliskan oleh 

para terlapor, adapun setelah saksi amati dan pelajari modus 

terdakwa meminta sejumlah Uang sebagai DP pengikatan 

awal kerja sama atau kontrak dengan layanan iklan yang 

mengatasnamakan PT. JAMBI BETON tersebut, yang mana 

uang tersebut diperintahkan oleh terdakwa untuk dikirim 

melalui transfer ke nomor rekening yang telah dimiliki oleh 

terdakwa. 

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan terdakwa telah 

manipulasi data maupun informasi atas nama PT. JAMBI 

BETON tersebut pada tanggal yang saksi tidak ingat lagi 

Bulan Maret 2015, ada konsumen yang bernama Sdr. ALFIN 

yang berdomisili di Kota Jakarta menghubungi saksi melaluui 

handphone dengan nomor HP. 081282877878 dan Sdr. 

CHAIRUL yang berdomisili Kota Jakarta dengan nomor 
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087885346244, untuk menanyakan kebenaran PT. JAMBI 

BETON Kota Jambi, lalu saksi jelaskan kepada saksi tersebut 

bahwasanya Web yang menawarkan/memasarkan produk 

melalui media sosial maupun internet dengan menggunakan 

PT. JAMBI BETON tersebut tidak benar, lalu Konsumen yang 

menghubungi saksi tersebut terkejut dengan apa yang saksi 

jelaskan kepada mereka, adapun setelah saksi mengetahui hal 

tersebut saksi langsung melaporkan dan menjelaskan kepada 

atasan saya sehubungan  ada  beberapa  konsumen  yang  

mengkonfirmasi  telah  pemesanan  Ready Mix kepada PT. 

JAMBI BETON  melalui  internet  yang  sebelumnya  tidak 

pernah terjadi karena PT. JAMBI BETON tidak pernah 

memasang iklan penjualan Ready Mix melalui internet. 

- Bahwa cara PT. JAMBI BETON dalam melakukan kegiatan 

penjualan dan penawaran/memasarkan Ready Mix kepada 

konsumen PT. JAMBI BETON, tersebut secara langsung 

dengan cara pemesanan melalui telephone ke kantor PT. 

JAMBI BETON dan kemudian dilakukan kesepakatan 

pembayaran dan tempat dilakukan pengecoran milik 

konsumen. 

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali 

sehubungan dengan Link / tautan yang bertulis 

http://jambibeton.web.indotranding.com dab PT. JAMBI 

BETON ditempat saksi bekerja saat ini ada memiliki 

Link/tautan tersebut. 

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan Link / 

tautan  yang bertulis http://www.facebook.com/pages/PT-

Jambi-Beton-Ready-Mix/317820394982939 tersebut dan PT. 

JAMBI BETON saat ini tidak ada memiliki Link / tautan 

tersebut 

http://jambibeton.web.indotranding.com/
http://www.facebook.com/pages/PT-Jambi-Beton-Ready-Mix/317820394982939
http://www.facebook.com/pages/PT-Jambi-Beton-Ready-Mix/317820394982939
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- Bahwa  harga  pemasaran  produk tersebut tidak sesuai dengan 

harga standart yang ada di  PT. JAMBI BETON tempat saksi 

bekerja dan jauh dibawah  harga  standart  yang  ditetapkan 

PT. JAMBI BETON, adapun sepengetahuan saksi harga yang 

digunakan oleh terdakwa tersebut merupakan harga pasaran di 

Kota Pulau Jawa. 

- Bahwa Email : betonjambi@gmail.com dn mail : 

betonjambi@gmail.com see more at di dalam halaman milik 

terdakwa tersebut, kedua email tersebut milik dan digunakan 

oleh PT. JAMBI BETON 

- Berdasarkan foto mobil yang berada dalam tautan milik 

terdakwa, bahwa mobil tersebut bukan milik PT. JAMBI 

BETON dan bukan mobil yang digunakan untuk melakukan 

kegiatan di PT. JAMBI BETON ditempat saksi bekerja saat ini 

- Bahwa sebuah foto yang berada dalam tautan milik terdakwa, 

bukan merupakan salah satu foto dokumentasi milik PT. 

JAMBI BETON dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 

- Bahwa sebuah foto logo PT. JAMBI BETON yang ada dalam 

tautan milik terdakwa bukan merupakan foto logo kepunyaan 

PT. JAMBI BETON tempat saksi bekerja. 

- Bahwa iklan ataupun berita yang dimuat oleh terdakwa 

dihalaman internet tersebut bukan merupakan milik PT. 

JAMBI BETON 

--------- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan 

membenarkannya. 

1.3 Nama lengkap : THEOPILUS NAFTALI als TEO Umur 

35 tahun Lahir di Jambi pada tanggal 23 Desember 1980, 

Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan PT. JAMBI 

BETON, Pendidikan terakhir SMK (Tamat), Jenis 

Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat 

mailto:betonjambi@gmail.com
mailto:betonjambi@gmail.com
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Jl. Prof. M. Yamin RT. 36 Kel. Payolebar Kec. Jelutung 

Kota Jambi, dalam persidangan dipengadilan dibawah 

sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa. 

- Bahwa PT. JAMBI BETON Kota Jambi tersebut bergerak di 

bidang Ready mix Congcrite (Cor Beton) 

- Adapun saksi mengetahui sehubungan dengan laporan 

pengaduan pelapor dalam perkara dugaan tindak pidana 

“Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Penipuan 

atau Pemalsuan Surat tersebut, terlapor terdakwa telah 

membuat sebuah situs melalui jaringan Internet dengan 

manipulasi data maupun informasi atas nama PT. JAMBI 

BETON serta menawarkan penjualan Ready Mix (Cor Beton) 

dengan harga dibawah standart yang seolah-olah bahwa data 

atau informasi masih tersebut adalah benar milik PT. JAMBI 

BETON untuk mendapatkan keuntungan dari korban 

(Konsumen) 

- Bahwa cara terdakwa manipulasi data  maupun informasi 

mengatasnamakan Perusahaan milik korban yaitu PT. JAMBI 

BETON tersebut adalah dengan cara memasang iklan yang 

dimuat dihalaman salah satu  jejaring sosial dan halaman 

dijejaring internet yang bertuliskan dan disertai beberapa 

gambar milik PT. JAMBI BETON, dengan maksud dan tujuan 

terlapor mencari Konsumen yang berminat/tertarik dengan 

iklan tersebut, kemungkinan apabila ada korban yang tidak 

mengetahui iklan palsu tersebut akan menghubungi nomor 

handphone yang tertera di halaman iklan yang dituliskan oleh 

para terlapor, adapun setelah saksi amati dan pelajari modus 

terdakwa meminta sejumlah Uang sebagai DP pengikatan 

awal kerja sama atau kontrak dengan layanan iklan yang 

mengatasnamakan PT. JAMBI BETON tersebut, yang mana 
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uang tersebut diperintahkan oleh terdakwa untuk dikirim 

melalui transfer ke nomor rekening yang telah dimiliki oleh 

terdakwa. 

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan terdakwa telah 

manipulasi data maupun informasi atas nama PT. JAMBI 

BETON tersebut pada tanggal yang saksi tidak ingat lagi 

Bulan Maret 2015, ada konsumen yang bernama Sdr. ALFIN 

yang berdomisili di Kota Jakarta menghubungi saksi melaluui 

handphone dengan nomor HP. 081282877878 dan Sdr. 

CHAIRUL yang berdomisili Kota Jakarta dengan nomor 

087885346244, untuk menanyakan kebenaran PT. JAMBI 

BETON Kota Jambi, lalu saksi jelaskan kepada saksi tersebut 

bahwasanya Web yang menawarkan/memasarkan produk 

melalui media sosial maupun internet dengan menggunakan 

PT. JAMBI BETON tersebut tidak benar, lalu Konsumen yang 

menghubungi saksi tersebut terkejut dengan apa yang saksi 

jelaskan kepada mereka, adapun setelah saksi mengetahui hal 

tersebut saksi langsung melaporkan dan menjelaskan kepada 

atasan saya sehubungan  ada  beberapa  konsumen  yang  

mengkonfirmasi  telah  pemesanan  Ready Mix kepada PT. 

JAMBI BETON  melalui  internet  yang  sebelumnya  tidak 

pernah terjadi karena PT. JAMBI BETON tidak pernah 

memasang iklan penjualan Ready Mix melalui internet. 

- Bahwa cara PT. JAMBI BETON dalam melakukan kegiatan 

penjualan dan penawaran/memasarkan Ready Mix kepada 

konsumen PT. JAMBI BETON, tersebut secara langsung 

dengan cara pemesanan melalui telephone ke kantor PT. 

JAMBI BETON dan kemudian dilakukan kesepakatan 

pembayaran dan tempat dilakukan pengecoran milik 

konsumen. 
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- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali 

sehubungan dengan Link / tautan yang bertulis 

http://jambibeton.web.indotranding.com dab PT. JAMBI 

BETON ditempat saksi bekerja saat ini ada memiliki 

Link/tautan tersebut. 

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan Link / 

tautan  yang bertulis http://www.facebook.com/pages/PT-

Jambi-Beton-Ready-Mix/317820394982939 tersebut dan PT. 

JAMBI BETON saat ini tidak ada memiliki Link / tautan 

tersebut 

- Bahwa  harga  pemasaran  produk tersebut tidak sesuai dengan 

harga standart yang ada di  PT. JAMBI BETON tempat saksi 

bekerja dan jauh dibawah  harga  standart  yang  ditetapkan 

PT. JAMBI BETON, adapun sepengetahuan saksi harga yang 

digunakan oleh terdakwa tersebut merupakan harga pasaran di 

Kota Pulau Jawa. 

- Bahwa Email : betonjambi@gmail.com dn mail : 

betonjambi@gmail.com see more at di dalam halaman milik 

terdakwa tersebut, kedua email tersebut milik dan digunakan 

oleh PT. JAMBI BETON 

- Berdasarkan foto mobil yang berada dalam tautan milik 

terdakwa, bahwa mobil tersebut bukan milik PT. JAMBI 

BETON dan bukan mobil yang digunakan untuk melakukan 

kegiatan di PT. JAMBI BETON ditempat saksi bekerja saat ini 

- Bahwa sebuah foto yang berada dalam tautan milik terdakwa, 

bukan merupakan salah satu foto dokumentasi milik PT. 

JAMBI BETON dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 

- Bahwa sebuah foto logo PT. JAMBI BETON yang ada dalam 

tautan milik terdakwa bukan merupakan foto logo kepunyaan 

PT. JAMBI BETON tempat saksi bekerja. 

http://jambibeton.web.indotranding.com/
http://www.facebook.com/pages/PT-Jambi-Beton-Ready-Mix/317820394982939
http://www.facebook.com/pages/PT-Jambi-Beton-Ready-Mix/317820394982939
mailto:betonjambi@gmail.com
mailto:betonjambi@gmail.com
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- Bahwa iklan ataupun berita yang dimuat oleh terdakwa 

dihalaman internet tersebut bukan merupakan milik PT. 

JAMBI BETON 

--------- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan 

membenarkannya. 

1.4 Nama lengkap : MUSDAR Bin MAHFI Umur 36 tahun 

Lahir di Palembang pada tanggal 28 Desember 1979, 

Agama Islam, Pekerjaan Pemborong Bangunan, 

Pendidikan terakhir STM (Tamat), Jenis Kelamin Laki-

laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Slamet 

Riyadi Lrg. Kodim RT. 18 Kel. Solok Sipin  Kec. 

Telanaipura Kota Jambi, dalam persidangan dipengadilan 

dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai 

berikut : 

- Bahwa benar bahwa dalam perkara ini saksi tidak kenal 

dengan terdakwa bernama JAMIL REZA Als LUKMAN 

ARIFIN Als BUDI STYO NUGROHO Als GEMILAN Als 

MARYOTO Als HENDRA Bin SYAMSUDIN (Alm) dan 

saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya. 

- Bahwa cara sehingga saksi bias mengenal dengan terdakwa 

pada awalnya saksi melihat ada iklan yang menawarkan 

penjualan Ready Mix (Cor Beton) atas nama PT. JAMBI 

BETON kemudian saksi menghubungi nomor handphone : 

081291074409 atas nama Sdr. LUKMAN yang tertera 

didalam iklan tersebut dan selanjutnya terjadi sepakat antara 

saksi dan Sdr. LUKMAN / terdakwa untuk melakukan 

pembelian Ready Mix (Cor Beton) kepada PT. JAMBI 

BETON dan atas permintaan Sdr. LUKMAN untuk 

pembayaran uang pembelian tersebut dilakukan melalui 

transfer ke rekening an. DEDI PURNOMO 
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- Bahwa kesepakatan saksi dengan terdakwa mengenai 

pembelian Ready Mix (Cor Beton) atas nama PT. JAMBI 

BETON tersebut adalah bahwa saksi membeli Ready Mix 

(Cor Beton) yang digunakan untuk mengecor rumah yang 

beralamat didaerah  Beringin  Kota  Jambi seharga Rp. 

10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan pembayaran 

dilakukan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri an. 

DEDI PURNOMO 

- Bahwa saksi mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- 

(Sepuluh Juta Rupiah) kepada terdakwa Sdr. LUKMAN untuk 

pembelian Ready Mix (Cor Beton) atas nama PT. JAMBI 

BETON tersebut pada tanggal 12-2-2016 di ATM BANK 

PERMATA di Swalayan Meranti Talang Banjar Kota Jambi ke 

Rekening Bank Mandiri an. DEDI PURNOMO 

- Bahwa yang membuat saksi yakin mau membuat kesepakatan 

dengan terdakwa Sdr. LUKMAN untuk melakukan pembelian 

Ready Mix (Cor Beton) atas nama PT. JAMBI BETON 

tersebut karena iklan di internet tersebut menggunakan PT. 

JAMBI BETON yang memang bergerak dibindang 

pengecoran dengan menggunakan mobil molen dan sudah 

terkenal untuk wilayah Jambi dan data tersebut sesuai dengan 

PT. JAMBI BETON 

- Bahwa yang disampaikan oleh terdakwa Sdr. LUKMAN 

kepada saksi sehingga yakin untuk melakukan pembelian 

Ready Mix (Cor Beton) atas nama PT. JAMBI BETON 

tersebut adalah “ANAK BUAH SAYA SUDAH SURVEY 

HARI SABTU SIAP COR” 

- Bahwa jumlah Ready Mix (Cor Beton) yang saksi pesan 

kepada terdakwa LUKMAN atas nama PT. JAMBI BETON 

tersebut dengan uang sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta 

Rupiah) tersebut sebanyak 9 (Sembilan) Kubik. 
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- Bahwa setelah terjadinya kesepakatan pembelian Ready Mix 

(Cor Beton) atas nama PT. JAMBI BETON tersebut terdakw 

LUKMAN berjanji untuk mengantar Ready Mix (Cor Beton) 

tersebut sekira 3 (Tiga) hari kemudian. 

- Bahwa dengan tidak dikirimnya pesanan Ready Mix (Cor 

Beton) oleh terdakwa LUKMAN atas nama PT. JAMBI 

BETON pada hari Sabtu tersebut maka saksi coba 

menghubungi kembali Sdr. LUKMAN melalui handphone 

namun sudah tidak aktif lagi selanjutnya saksi mendatangi 

kantor PT. JAMBI BETON yang berada di daerah Simpang 

Rimbo dan bertemu langsung dengan Sdr. SUDARWIN dan 

saksi menyampaikan bahwa pesanan Ready Mix (Cor Beton) 

belum dikirim dan berdasarkan keterangan Sdr. SUDARWIN 

bahwa PT. JAMBI BETON tidak pernah merasa menerima 

pesanan Ready Mix (Cor Beton) dari saksi sebelumnya dan 

tidak pernah meminta dan menerima kiriman uang melalui 

transfer. 

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa LUKMAN telah 

melakukan penipuan dengan memasang iklan penjualan 

Ready Mix (Cor Beton) atas nama PT. JAMBI BETON 

tersebut pada hari Senin pada tanggal 17 Februari 2016 

setelah mendapatkan keterangan dari pihak PT. JAMBI 

BETON bernama Sdr. SUDARWIN bahwa tidak pernah 

merasa menerima pesanan Ready Mix (Cor Beton) dari saksi 

sebelumnya dan tidak pernah meminta dan menerima kiriman 

uang melalui transfer. 

- Diperlihatkan kepada saksi bahwa benar situs /iklan atas nama 

PT. JAMBI BETON yang bernam 

http://wwwjambibeton.blogspot.co.id/ dengan iklan penjualan 

Ready Mix (Cor Beton), tersebut yang saksi lihat di internet 

http://wwwjambibeton.blogspot.co.id/
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- Bahwa yang membuat saksi tertarik adalah karena harga 

pemasaran produk di PT. JAMBI BETON tersebut sangat 

murah dibandingkan dengan harga di perusahaan lain. 

--------- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan 

dan membenarkannya. 

Bahwa saksi SUDARWIN Bin MUHAMMAD YUSUF, saksi 

THEOPILUS NAFTALI Als Teo, saksi TOTOK HERI 

PURNOMO Bin SUBENI SUKARJO dan saksi MUSDAR Bin 

MAHFI dalam memberikan keterangan didepan sidang 

pengadilan secara bebas tanpa paksaan ataupun menjerat dan 

merupakan keterangan yang ia dengar, lihat dan alami sendiri 

mengenai tindak pidana yang terjadi, selanjutnya kepada 

terdakwa ditanyakan mengenai keterangan para saksi, dimana 

keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan 

yang lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 27, 

Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 160 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 

164 (1), Pasal 166 dan Pasal 185 ayat (1), (6) KUHAP. Dengan 

demikian keterangan para saksi merupakan alat bukti yang sah 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a 

KUHAP. 

b. Keterangan Ahli 

- Nama lengkap : HENDRI SASMITA YUDA S.H Umur 31 

Tahun, Lahir di : Palembang, Tanggal : 23 Januari 1985, 

Agama : Islam, Pendidikan : S1 (sarjana), Pekerjaan : PNS 

Kementrian Kominfo RI, Warga negara : Indonesia, Alamat 

Kantor : Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, kementrian 

komunikasi dan informatika, JL Medan Merdeka Barat No 9 

jakarta Pusat, yang sebelumnya diperiksa sebagai ahli telah 

disumpah dan karena ybs tidak bisa hadir dipersidangan maka 
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keterangan nya dibacakan didepan persidangan sebagai 

berikut : 

- Bahwa ahli ditugaskan untuk memberikan keterangan selaku 

Ahli di bidang hukum informasi dan Transaksi Elektronik 

berdasarkan surat tugas Nomor 131/DJAI.1/KP.01.06/3/2016, 

tanggal 10 maret 2016  

- Ahli telah memberikan keterangan Ahli di bidang hukum 

berkaitan Undang-undang RI No 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat penyidikan 

sampai dengan tingkat persidangan sejak tahun 2010 sampai 

dengan sekarang 

- Bahwa pengertian iklan online tidak terlepas dari makna iklan 

pada umumnya, yang diartikan sebagai media untuk 

pemasaran/promosi/diseminasi kepada masyarakat untuk 

khalayak tertentu mengenai produk, jasa, barang maupun 

gagasan, baik yang bersifat komersil maupun layanan public, 

iklan online merupakan salah satu metode periklanan dengan 

memanfaatkan teknologi internet, secara umum, iklan online 

meliputi beberapa jenis iklan seperti iklan kontekstual pada 

halaman hasil mesin pencari (search engine), iklan banner 

(banner ads), Rich Media Ads (Periklanan dengan melibatkan 

media interaktif digital seperti audio dan video streaming), 

iklan dijaringan social (social network advertising), iklan 

online berdasarkan klasifikasi (online classified advertising), 

jaringan periklanan (advertising network) dan e-mail 

marketing 

- Bahwa benar, tulisan, gambar dan atau konten lain yang 

terdapat dalam Iklan online tercipta dari perangkat keras atau 

perangkat lunak tertentu yang menjadi salah satu komponen 

system elektronik yang terintegrasi, setiap informasi yang 

dihasilkan dari halaman internet dapat dikategorikan sebagai 
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informasi elektronik atau dokumen elektronik sepanjang 

memenuhi persyaratan formil atau materil suatu informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat merujuk pada 

UU ITE dan peraturan lain 

- Bahwa informasi yang termuat dalam website tersebut dapat 

dikategorikan informasi dan/atau dokumen elektronik, 

sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU 11/2008 tentang 

informasi dan Transaksi elektronik. Alamat website dalam UU 

ITE dikenal dengan istilah nama domain, yang diartikan 

sebagai alamat internet, yang berupa kode atau susunan 

karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu 

dalam internet (ref.pasal 1 angka 20 UU 11/2008). Nama 

domain Indonesia ditandai dengan tanda *.id. Jenisnya terdiri 

dari ac.id, co.id, net.id, web.id, sch.id, or.id, mil.id. Pengelola 

domain *id di Indonesia ialah PANDI (pengelola nama 

domain Indonesia ) Contoh nama domain yang memakai 

domain. Id, antara lain kominfo.go.id, dsb. 

- Bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut terdakwa 

menyatakan benar dan tidak keberatan. 

 

c. Keterangan Terdakwa 

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di depan 

peniyidik 

- Bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tetap pada 

keterangan nya dan tidak ada perubahan 

- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan tersebut semuanya 

sudah benar  

- Bahwa terdakwa menerangkan telah membuat situs atas nama 

PT. Jambi Beton yang terdakwa buat adalah : http:// 

wwwjambibeton.blogspot.co.id/ yang terdakwa buat pada 

tanggal dan bulan yang terdakwa tidak ingat lagi sekira tahun 
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2012 dan situs tersebut terdakwa pergunakan sejak dibuat 

tahun 2012 

- Bahwa pada awalnya terdakwa membuka jaringan internet dan 

menemukan nama PT.JAMBI BETON dan terdakwa kembali 

mencoba membuka lebih dalam dengan mengklik tulisan atas 

nama PT.JAMBI BETON setelah mendapatkan alamat 

lengkap terdakwa mengcopy alamat tersebut dan membuat 

email atas nama PT.JAMBI BETON kemudian setelah email 

tersebut terdakwa buat saksi kembali membuka situs 

BLOGSPOT.co.id dengan memasukkan email PT.JAMBI 

BETON, dan terbuka tampilan untuk pengisian iklan atau 

penjualan barang melalui BLOGSPOT.co.id selanjutnya 

terdakwa mengambil/mrngcopy data penjualan Ready MIC 

dan terdakwa tampilkan ke iklan di BLOGSPOT atas nama 

PT.JAMBI BETON sehingga jadi sebuah iklan atas nama 

PT.JAMBI BETON dan terdakwa pergunakan untuk 

melakukan penawaran kepada konsumen, dan ada beberapa 

konsumen yang telah menhubungi terdakwa untuk melakukan 

transaksi pembelian Ready MIC kepada PT.JAMBI BETON 

dan sudah ada salah satu konsumen yang telah mentransfer 

uang pembelian Ready MIC kepada terdakwa dengan adanya 

iklan atas nama PT.JAMBI BETON yang telah terdakwa buat 

tersebut 

- Bahwa email yang saya buat atas nama PT.JAMBI BETON 

adalah betonjambi@gmail.com 

- Bahwa isi dari situs http://wwwjambibeton.blogspot.co.id/ 

yang terdakwa buat dijaringan internet atas nama PT.JAMBI 

BETON tersebut adalah berisi sebuah iklan produk Ready 

MIC (Cor Beton) yang mengatasnamakan PT.JAMBI BETON 

sebagai perusahaan pelaksana 

mailto:betonjambi@gmail.com
http://wwwjambibeton.blogspot.co.id/
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- Bahwa benar diperlihatkan kepada terdakwa situs/iklan 

terdakwa masih mengenali dan mengetahui bahwa situs yang 

berisi iklan produk Ready Mix bernama 

http://wwwjambibeton.blogspot.co.id/ tersebut adalah situs 

yang telah terdakwa buat dijaringan internet atas nama PT. 

JAMBI BETON tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. 

JAMBI BETON 

- Bahwa pemilik dan pembuat  situs yang berisi iklan produk 

Ready Mix melalui situs 

http://wwwjambibeton.blogspot.co.id/ dijaringan internet atas 

nama PT.JAMBI BETON tersebut adalah terdakwa sendiri 

yang telah terdakwa buat di jaringan internet atas nama 

PT.JAMBI BETON tanpa  seizin dan sepengetahuan dari 

PT.JAMBI BETON 

- Bahwa terdakwa juga ada membuat iklan produk Ready Mix 

selain http://wwwjambibeton.blogspot.co.id/ atas nama 

PT.JAMBI BETON yaitu bernama 

http://jambibeton.web.indotranding.com yang telah terdakwa 

buat dijaringan internet atas nama PT.JAMBI BETON tanpa 

seizin dan sepengetahuan dari PT. JAMBI BETON 

- Bahwa maksud dan tujuan membuat iklan produk Ready Mi 

melalui situs http://wwwjambibeton.blogspot.co.id/ dan 

http://jambibeton.web.indotranding.com atas nama PT. 

JAMBI BETON tersebut adalah untuk mendapatkan 

keuntungan pribadi terdakwa sendiri 

- Diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa situs 

bernama http://jambibeton.web.indotranding.com atas nama 

PT.JAMBI BETON tersebut yang merupakan iklan penjualan 

Ready Mix bukan harga sebenarnya dari PT.JAMBI BETON 

- Bahwa benar ketika itu terdakwa pernah menerima uang Rp 

10 Juta dari saksi yang memesan melalui iklan Jambi Beton 

http://wwwjambibeton.blogspot.co.id/
http://wwwjambibeton.blogspot.co.id/
http://wwwjambibeton.blogspot.co.id/
http://jambibeton.web.indotranding.com/
http://wwwjambibeton.blogspot.co.id/
http://jambibeton.web.indotranding.com/
http://jambibeton.web.indotranding.com/
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yang terdakwa buat dan uang tersebut telah habis 

dipergunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa sehari-hari 

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak membuat situs/iklan 

http://wwwjambibeton.blogspot.co.id/danhttp://jambibeton.we

b.indotranding.com atas nama PT.JAMBI BETON 

- Bahwa semua data yang ada dalam situs/iklan 

http://wwwjambibeton.blogspot.co.id/danhttp://jambibeton.we

b.indotranding.com atas nama PT.JAMBI BETON tersebut 

adalah data yang tidak benar dan merupakan karangan 

terdakwa sendiri dan bukan data autentik milik PT. JAMBI 

BETON 

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dengan 

mempergunakansitus/iklanhttp://wwwjambibeton.blogspot.co.

id/ dan http://jambibeton.web.indotranding.com atas nama PT. 

JAMBI BETON tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh 

Juta Rupiah) adalah pertama saksi dihubungi melalui 

handphone oleh seorang konsumen yang terdakwa tidak ingat 

namanya yang meminta terdakwa yang meminta terdakwa 

untuk mengirimkan Ready Mix (Cor Beton) yang mengecor 

rumah milik konsumen tersebut dan terdakwa menyampaikan 

harga Ready Mix (Cor Beton) tersebut setelah terjadi sepakat 

harga maka saksi meminta konsumen tersebut melakukan 

pembayaran melalui transfer ke rekening yang terdakwa tidak 

ingat lagi di Bank Mandiri atas nama DEDI PURNOMO 

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya 

d. Petunjuk  

Berdasarkan Pasal 188 (1) dan (2) KUHAP bahwa petunjuk 

adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena 

persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun 

dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi 

http://wwwjambibeton.blogspot.co.id/
http://jambibeton.web.indotranding.com/
http://jambibeton.web.indotranding.com/
http://wwwjambibeton.blogspot.co.id/
http://jambibeton.web.indotranding.com/
http://jambibeton.web.indotranding.com/
http://wwwjambibeton.blogspot.co.id/
http://wwwjambibeton.blogspot.co.id/
http://jambibeton.web.indotranding.com/
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suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 

Petunjuk sebagaimana dimaksud dapat diperoleh dari 

keterangan saksi, dan keterangan terdakwa. 

e. Barang Bukti 

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, sebelumnya 

telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yaitu : 

1. 1 (satu) buah SIM A Metro Jaya a.n. BUDI STYO NUGROHO 

2. 1 (satu) buah KTP DKI Jakarta No. NIK. 3174062911740012, a.n. 

GEMILANG 

3. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Britama, a.n. IDA 

FARIDA 

4. 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna hijau, No. 5221-8420-7410-

9338 

5. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BTN, No. 4215-7088-1821-6930 

6. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BJB, No. b22011-204083-

000232 

7. 1 (satu) buah Laptop Merk HP warna putih 

8. 1 (satu) buah Mouse Merk AIRMOUSE, warna Hijau Hitam 

9. 1 (satu) buah Handphone Merk MITO warna Merah 

10. 1 (satu) buah Handphone Merk MAXTRON tipe C21 warna 

Merah 

11. 1 (satu) buah Handphone Merk MAXTRON tipe C22 warna 

Hitam 

12. 1 (satu) buah Handphone Merk FLEXI tipe ZTE warna 

Hitam 

13. 1 (satu) buah Handphone Merk ESIA warna Hitam 

14. 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA wana Hitam 

15. 1 (satu) buah Kartu Handphone SIMPATI No. 

081291074409 
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16. 1 (satu) buah Kartu Handphone SIMPATI No. 

082310689988 

17. 1 (satu) buah Kartu Handphone SIMPATI No. 

621000564281651402 

18. 1 (satu) buah Kartu Handphone SIMPATI No. 

621002892564005401 

19. 1 (satu) buah Kartu Handphone SIMPATI No. 

621002852202935801 

20. 1 (satu) buah Kartu Handphone SIMPATI No. 

621003128298478200 

21. 1 (satu) buah Kartu Handphone SIMPATI No. 

621000104272681303 

22. 1 (satu) buah Kartu Handphone SIMPATI No. 

621002852202934401 

23. 1 (satu) buah Kartu Handphone SIMPATI No. 

621008842533738901 

24. 1 (satu) buah Kartu Handphone SIMPATI No. 

081291254136 

25. 1 (satu) buah Kartu Handphone SIMPATI No. 

081291253719 

26. 1 (satu) buah Kartu Handphone ESIA No. 

8906299010604475979 

27. 1 (satu) buah Kartu Handphone XL No. 085966390857 

28. 1 (satu) buah Kartu Handphone FLEXI No. 

6262120222220048628 

29. 1 (satu) buah Kartu Handphone FLEXI No. 

6262120212280090965 

30. 1 (satu) buah Flashdisk Merk TELKOMSEL warna Putih 

31. 1 (satu) buah Flashdisk Merk ADVAN JETZ warna Putih 

32. 1 (satu) buah Flashdisk Merk KINGSTON warna Biru 

33. 1 (satu) buah Flashdisk Merk KINGSTON warna Kuning 
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Barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada saksi-

saksi dan terdakwa serta yang bersangkutan telah 

membenarkannya. 

5. ANALISA 

1. Bahwa Putusan Perkara Pidana 819/Pid.Sus/2016/PN Jmb telah 

memenuhi syarat – syarat yang diatur dalam pasal 197 UU No 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

2. Bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan 

yang berbentuk alternatif antara lain : 

a. Pertama : melanggar Pasal 35 UU-RI No.11 tahun 2008 

tentang Transaksi Elektronik Jo Pasal 51 ayat (1) UU-RI 

No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik 

ATAU 

b. Kedua : melanggar pasal 28 ayat (1) UU-RI No. 11 tahun 

2008 tentang Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (2) UU-

RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik 

ATAU 

c. Ketiga : melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan. 

3. Bahwa untuk pembuktian di persidangan Penuntut Umum 

mengajukan 4 orang saksi, 1 orang ahli, dan keterangan 

terdakwa yang merupakan alat bukti yang sah diatur dalam pasal 

184 Hukum Acara Pidana . 

4. Bahwa untuk pembuktian, penuntut umum juga mengajukan alat 

bukti lain lain yang diatur dalam pasal 44 UU No 11 Tahun 
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2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) antara 

lain website dan email yang digunakan tedakwa yang mana 

termasuk dalam informasi elektronik.     

5. Bahwa berdasarkan alat – alat bukti tersebut  Penuntut Umum 

telah memperoleh fakta hukum yang terungkap dalam 

persidangan untuk menyusun surat tuntutan pidana terhadap 

terdakwa. Dalam perkara ini penuntut umum berpendapat bahwa 

perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur Pasal 35 UU No 

11 Tahun 2008 Tentan Informasi Elektronik sebagaiman 

dakwaan alternatif pertama dari penuntut umum. 

6. Bahwa Majelis Hakim berdasarkan alat – alat bukti sebagaimana 

diatur dalam pasal 184 tentang Hukum Acara Pidana dan UU 

Informasi Elektronik Pasal 44 UU No 11 Tahun 2008 Telah 

memperoleh fakta – fakta hukum yang terungkap dalam 

persidangan. Yang ternyata Majelis Hakim sependapat dengan 

Penuntut Umum yaitu dalam perkara ini dakwaan yang terbukti 

yaitu dakwaan pertama. Sehingga kemudian Majelis Hakim 

membuktikan unsur – unsur pasal dakwaan tersebut. 

7. Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan pengurangan 

masa tahanan dan terdakwa  tetap dalam tahanan dan telah 

mempertimbangkan seluruh barang bukti  dalam perkara ini. 

8. Bahwa dalam hal pemidanaan atau penghukuman setelah 

musyawarah majelis hakim dan mempertimbangkan keadaan 
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yang membertakan dan meringankan ternyata majelis hakim 

menjatuhkan hukuman yang sama dengan tuntutan penuntut 

umum yaitu ancaman pidana dalam pasal 35 UU No 11 tahun 

2008 tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik.  

 Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka 

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan 

dan yang meringankan bagi tedakwa : 

Keadaan yang memberatkan :  

- Perbuatan terdakwa telah merugikan dan merusak nama baik 

PT.JAMBI BETON 

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya 

- Terdakwa sudah pernah dipidana 

Keadaan yang meringankan : 

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali atas 

perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginyan 

lagi. 

Bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi 

pidana maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya 

perkara ini. Memperhatikan, ketentuan pasal 35 UU-RI No. 11 

tahun 2008 tentang informasi Transaksi Elektronik, UU no 8 

tahun 1981 tentang KUHP serta pasal – pasal lain dari peraturan 

perundang – undangan yang bersangkutan :  



 
 

177 
 

Menyatakan putusan hakim bahwa terdakwa JAMIL REZA 

als LUKMAN ARIFIN als BUDI SETYO NUGROHO als 

GEMILAN als MARYOTO als HENDRA BIN SYAMSUDIN 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana :  

a. Setiap Orang : 

b. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

c. Manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, 

pengrusakan informasi Elektronikk dan / dokumen 

elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik / dan 

atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah - olah 

data yang otentik. 

- Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan 

pidana penjara selama 2 (dua) tahun.  

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh 

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 

dijatuhkan.  

- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.  

- Menetapkan Barang Bukti Sejumlah 33 seperti terlampir pada 

halaman sebelumnya. 

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya 

perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 
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BAB V 

PENUTUP 

1. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis 

uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan 

kesimpulan sebagai berikut :  

a. Alat Bukti lain yang dimaksud pada UU ITE No 19 Tahun 2016 

tentang perubahan atas UU ITE No 11 Tahun 2008 dalam pasal 44 

yaitu informasi elektronik dan dokumen elektronik dinyatakan sah dan 

melalui informasi dan dokumen elektronik tersebut dapat 

membuktikan fakta – fakta hukum yang ada. Dan juga tentunya 

mempengaruhi keyakinan hakim dalam memutus perkara di 

pengadilan dalam persidangan berdasarkan atas putusan pengadilan 

negeri jambi sesuai dengan putusan nomor : 819/Pid.Sus/2016/PN. 

Hanya saja dalam pasal 184 tentang Hukum Acara Pidana tentang alat 

bukti yang sah tidak mencantumkan seperti alat bukti lain yang telah 

dibahas pada Bab sebelumnya.   

b. Adapun praktik penyelesaian tindak pidana kejahatan tekhnologi 

informasi di pengadilan negeri kota jambi pada putusan perkara 

819/Pid.Sus/2016/PN Jmb yang terdiri dari duduk perkara, dakwaan 

jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, pembuktian 
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yang berisi keterangan saksi, ketrangan terdakwa, keterangan ahli, 

petunjuk dan analisa.. Dengan melalui Sistem pembuktian dan alat-

alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP tersebut mampu 

menjangkau pembuktian untuk kejahatan Tindak Pidana Kejahatan 

Teknologi Informasiyang tergolong tindak pidana baru. Penelusuran 

terhadap alat-alat bukti seperti keterangan saksi, terdakwa,  dan saksi 

ahli, juga pergeseran surat dan petunjuk menuju elektronik mampu 

menjerat pelaku Tindak Pidana Kejahatan Tekhnologi Informasi. 

Dari hasil penelitian dalam tesis ini terdapat 3 pasal dakwaan  yang 

diajukan oleh penuntut umum di antara nya 2 pasal tentang UU ITE 

dan 1 pasal tentang 378 KUHP. 2 Pasal UU ITE yaitu pasal 35 UU No 

11 tahun 2008 dan pasal 28 ayat 1 No 11 Tahun 2008. Yang mana 

kedua pasal ini tidak diubah pada  perubahan UU terbaru ITE yaitu 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Dan sidang hasil putusan pada kasus tersebut diatas adalah sebelum 

disahkan nya UU ITE Terbaru yakni UU Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dapat disimpulkan bahwa 

dalam perkara kasus yang diteliti seperti disebutkan pada nomor 

putusan diatas telah sesuai atau berdasarkan pada pasal 197 UU No 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana karena tanpa pasal tersebut 

tidak akan bisa di lanjutkan proses hukum ke persidangan 
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2. SARAN 

a. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum 

mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara – 

perkara yang berhubungan dengan tindak pidana kejahatan teknologi 

informasi dengan melalui pendidikan atau pelatihan. 

b. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah tindak 

pidana kejahatan teknologi informasi serta pentingnya mencegah 

kejahatan tersebut terjadi dengan melalui edukasi kepada seluruh 

masyarakat melalui musyawarah di tiap daerah yang ada di nusantara. 

c. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai 

standar internasional melalui ahli – ahli dibidang teknologi informasi. 

d. Perlu ada nya revisi UU Hukum Acara Pidana tentang pentingnya alat 

bukti lain seperti yang yang ada dalam UU ITE No 19 Tahun 2016 atas 

perubahan UU ITE No 11 Tahun 2008 atau Melakukan modernisasi 

hukum pidana nasional dengan hukum acaranya. 
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